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Buku yang berada di tangan pembaca saat ini, pada
dasarnya adalah sebuah hasil kajian dan penelitian selama
rentang waktu tahun 2001-2002. penelitian tersebut dilakukan
dalam rangka menyempurnakan studi penulis di Program Pasca
Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam bidang Syariah,
konsentrasi Figh Siyasah.

Sejak rampungnya penelitian tersebut dalam bentuk tesis,
tulisan ini telah dibaca oleh banyak pihak dan banyak yang
merekomendasikan kepada penulis agar diterbitkan, terutama
oleh dosen dan pembimbing penulis Bapak Dr. H. Mukhtar A. Aziz
dan Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. Tesis ini juga
telah diuji oleh dua dosen senior UIN Syahid Jakarta Prof. Dr. H.
M. Masyhoeri Na'im, MA yang ketika itu menjabat sebagai Ketua
Jurusan Syariah di Pasca Sarjana dan Prof. Dr. Fathurrahman
Djamil, MA. Namun karéna berbagai alasan terutama kondisi
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keamanan Aceh vang kala itu kurang kondusif maka

penerbitannya belum dapat diwujudkan.

Dalam penyelesaian penelitian ini, penulis banyake
mendapat bantuan, baik moril maupun materil dari berbagai
pihak. Karena itu, sepatutnyalah penulis menyampaikan

ungkapan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak -

yang telah membantu rampungnya kajian ini. Terima kasih yang
utama sekali kepada Syaikhuna sekaligus kakek tercinta, Alm.
Tengku Haji Syech Marhaban Hasan Krueng Kalee yang selalu
memberikan doa restu, arahan, semangat, serta bantuan,

khususnya penyediaan buku-buku referensi yang penulis butuh-

kan dalam penulisan ini. Tidak jarang penulis terlibat diskusi yang
panjang dan mendalam bersama beliau dalam masalah-masalah
yang sedang diteliti kala itu. Tiada yang dapat penulis berikan
sebagai balasan atas semua jasa-jasa mereka selain berdoa,

semoga Allah swt. membalas amal mereka dengan balasan yang

berlipat ganda. Amin.

Pada tahun 2007 ketika penulis melanjutkan studi ke
Kalro Mesir, tesis setebal 200 halaman tersebut juga telah
sempat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Salah seorang
teman yang juga dosen di Al Azhar University Prof. Dr.
Muhammad Abduh Imam sangat merekomendasikan tesis

tersebut dicetak dalam bahasa Arab demi menambah wawasan

_para pembaca dan akademisi di Timur-Tengah tentang semangat

perjuangan rakyat Aceh di Indonesia dalam mem-perjuangkan

syariat Islam sebagaimana tercermin dari gerakan Daud
Beureueh. Sayangnya saran beliau - hingga saat ini- belum
sempat penulis wujudkan.

Alhamdulillah akhirnya pada awal tahun 2013 inj, cita-cita
untuk menerbitkan kajian penelitian yang aslinya berjudul
“Konsep Bughah Menurut Islam: Studi Kasus Terhadap Gerakan
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Kemerdekaan di Aceh” dapat direalisasikan. Hal ini terwujud

perkat bantuan teman sejawat penulis Dr. Abdul Wahid. M.Ag

dan kawan-kawan dari Lembaga Penerbitan SEARFIQH Banda
Aceh, dalam cetakan pertama. Penerbitan dalam cetakan kedua
ini terwujud berkat bantuan dan kerjasama Penerbit PeNA Banda
Aceh. Terima kasih yang tiada terhingga juga disampaikan kepada
Bapak Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH atas kata pengantar
yang disampaikannya dengan ucapan jazakumulloh khairan.

- Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Editor yang telah

memeriksa kembali secara teknis karya ini.

Mengakhiri pengantar ini, perlu dikemukakan bahwa
dalam menyimpulkan analisa aspek syariat dari gerakan
kemerdekaan di Aceh, penulis sama sekali tidak bertendensius
untuk memihak kepada pihak manapun, karena hal itu disamping
bertentangan dengan metodologi penelitian dan kaedah hukum,
juga tidak akan membawa hasil apapun bagi penulis. Semua
kesimpulan dianalisa atas dasar nash-nash syara’, serta didukung
oleh data dan fakta yang ada. Oleh karenanya, penulis berharap
agar tulisan ini dapat menjadi “dokwah bil hag” serta renungan
bagi semua pihak dalam rangka menilai kembali sikap, kebijakan,
maupun tindakan yang telah dijalankan selama ini, sehingga
peristiwa serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. '

ol adly IS alde A I ks ey candenalle = SLYI Y] T 0]
“Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama

aku masih berkesanggupan, Dan tidak ada Taufig bagiku

melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Nya aku
bertawakkal dan hanya kepada Nya lah aku kembali.” (Q.S. Hid :
88)

Darussalam Banda Aceh, Safar 1435 H
Desember 2013 M

44y doerry J1 pdidll
dj# oo Glpe
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MANAGEMEN KONFLIK DALAM KEARIFAN

KHAZANAH AJARAN ISLAM
Pengantar: Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH

Konflik dan Konsensus

Konflik Aceh yang lama berlarut-larut telah mengakibatkan
panyak korban, sebelum berakhir dengan MOU Helsinki antara
pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka,
15 Agustus 2005. Sebelumnya konflik yang sama juga telah
terjadi, dengan aktor yang sedikit berbeda, Pemerintah Republik
indonesia dengan pihak DI/TII di bawah pimpinan Tgk.
Muhammad Daud Beureueh, dimulai tahun 1953 s/d 1959. Jika
Gerakan Aceh Merdeka tidak mengartikulasikan gerakannya pada
basis ajaran Islam, DY/TIl jelas-jelas menunjuk landasan dan
filosofi gerakannya pada ajaran Islam. Pada titik inilah kemudian
menarik untuk didiskusikan bagaimana wacana pemberontakan
atau bughah secara syar'ly dapat dilagabkan kepada gerakan ini.
Lalu bagaimanakah sebenarnya ajaran syari‘at Islam memandang
realitas perbedaan pendapat antar anak bangsa, termasuk dalam
soal ketata negaraan yang biasa terjadi di mana-mana? Adakah
jejak warisan tradisi Islam dalam hubungan dengan wacana
penyelesaian konflik semacam ini?

Jika fenomena Conflict and Consensus dapat dianggap sebagai
salah satu gejala umum dinamika budaya bernegara, maka Figh
Siyasah Islam agaknya telah menyediakan konsep Syura
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g::!}ssyl?n\:’aarah) vane dap?t dipakai untuk membedah masalah ini.
derivasinya a‘gi SI‘QUF an yang memuat fafaz syura  atau
artinya ”b‘er ah satunya ialah surat al-Syura ayat 38, yang
Menurut m-zmusyawarr:rhlah kamu dalam segala urusan”.
ini adalah amf’khsyarl (w.1142) dan al-Qurthubi {w. 1372) ayat

an perintah bermusyawarah dalam bidang politik,

khusus
nya dalam urusan siasat yang berkenaan dengan

e
'?ujiirr?:gsn yang belum ada petunjuk wahyu dari Allah.
sl .V untuk mengetahui pendapat masyarakat kaum
ol lashshogh e
oo urissanmenambahl_(an bahwa musyawarah bukan hanya
keduniaan yangp;;a?(g;a}a' tetapi mencakup seluruh persoalan
- 61). al lgtur oleh nash dengan jelas (‘a!-Jashshash
ﬁj T’;ﬂ;f:]:f;aba’:, seorang mufassir dari Iran (Tafsir al-
dalam ruang I kun‘/atf:\kan bahwa r.nusvawarah dilakukan hanya
dan dilakuken olgeh p wilayah pemerintahan (i zhuruf al-wilayah)

aFagih, Wb para uﬁan-ﬂ.a yang berada dalam posisi Wilayah

mengemukakan 1 haI-Zuharh (Tafsir al-Munir, 1I: 139) juga

mengetahut aunir a- Wa musyawarah (syura) dilakukan untuk

dengan kehigu asi rakyat danlam segala bidang yang berkenaan
mengangkat rtpat? keduniawian dengan tujuan untuk
bahwa hal haf artabat dan taraf kehidqpan umat. Ini bermakna
mempunyai na\fng berkenaan dengan urusan keagamaan yang
bidang e nash  yang wadhih (jelas) tidak masuk dalam
tunduk gar :;usvawara!’tgan; semua kaum muslimin wajib
kalimat [ain F()Q uh (fﬂuqu‘!) serta melaksanakannya. Dalam
Persoaian-pérs u;r‘msh Shihab (1998:479) menyatakan bahwa
Secara tegas b ('JI? an yang telah ada petunjuknya dari Tuhan
| alk langsung maupun melalui nash-nya, tidak dapat

Mizan,
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kat moral dan semangat mereka. Namun . ‘

dimusyawarahkan; misalnya tentang tata ‘cara beribadah.
Musyawarah hanya dapat dilakukan pada persoalan-persoalan
kehidupan duniawi serta hal-hal yang belum ditentukan
etunjuknya, yang mengalami perkembangan dan perubahan.

Adapun untuk masalah-masalah - dalam lapangan ke-
agamaan, seperti ibadah dan munakahat {pernikahan) bahkan
juga mu’amalah yang tidak tegas diterangkan dalam al-gur'an
dan hadits, solusinya dapat dicari melalui metode tafaqgquh atau
jjtihad yang dapat dilakukan secara individual maupun kolektif
dengan persyaratan-persyaratan tertentu  sebgai  yang
diisyaratkan dalam ilmu Ushul Figh (lihat, al-Taubah:122).
Metode tafaqquh jelas berbeda dengan syura, karena tafaqquh
perada dalam tataran keagamaan dan syura berada dalam ruang
lingkup keduniaan.

Terkait dengan konflik Aceh dengan pemerintahan
Republik [ndonesia yang kemudian lalu disebut sebagai
Pemberontakan DI/Tll, yang perlu dicari jawabannya adalah
seberapa jauh pemerintah pada waktu itu memperiakukannya
dalam kerangka konflik dan konsensus ini. Artinya sangat penting
diketahui sejauh mana upaya menghindari kekerasan melalui
jalan musyawarah baik oleh pemerintah pusat maupun oleh
pihak DI/TIl sendiri. Sebab sebagaimana dapat disaksikan, pada
akhirnya rakyat kecil jugalah yang menjadi pelengkap penderita.

Subjek Syura: Elit atau Rakyat ?
Dengan siapa musyawarah itu dilakukan? Hanya dengan

sesama  elit? Adakah seluruh rakyat berhak dimintakan
pendapatnya? Dapatkah ~ sebuah Pemilihan Umum atau
Referendum, misalnya, dinilai sahih sebagai peluang bagi seluruh
rakyat untuk mengejawantahkan partisipasi politiknya? Menurut
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Rasyid Ridha {Tafsir al-Manar, Juz IV, 1960: 126), yang perlu
diajak bermusyawarah hanyalah orang-orang yang cakap,
terpandang dan terpercaya untuk menetapkan panduan bagi
masyarakat mengenai hal-hal yang berguna bagi mereka.
Demikian juga /mam Ja'far al-Shadig, pelopor mazhab Syi'ah
Ja'fariyah, seperti dikutip Shihab (1998: 480) pernah
menyatakan: “Ajaklah bermusyawarah dalam menyelesaikan
urusanmu dengan orang-orang yang memiliki lima hal: akal,
kelembutan, pengalaman, keikhlasan dan ketagwaan”. _

Baik Rasyid Ridha maupun Ja'far al-Shadig kelihatannya
membatasi musyawarah itu hanya dengan orang-orang yang
memiliki kudlifikasi tertentu sajo. Ini  bermakna bahwa
musyawarah hanya dilakukan dengan sesama kaum elit se-mata-
mata. Hal itu mungkin ada benarnya jika dilakukan atas dasar
pembagian wewenang dan kompetensi yang benar. Tetapi,
dalam prakiek sangat mungkin terjadi adanya upaya
memaksakan logika politik sang penguasa, dan itulah yang
berbahaya serta menjadi awalan sebuah rezim kroniisme dan
koncoisme.

lembaga syura, dimulai oleh Dinasti Umayyah, telah
diruntuhkan dengan membatasinya hanya pada orang-orang
yang mendukung rezim, alih-alih dari menempatkannya sebagai
kesempatan bagi partisipasi rakyat secara luas. Pengembangan
struktur masyarakat yang menciptakan hubungan antara
penguasa dengan rakyat, pada kenyataannya hanya dilakukan
dari atas ke bawah, sebagaimana lazimnya rezim-rezim depostik
dan tiranik di mana pun juga (bandingkan, Rahman, 1994: 123).

Jika merujuk pada ayat-ayat al-Qur'an.tidak ada isyarat
khusus kepada siapa musyawarah itu dilakukan, tidak ada pula
arahan tentang pola dan bentuk tertentu. Malahan isyarat yang
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|ebih tegas dalam surat Ali Imran ayat 159 adalah perintah untuk
bermusyawarah dalam berbagai urusan dengan “mereka” {wa
Syawirhum fi al-amr). Siapa yang dimaksud .dengan “mereka” di
sini? Kepada siapa dhamir hum ini kembali? Melihat konteks ayat
ini kita dapat menyatakan bahwa cakupan ayat ini adalah untuk
sefuruh rakyat baik yang pro maupun yang kontra kepada rezim
yang sedang berkuasa. Itulah sebabnya pada awal ayat ini ada
perintah untuk bersikap lemah lembut dan tidak berlaku kasar
dan keras kepada rakyat agar rakyat tidak “lari”. Lari kemana?
Lari dalam arti mereka tidak memilih Anda lagi dan akan memilih
Pemj'mpin yang lain. Kalau yang disodorkan kepada rakyat untuk
dipilih berupa partai, maka rakyat akan lari dengan tidak memilih
partai Anda, lalu memilih partal yang lain.

Bukankah tafsiran ini sangat logis, sangat masuk akal dan
sangat “membumi”? Oleh karena itu jika "anda sedang
memimpin, berlaku baiklah kepada rakyat anda (/inta lahum).
Janganlah anda bersikap keras (ghalidh al-qalb) sehingga rakyat
lari dan berpaling dari Anda. Untuk jelasnya, baiklah ayat
tersebut diturunkan terjemahah selengkapnya: “maka disebab-
kan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap

~ mereka. vSékiranya kamu bersikap keras lagi bethati kasar,

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu
maafkanlah mereka;, mohonkanlah amﬁim dari mereka dan
bermusyawarahlah dengan mereka dalam hal itu. Kemudian
apabila kamu tealah membulatkan tekad maka bertawakkallah
kepada Allah. Sesungguhnya Allah meyukai orang-orang yang
bertawakkal kepada-Nya” (Ali imran: 159) . S
Salah kaprah dalam memahami konsep syura dikecam
keras oleh seorang pemikir Isiam kontemporer yang ber-

‘pengaruh, Faziur Rahman (1994: 122). Menurut Rahman,

PERGOLAKAN ACEH DALAM PERSPEKTIF SyARI'ar ~  Xi



sesungguhnya al-Qur'an menetapkan prinsip syura untuk.

memandu proses pengambilan keputusan dalam masyarakat.
Sayangnya selama berabad-abad telah timbul kesalah pahaman
di kalangan orang Muslim menyangkut watak syura disebabkan
oleh praktik-praktik dan struktur-struktur yang menyesatkan
yang diambil dari luar, tanpa memperhatikan etos Islam.

Sejauh mana posisi suara lembaga syura ini berhadapan
dengan kekuatan penguasa? Adakah sang penguasa terikat
dengan saran atau keputusan lembaga ini? Ataukah ia dengan
mudah dapat mengesampingkannya begitu saja? Jelas sekali ini
adalah salah satu masalah paling krusial, semacam hubungan
antara pihak eksekutif dengan legislatif, yang sampai hari ini pun
di.negeri kita tetap menjadi ganjalan besar dalam kehidupan
bernegara.

Orang pada umumnya berpendapat bahwa arti syura
adalah bahwa secrang penguasa bermusyawarah dengan orang-
orang yang dalam penilaiannya merupakan gudang kearifan,
tanpa ‘ada kewajiban untuk melaksanakan nasehat mereka,
Rahman menolak pendapat tersebut dan menyatakan bahwa
gambaran seperti itu telah mengubah sama sekali struktur
konsep syura vyang sesungguhnya. Al-Qur'an (al-Syura : 38).
memandang orang-orang beriman sebagai “orang-orang yang
urusan-urusannya diputuskan melalui musyawarah (wa
amruhum syura bainahum). Jadi syura bukan berarti bahwa
seseorang meminta nasehat kepada orang lain dan selanjutnya
terserah dia untuk mengikuti atau melemparkannya ke dalam
keranjang sampah. Melainkan harus ada sebuah proses timbal
balik melalui sebuah diskusi bersama. Jadi seorang kepala
eksekutif tidak dapat sama sekali menolak  keputusan yang
diambil melalui syura. Adapun kesalah pahaman tentang konsep
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4ra yang berkembang dalam doktrin tradisional dan praktik
Syhidupan sebelumnya, pada dasarnya adalah bersifat historis
;Zn sepenuhnya tidak dapat dinisbahkan kepada al-Qur’an,

erti kata Fazlurrahman. . :
P Namun demikian, harus ditambahkan di sini bahwa
me!etakkan kewajiban bagi: penguasa (eksekutif) .unt‘uk
mengikuti sepenuhnya nasihat lembaga 'Syura (=ieg|slat|f’),
sebagaimana diusulkan Faziur Rahman; masih tetfap sama Sf’.{a
pahayanyd. Yang terjadi, tidak lebih dari memindahkan tltikl
persoalan, alih-alih dari menyelesaikannya. Jika sebelumnya
otoritas despotik berada di tangan elit eksekutif, maka tawaran
Rahman meletakkan itu pada genggaman elit legislatif. Persoafa{-\
yang sebenarnya tidak juga terpecahkan. Problema sem?cam ini,
sampai sekarang pun pasca reformasi tahun 1998 masih belum
selesai  di Indonesia. Oleh karena itu tetap saja sebuah
mekanisme check and balance harus ditemukan dalam
hubungan kerja antara kedua lembaga ini.

partisipast Politik Rakyat: Upaya Formal Meredam Konflik
Adakah wacana dan lembaga yang memberl peluang
mengelola dan membatasi konflik dan meredam kekerasan sejak
awal dalam Figh Siyasah Islam? Adakah kesempatan bagi pihak-
pihak yang, katakanlah menyemai bibit-bibit konfiik sebelumnya
untuk melebur kembali dalam sebuah kesatuan jama’ah? Di
siniléh pentingnya  konsep partisipasi politik. Partisipasi politik
dari masyarakat dalam bentuknya yang paling nyata dapat kita
temukan pada konsep bai‘at (sumpah atau janji setia). Konsep ini
bermakna janji setia baik dari kalangan terkemuka atau kaum elit
(bai’ah khashshah) maupun dari kalangan masyarakat luas
{bai’ah.al- ‘ammah). Hal ini dilakukan setelah seorang imam atau
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khalifah dipilih, lalu .para tokoh dari ah! al-hilli wa al-‘aqdi
merberi bai’at, yakni mengucapkan janji setia, biasanya dengan
isyarat bersalaman dengan sang khalifah. Setelah para tokgh
terkemuka melakukan bai’at, rakyat banyak juga dapat

melakukannya sebagai tanda persetujuan dan kesetiaan mereka
kepada Pemimpin yang dipilih. Ini bermakna jika mereka tidak .~

setuju dapat saja mereka memilih untuk melakukan oposisi. Atau
jika di tengah jalan sang Imam menyeleweng, mereka yang dulu
telah melakukan bai’at dapat saja menariknya kembali. Inilah
konsep awal bai’at, meskipun dalam praktik banyak

diselewengkan oleh para khalifah dengan mewajibkan seluruh

rakyat untuk melakukan bai‘at kepadanya bahkan dengan
kekerasan (lihat Mottahedeh : 50 dan al-Qasimi : 259)

Satu lagi tolok ukur berjalarinya gagasan demokrasi yang.
bermuara pada suatu pola managemen konflik adalah peluang .

bagi kelompok oposisi untuk bekerja. Dan sebagai disebut oleh

Esposito - (1999 : 49) bahwa konsep oposisi dalam suatu.

masyarakat demokratis menimbulkan pertanyaan penting
menyangkut hubungan antara demokrasi dan Islam. Adakah

kemungkinan untuk mempunyai oposisi Islami yang sah? Adakah.

aspek dan dimensi Warisan Islam yang memberikan kesempatan
untuk memiliki oposisi Islam yang demokratis?

Menjawab masalah ini sebenarnya dapat diawali dengan
menelusuri sejarah awal bangkitny.afkomunitas muslim sendiri.
Ummat Islam pada mulanya merupakan kelompok minoritas
yang tertindas di'Kota Mekkah dan ajaran Islam muncul sebagai

tantangan serius bagi seluruh sistem politik dan keyakinan dari’

kaum elit penguasa yang ada di Mekkah dan ajaran Islam muncul
sebagai -tantangan serius bagi seluruh sistem politik dan
keyakinan dari kaum elit penguasa yang ada di Mekkah waktu itu.
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am perkembangan selanjutnya, ketika Nabi Muhammad SAW

I
g:n sahabatnya hijrah ke Madinah, umat fslam menyusun sebuah

nkonstitusi” bagi masyarakat Madinah yang pluralistis. Apa yang_

disebut konstitusi itu dituangkan da_lam sebuah perjanj-ian ylang.
dikeﬂa{ dalam sejarah Islam sebagai Piagam Madinah. Di
dalamnya tercantum berbagai_hak dan kewajibanr‘masyaraka‘lt
serta prosedur penyelesaian konflik dan tindakan komunitas baik
sesama kaum muslimin (kaum Muhajirin dan_Anshar.) maupun
non Muslim, termasuk kaum }/ahudi.-_Bar_}yakjﬁpemikrir_ Islam
modern yang meyakini bahwa: dokumen dan pengalaman di
madinah ini dapat menjadi pedoman bagi' sistem sosial politik
pjuralistis yang sesuai dengan tradisi dan ajaran Islam. o

~ Akhirnya setelah Nabi Muhammad SAW wafat (632 M)
dan meluasnya komunitas masyarakat dan wilayah Islam, kaum
muslimin harus mendefinisikan mana perbedaan pendapat yang
d]perbolehkan dan mana yang dianggap pembangkangan atau
pemberontakan' Keragaman pengalaman ini.menjadi dasar b_agi
berbagai konsep tentang peluang bagi sebagian masyarakat
untuk menyatakan ketidak setujuan dan oposisi yang sah. di
dalam komunitas muslim. Jadi perbedaan paham dan konflik.
yang terjadi seharusnya tidak perlu berybah menjadi kekerasan
yang merusak nilai-nilai kemanusiaan kita. -

Mengelola Konflik Secara Berkeadaban :
Dua gagasan penting yang menentukan batas-batas
konseptual dalam warisan Islam menyangkut ketidak setujuan,
oposisi dan konflik dalam msyarakat yang harus dikelola adalah
konsep = fitnah atau kekacauan sipil dan ikhtilaf atau
ketidaksetujuan. Fitnagh dilarang sama sekali tetapi ikhtilaf

_diperbolehkan.
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Dalam a_i-Qur’én istilah fitnah digunakan untuk meng-
gambarkan penyerangan oleh orang-orang Mekkah terhadap.
kaum Muslimin atau” untuk menggambarkan . ujian dan godaan@
untuk meninggalkan Islam {lihat al-Bagarah:191-dan 193). Fitnah
ini harus dilawan secara aktif bahkan dengan kekerasan jika
perlu. Pada masa awal-awal ini fitnah merupakan musuh yang

mengancam keyakinan kaum beriman dan harus ditentang -

dengan berbagai cara. pengertian fitnah pada masa-masa
selanjutnya didefinisikan sebagai kekacauan atau hahkan perang
saudara, - termasuk  penggunaan. doktrin-doktrin  yang
membahayakan keimanan kaum Muslimin {Esposito, 1999: hal.
Adapun konsep ikhtilaf memberi kemungkinan bagi

adanya perbedaan .pendapat dalam masyarakat. Dari konsep -

ikhtilaf inilah muncul berbagai tradisi-hukum yang berbeda-beda

dan kemudian dirumuskan menjadi mazhab-mazhab hukum .
Islam yang bermacam-macam. Perbedaan ini ‘men-cerminkan

adanya dinamika dan kebebasan pemikiran hukum yang. khas
dalam sejarah Islam yang pada umumnya berlangsung secara
damai dan toleran. Dalam hal .ini terkenal pula sebuah hadits
Rasulullah yang menyatakan bahwa “perbedaan pendapat di
kaldngan umat Islam merupakan rahmat”. - |

Gagasan untuk menerima kemungkinan ikhtilaf i
~disadari oleh banyak pemikir Islam terkemuka sepanjang sejarah.
Banyak pula .yang berusaha menguraikan akar per-bedaan

“tersebut dan umumnya mereka menganggap hal itu sebagai

sesuatu yang wajar saja, bahkan justru bermanfaat. Hasan‘al-
" Banna, seorang pemikir lIslam " kontemporer, misalnya,
ﬁsep.en'uhnya dapat memahami esensi dan etika- perbedaan
‘pendapat. Tanpa méngura.ngi"komitmennya'yang tinggi pada cita-
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cita solidaritas muslim, ia yakin bahwa perbedaan pendapat itu
tak dapat dielakkan. S o |
Pada awalnya gagasan ikhtilaf itu lebih dipahami sebaga
perbedaan dalam bidang hukum.Tetapi jika perbedaan dalam
bidang hukum saja diakui, maka perbedaan ,.pandang.an' dalam
lapangan yang lebih terbuka seperti politik dan kemasyarakatan
tentu bukan masalah lagi. Pasti ada batas-batas tertentu yang tak
dapat dilangkahi karena akan memerosotkan ikhtilaf menjadi
fitnah sebagai yang dijelaskan tadi. Dari sinilah kita dapat
menyatakan bahwa gagasan managemen konflik sebagaimana
juga gagasan oposisi, sebagai salah satu ciri demokrasi tersedia
wacananya dalam struktur ajaran Islam dan berpeluang untuk
dielaborasi kembali sesuai dengan semangat zaman, I
Gagasan ikhtilaf ini sebenarnya juga. diperkUat oleh .
beberapa hadits Nabi Muhammad “SAW ‘yang. membatasi
‘ketaatan politik kepada pemimpin_atas?perti}mbangan‘ké'adilé'n

~.dan kebenaran. Pemimpin yang zhalim tidak wajib ditaati bahkan.
*harus dilawan. Perfawanari ini tentu harus mengambil berbagai

jalan dan metode yang dapatf.ber_,upra oposisi konstitusional atau

-~ bahkan oposisi revolusioner, Salah satu hadits yang ter!—ke_na‘l,_daim.

hal ini adalah berupa perintah Nabi Muhammad SAW; “Tidak
boleh taat dalam maksiat kepada Allah, taat jtu hanya dalam
perbuatan yang makruf”. (Riwayat Mus_lim‘)‘.'Setida_k—tid‘a‘knya,fada _

. enam lagi hadits lainnya yang senada dan diperkuat oleh enam

ayat al-Qur'an dalam masalah ini'yang dapat menjadi dasar untuk
membenarkan eksistensi front oposisi untuk mengontrol prilaku

' fkeiompok yang berkuasa (lihat Kompilasi Hadi_ts‘. dan -ayat
“tersebut dalam Jindan, 1990: 104-106). =
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Implementasi Syura: Kerikil Tajam Pemicu Konflik ,

lalu mengapakah institusi syura yang begitu inda
sebagai bibit demokrasi dalam ajaran islam, ternyata puda
- dalam ‘implementasinya, kecuali pada fase:30 tahun pertams

masa khulafo’ al-Rasyidun? Dan mengapa pula gagasan tentang |
dibukanya pula peluang berbeda pendapat dalam'konsep ikhtilaf
dan mencegah fitnah (anarki), tidak -cukup 'kuat mendapat.
artikulasi dalam berbagai wacana pemikiran Figh' Siyasah selama
ini? Sebaliknya sebagaimana yang kita saksikan, lembaran sejarah -
khilafah Islamiyah justru dipenuhi oleh berbagai drama konflik
politik dan sosial yang berkepanjangan, bahkan sampai pada

masa kini. . _ ‘ :

~ Tentu banyak faktor dapat didiskusikan. Salah satunya -
‘sebagai diidentifikasikan Ma'arif (1985: 26-28), terutama pada -
‘masa lalu, adalah penekanan pada konsep taat yang berlebihan .

k_ep'ada Imam vyang mulanya diintrodusir oleh al-Mawardi
Menurut al-Mawardi adalah ‘wajib bagi -umat Islam. untuk

“menunjukkan ketaatan kepada pihak yang berkuasa. Terhadap -
‘penguasa korup sekalipun {al-fajir), selama mereka nyata-nyata'.

‘mengendalikan kekuasaan adalah wajib ditaati. ' .

. Pendapat al-Mawardi ini kemudian diperkuat oleh al
“Ghazali. - Dalam salah satu tulisan al-Ghazali menyatakan:
“Sulthan i(kekuas'aan politik) adalah wajib untuk ketertiban dunia.

. _ Ketertiban dunia wajib bagi ketertiban agama. Ketertiban agama -
wajib bagi keberhasilan di akhirat. Inilah tujuan sebenarnya para = .

‘Rasul. Jadi adanya Imam merupakan kewajiban agama yang tidak

.'._‘_éda',jal_an_ untuk meninggalkannya. Ketertiban agama dan dunia, 5
hanyalah mungkin manakala ada seorang Imam yang ditaati” (Al- -

- ‘Ghazali, 1972:198-199). o

“Kekuasaan memang cenderung merusak dan kekuasaan

absolut akan merus'ak.bergandajganda”, begitu diingatkan -oleh
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Acton (Power tends to corrupt, absolute power corrupts-
ely). Tetapi kaum cendekiawan dan anak-anaknya tidak
berhenti berjuang untuk meneriakkan kebenaran dan
kejujuran sepanjang masa. Kita berharap semangalt_s_eperti‘i'tulah
ng disuarakan penulis buku ini, suara kebenaran ilmiyah untuk. .
yaenjernihkan makna bughah dan pemberontak yang pernah
endera banyak anak-anak bangsa di Aceh. - R
Tulisan ini dibuat untuk mengantarkan buku yang menarik
karya sdr. Mutiara Fahmi, yang berasal dari tesis magisternya.
ada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis saya kena% adalah
dosen IAIN Ar Raniry, yang diangkat sebagai staf Pengajar'_‘yg.ng”
memegang ijazah S1 Universitas Al Azhar, Kairo Mesir,. ket;.ka- |
saya menjabat Rektor tahun 2002. Saya menyambut. gembira
upaya penulis  coba menjernihkan ~ wacana  -bughah,
pemberontakan, konflik dan kekerasan, yang dulunya hampir:
identik untuk menyebut masyarakat Aceh ketika berhadapan
dengan pemerintah Indonesia. . S

ahsolut
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1. Salinan Makloemat Oelama Seloeroeh Atjeh
2. Salinan Naskah Surat Pernyataan Kemerdekaan Aceh .

PENDAHULUAN

Di antara cir karakteristik figh lslam adalah Al Syumal.
yaitu, cakUpannya'yang luas menyentuh semua aspek kehidupan
masyafakat. Berbeda dengan sistem aturan hukl_Jm yang' lain,
selain mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan duniawi,
Syariat Islam juga mengatur perilaku mereka yang berhubuhgan
“dengan kehidupan ukhrawi. ‘ . ' S

Kelayakan Figh Islam untuk diterapkan sepanjang masa
hingga hari akhir, juga merupakan salah satu cirinya yang lain. Hal
ini dikarenakan Islam adalah agarﬁa yang memiliki syatiat paling
sempurna diantara agama samawi lainnya. =~

- .. Allah SWT. Berfirman:

S E——Tp N
, “Sesungguhnya agama (yang .diridhai). disisi Allah adalah - -~
{slam.” {Q.S. Ali Imran : 19) ' L
' Juga firman Nya: L .

o PN {...<5 G ) § (5o E"‘<'*J'9 cnils F‘i‘”vg ARy U,Jl

' “Pada hari ini telah Kusemp_urnakan untuk k_qmu agama- '

mu, dan telah Kucukupkan kepadamu ‘nikmatKu, dan
telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu." (Q.S. Al Ma-
idah: 3) S '
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- Secara umum, kajian figh Islam dapat dibagi kepada dua
hal* Pertama, Al Figh al Khds. Yaitu. kajian yang menyangkut -

hubungan hamba dengan Allah SWT., maupun hubungan in

‘dividual antara sesama hamba. Hal ini tercermin dalam kajian o
Figh al Ibadat dan Figh al Mu’amalat. Kedua, Al Figh Al ‘Am. Yaitu
bahasan figh yang berhubungan dengan masalah penegakan
hukum serta peradilan dalam sebuah negara, maupun kajian
yang mengatur hubungan antara satu negara dengan lainnya. Hal
ini tercermin dalam kajian-kajian, seperti Figh af Daulah / Figh al E

Siyvasah, Jinayat, Hudud, Jihad, Qadha’, dan lain-lainnya.

- Pembahasan-pembahasan figh dari bagian kedua di atas, "

sangat erat kaitannya dengan masalah sosial dan negara dalam
Islam. Hal tersebut seperti digambarkan oleh Harun Nasution,
bahwa sejarah t'slam yéng'berawa! dari Madinah itu merupakan
negara, dan sebagai negara tentunya harus mempunyai lembaga
hukum 'uhtu'k mengatur hidup kemasyarakatan negaranya.’

Di antara Maqdsid .‘Syarr’iyyah3 yang utama adalah me-
realisir kemashlahatan manusia dalam kehidupan ini, menarik
keuntungan bagi manusia serta melenyapkan bahaya dari
mereka. '
' Kemashlahatan manusia dalam kehidupan ini terdiri dari

beberapa hal yang bersifat dharariyah (kebutuhan primer),'w:-‘f:

hdjiah (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyah ({kebutuhan

llihat: Wahbah ‘Al Zuhaili, , Al figh Al Islami wa Adillatuhu, Jiid 6,
(Damaskus: Dar Al Fikr), cet: Ke lll, thn. 1983, h.5 -
*Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid 2, (Jakarta:
Ul-Press), thn. 1979, h. 7 K ' ' ' :
3 Maqasid Syariyyah adalah: Tujuan-tujuan umum yang diinginkan oleh
- Al Sya-ri’ (Allah), dalam mensyari'atkan hukum.
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elengkap).4 Setiap hukum yang di_syariatkan Allah, tidak.
mu'ngkin lepas tujuannya dari tiga unsur-di a:cas.

pengertian hal yang bersifat dhariiriyah adalah segala
sesuatu yang menjadi pokok kebutuhan kehidupan manus:ia, dan
wajib adanya demi tegaknya kemashirar‘latan manus_lﬁ. Ke-
han'curan, kerusakan dan keharmonisan k_ehid_upat_w mangsm_gkan
rerjadi apabila hal yang betsifat dhargriyah ini tidak dlpe!lhara:
Hal-hal yang bersifat primer bagi man'usia daiar.n pengert!aﬂ-lm
perpangkal kepada memelihara lima perkara. Yaitu, agama, Jiwa,
akal, keturunan, dan harta. .

Sedangkan hal yang bersifat hajiah (sekunder), adalah .
sesuatu yang diperlukan manusia dengan maksud untuk mem-
puat ringan dan lapang. Juga untuk menanggulangi kesuiitan.
beban dan kepayahan dalam mengarungi kehidupan. Apabila__hal ;
itu tidak terpenuhi, tidak berarti dapat merusak keha;monisan-
kehidupan manusia serta tidak akan ditimpa kehancuran. Hal-hal
yang bersifat sekunder ini bertitik tolak kepada sesuatu yang
dapat menghilangkan kesempitan manusia_, meringankan E:)eban
serta memudahkan jalan-jalan mu’amalah dan mubddalah
(tukar—me’nukar) bagi mereka. . .

Adapun hal 'yang bersifat tahsiniyah (kebutuhan ..pe-
lengkap), adalah sesuatu yang dituntut oleh norma dan tata-

~ pan hidup untuk berprilaku menurut-jalan yang lurus. Bila hal .
" ini tidak ada, maka tidak akan-merusak keharmonisan kehidupan

manusia, juga tidak akan membuat’ kesulitan. Hanya saja

i kehidupan mereka bertentangan dengan akal sehat dan naluri

yang suci. Hal-hal yang bersifat pelengkap ini berpangkal p_ada_

* Abdul Wahhab Khallaf, Kaedah-kaedah-Hukum Islam, terjemahan dari

 Wmu Ushdl af Figh oleh'Noer iskandar dan Moh. Tolchah-Mansoer, (lakarta: PT.-
. Raja Grafindo), cet. Vi, thn. 1996, h. 331 .
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akhlak muiia,'tfadisi yang baik, dan segala tujuan kehidupa
manusia menurut jalan yang terbaik. 7

Konsep bughdh menurut syariat Islam dapat dikategori
kan dalam kebutuhan primer (dhaririyah) untuk mewujudkan:
kemashlahatan manusia dalam kehidupan ini. Hal ini dikarenakan..
Bughdh - merupakan sebuah konsep hukum' yang bertujua
memelihara lima perkara; .agama, jiwa, akal, keturunan da
harta.

Secara bahasa, kata Bughah ( s—% ), adalah bentuk 'y
jama"dari lsim‘Fd’il bé-gin (¢ L—-). Berasal dari gkar kata baghg’
—r) dengan Isim Mash dar ol Baghyu (—J). Kata in

diartikan oleh Ibn Manzhir (630 — 711 H) dalam kamusnya Lisdn *
Al ‘Arab dengan makna: menginginkan sesuatu, menuntut, atau:
mencari sesuatu yang hilang.” : o
Secara umum, arti istilah bughd:r dalam figh Islam, dapat
disimpulkan sebagai suatu upaya dari sekelompok umat Islam:
untuk berontak dan tidak mau tunduk kepada pemimpin yang
diangkat. secara sah.  Hal ini dilakukan dengan kekuatan yang:
terkoordinasi dan dengan suatu ta’wif {alasan} yang mengandung
 makna muhtamal. | | o
. Kata bughdh dengan berbagai isytigdg (pecahan kata)'gf
nya, terdapat dalam Al Quran pada beberapa surat. Di antaranya:.
pada surat Al Qashas : 76, surat Shad : 22, surat Al Hujurat : 9,
dan surat Al Sylra : 27. Pada ayat-ayat ini, kata baghd dipakai..
untuk menyebut tindakan melampaui batas, pengkhianatan, pe-
nolakan damai, dan aniaya. S :

Slbn Manzhir Jamaluddin Muhammad bin Mukrim. Al Ansari, Lisan Al
‘Arab, Jilid 18, (al Qéhirah: af Dar al Mishriyeh li al Ta'lif ‘wa al Tarjamah), t.
th,h.81 ~ = g o ' ' i
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bal

palam hukum Islam, kelompok bughah ini boleh diperangi -
ai mau kembali ke jalan kebenaran. Syariat Islam juga
58 ngatur pelaksanaannya dengan syarat-syarat tertentu dan
rZseduryangke’ca'c.- L o Lo
Kecenderungan penulis untuk memilih kasus gerakan
merdekaan di Aceh sebégai'obyek penel_itian_dimotivasipl_Eh
kenggnan hati nurani penulis selaku putra daerah Aceh‘untuk,
paemberikan kontribusi pemikiran, terutama dalam masalah
rr:]ukum islam menyangkut konflik Aceh yang suda'himenyifca._'
anyak korban jiwa dan harta benda. R .
Disamping motifasi tersebut, pemilihan judul -ini juga
gidorong oleh beberapa alasan fain. Yaitu:

1. Alasan historis : R —
Islam adalah agama besar yang berkembang secara luas.

ke segenap penjuru dunia. Perkembangan Islam sebagai Agama

sejalan dengan perluasan wilayah Islam dalam arti Daulah Islam

dan penyebarannya. - _ .
Perluasan wilayah Islam dengan jalan dakwah telah

sampai ke kepulauan Nusantara secara .damai. Aceh - adalah

‘daerah pertama di kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara yang
~ dimasuki dakwah Islam pada sekitar tahun 700 M. Hal ini karena

posisi strategis wilayah Aceh vyang teletak pada jalur penting

. perdagangan antara India dan Cina. Persentuhan -antara pen-.
+ duduk pribumi dengan- pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan’
India, memang pertama. kali terjadi di daerah ini. Karena itu, .

diperkirakan proses Islamisasi. sudah ‘berlangsung sejak per-
sentuhan itu terjadi.6 '

$Badri Ya{im, Sefarah Peradaban_'lslam, (Jakér’ca: RajaWali Pérs), cet. IX,. ‘

- "thn. 1999, h. 196.
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_ Kerajaan Islam pertama di- As;a Tenggara adalah kerajaan._
Peureulak di pesisir Timur Aceh yang. didirikan dalam tahun 804
;] dnkut| kerajaan: Samudra Pasai- (1297M), dan kerajaan Aceh:

Darussalam (1465 M) di Kuta Raja atau Banda Aceh sekarang.

-Menurut :kajian . sejarah, terbentuknya ‘kerajaan Aceh
Darussalam membawa perseps: kuitural yang- mendalam Hal mx
'Jelas terlthat ‘dalam berbagai penbahasa Aceh tempo dulu, "“:f"

" 'V'Sepertl dalam kata-kata: “Adat ngon hukom lagee zat ngon .
s;feuet” ‘Maksudnya hubungan adat -dengan hukum (Islam).‘_rl}“’-‘.
© ' seperti zat dengan sifatnya. Ini menumukkan bahwa agama Islam"_"'-i:f_f}:
,:-sangat berpengaruh terhadap aiam plklran dan tlndakan”-"-_"

masyarakat Aceh.’

Kuatnya pengaruh kerajaan Aceh Darussalam duyakinlr
_'.telah membawa perkembangan adat; yang bernafaskan agama di
daerah ini. Orang Aceh menganggap dirinya- ldentlk dengan Islam.
"~ Oleh:'sebab itu,. daiam kehidupan mereka; hal-hal yang ada
- ,sangkut pautnya dengan agama merupakan hal pentmg dalam

_ .hndup bermasyarakat

' - Dalam- kaitan konsep bughah yang akan penults bahas'#
.-maka faktor hlstorls i patut dicermati dan diteliti dengan

seksama Dengan demikian, setidaknya dapat d:ketahua motivasi

dan alasan apa yang melahirkan gerakan. kemerdekaan di Aceh
'dan pada akhlrnya kita dapat memberlkan kesmpulan hukum_'

- yang valld terhadap gerakan tersebut
2 Adanya konfiik yang berkepanjangan

-Aceh merupakan wilayah- tempat tragedi. yang sangat‘

rményed:hkan terjad| terus menerus bagal tanpa akh;r Yang ada

Abdullah Ah, Aceh Dahulu Sekarang dan Masa Depan, dalam buku Aceh

o Merdeka da!am Perdebatan “Tulus: W:djanarko dan- Asep_ Se Sambodja (Ed)

| .j.(Jakarta PT.Cita Putra Ba'gsa) cet !rth 1999, h.

i

galam ingatan masyarakat Aceh, “hanyalah sebentuk bayangan
tentang kenangan pahit akan kegetiran masa lalu yang sulit
dlgambarkan bagi generasi Aceh sekarang,

Dimulai dari sebuah trauma panjang sejarah perang Aceh-
pelanda (1873-1914), yang menurut data pihak Belanda telah
menewaskan korban 37.500 jiwa dari pihaknya —empat . di
antaranya berpangkat jenderal,- dan sejumlah 70.000 jiwa
korban di pihak Aceh. Dilanjutkan dengan tewasnya sekitar 1.500
jiwa anak negerl |m akibat sebuah “revolusi sosial” pada tahun
1946 '

Tidak lama kemudian, dalam kondisi yang serba miskin
dan payah, masyarakat Aceh harus merelakan 4.000 jiwa para
syuhada’ dalam peristiwa Darul !s!am, antara tahun 1953 hingga
1959. Di penghujung masa Orde Baru Soeharto, terdapat 3. 800
hingga kemungkinan 35.000 nyawa rakyat yang hilang dalam
suatu peristiwa tak bernama. Tidak dapat dibayangkan jenis
diagnosa seperti apa, untuk menamakan keadaan masa. pem-

-perlakuan Operasi laring. Merah atau lebih dikenal dengan

Daerah Operasi Militer (POM), antara tahun 1989 hingga tahun
1998 itu.’

. Walau status DOM di era reformasi telah dicabut, namun
pemerintah pusat tidak lantas mengendurkan operasi militer di
daerah tersebut. Berbagai operasi keamanan dan militer masih
terus digelar seperti Pasukan Penindak Rusuh Massa. (PPRM)

' "~ pada masa Habibie dan Operasi Keamanan dan Penegakan

Ssumber data: Al Chaidar, Protes Orang—Ordng Aceh, dalam buku Aceh

" Merdeka dalam Perdebatan, Tulus Widjanarko dan Asep S. Sambodja (Ed.),

(Jakarta: PT. Cita Putra Bangsa), cet. |, thn. 1999, h. 80
® sumber data: Ibid. .
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Hukum (OKPH) pada masa Gus Dur. Yang sebelumnya sempat.

bernama Operasi Militer Terbatas (OMT). .
Rangkaian panjang konflik berdarah di Aceh ini, telahame-

motivasi penulis untuk meneliti secara mendalam hukum per-
golakan Aceh menurut perspektif syariatIslam.

3. Keinginan untuk menempatkan kasus gerakan kemerdeka-
an di Aceh dalam posisi hukum Islam yang sebenarnya

Pada hakikatnya, keinginan untuk menempatkan kastis "/

Aceh dalam posisi hukum Islam yang sebenarnya adalah intjﬁ
motivasi dari kajian ini. Hal ini disebabkan adanya simpang-siur

pendapat mengenai hal tersebut. Setidaknya ada dua pendapat
yang mengemuka menyangkut kasus gerakan kemerdekaan di

Aceh,

kemerdekaan di Aceh adalah gerakan pemberontakan Separatis,
oleh karenanya ia dapat disebut Bughah dan mesti diperangi.
Persoalan lain yang timbul dari pendapat ini adalah; apakah
hukum bughah dapat dilaksanakan dalam sebuah negara yang
tidak berasaskan Islam dan mengakui Al Quran dan Hadits se-

“bagai sumber hukumnya?

Pendapat kedua menyatakan bahwa gerakan kemerdeka-
an di Aceh bukan-gerakan pemberontakan separatis, tapi sebuah
gerakan kemerdekaan untuk menuntut hak-hak yang hilang,
melawan penindasan- dan kedhaliman  penguasa. Dan oleh
karenanya tidak dapat disamakan dengan bughdh dalam figh
Islam. Persoalan yang timbul dari pendapat kedua ini adalah; apa
hukum berperang sesama muslim dalam situasi dan kondis
seperti ini? C N B

8 ~  PERGOLAKAN ACEH DALAM PERSPEKTIF SYARI'AT

Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa gerakan

Rangkaian pembahasan' dalam buku- ini akan. men-

 deskripsikan berbagai data, fakta dan rangkaian peristiwa yang -

melatar—belakangi lahirnya gerakan kemerdekaan di Aceh. Pe-
ng'umpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi yang
mendalam terhadap motifasi, sikap dan perilaku gerakan ke-
merdekaan di Aceh dalam menjalankan aksi mereka. Disamping.
itu, wawancara dengan pemuka agama, tokoh gerakan‘dan dah .
5umber—sumber berkompoten lainnya juga dilakukan. . ‘

Selain kedua teknik diatas, teknik pengumpulan data me-
lalui studi pustaka juga mutlak diperlukan guna menggali‘dan
mengkaji dalil-dalil syar'i yang mengemuka dalam permasalahan
ini. Semua data yang telah terhimpun dianalisa secara kualitatif,
menggunakan metode penalaran deduktif dan induktif serta
mengkorelasikan antara data yang satu dengan yang lain untuk -
melihat hubungannya, sehingga tersusun menjadi rumusan ke-
simpulan hukum. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan
yuridis, normatif dan historis.

Ssumber data. primer yang. digunakan berupa kitab'-kité'b

figh klasik dan kontemporer yang memuat pembahasan hukum

bughdh. Sementara sumber data sekunder antara lain berupa

kitab tafsir ahkam, kitab hadits, buku sejarah, data-data forum
" pegiat NGO-HAM, dan media massa. '

e
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- ACEH DALAM KILASAN SEJARAH

Aceh adalah suatu daerah yang terletak di kawasan paling
Jung dari bagian utara pulau Sumatera. Geografinya terletak di
antara 2% - 6° lintang utara, dan 95 - 98° "bujur Timur, dengan -
juas wilayah 57.365,57 Km”!" Dengan berbatasan langsung
samudera India di sebelah Barat dan selat Malaka di sebelah
Utara dan Timur menjadikan daerah ini kawasan yang sangat
strategis dalam jalur pelayacan dan perdagangan internasional
sejak dahuiu hingga sekarang.
Secara pasti tidak diketahui kapan dan siapa yang per-
tama kali mendiami daerah ini. Namun sejarawan Saitl 'Alawi
* Thahir al-Haddad dalam bukunya "Al-Madkhal ild Tarikh al-slém
_ fi al-Syarq al- -Agsa" menyebutkan satu dokumen kuno dari -
: Dinasti Yang di Cina, yang menceritakan pada tahun 518 M telah
. datang kepada raja Cina utusan dari kerajaan Puli*! yang terletak . |
* di ujung Utara pulau Sumatera. Dokumen ini juga menceritakan

- % sumber Data: Kantor GubernurPropms: Daerah Istimewa Aceh, 1996

Y Kerajaan Puli adalah kerajaan Puri atau Indra Puri yang memang telah
- ada di Aceh sebelum islam datang. Namun karena kesulitan pengucapan huruf. '
<R dalam dialek Cina, maka berubah menjadi L, sehingga tertulis "Puli” dalam :
** dokumen Dinasti Yang tersebut. Sisa-sisa dari kerajaan ini masih bisa
.. ditemukan di kawasan Indrapuri, Aceh Besar + 25 Km dari- kota Banda Aceh;
sekarang
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: .:'menyebutkan bahwa orang-orang Arab telah lebih dahulu tiba di

_bahwa kerajaan Puli terbagi kepada 136 wilayah dengan luas
* wilayah 50 hari perjalanan kaki dari Utara ke Selatan, dan 20 hari
B per_jalanan kaki dari Barat ke Timur. Masyarakatnya menanam
padi dua kali dalam setahun, pakaian mereka terbuat dari
kapas/katun yang mereka tanam sendiri. Sedang raja mereka
berpakaian sutra, bertahtakan emas yang berhiaskan permata. la
mengendarai sebuah kereta yang ditarik oleh seekor gajah.
Agama mereka adalah Budha.™
Dokumen ini membuktikan bahwa sejak abad ke 6 M,
orang-orang yang mendiami daerah pesisir Aceh telah mengenal
‘suatu tata cara kehidupan yang berperadaban cukup maju di-
bandingkan kawasan-kawaSa_n lain di Nusantara, kecuali kawasan
piniggiran sungai Mahakam di Kalimantan Timur, dimana kerajaan
"Hindu Kutai telah berdiri sejak abad ke 5 Masehi, begitu juga
_kawasan Jawa Barat dengan Kerajaan Taruma Negara.
~ Seiring dengan berkembangn-a da'wah Islam pada abad
‘ke-7 M (1 H), maka daerah pesisir Utara Aceh mulai disinggahi
para pedagang Muslim dari Malabar di India atau langsung dari i
Jazirah Arab, sebagaimana disebutkan oleh L. Van Rijck Vorsel '
" dalam bukunya "Riwayat Kepulauan Hindia Timur".® la juga

Sumatera 750 tahun sebelum kedatangan Belanda ke sana.
Melihat pada posisi strategis wilayah Aceh yang terletak
pada jalur penting perdagangan antara india dan Cina, maka
tidak mengherankan kalau kemudian Aceh menjadi daerah |
pertama di Asia Tenggara yang dimasuki dakwah Islam pada

jhat: Al“‘Allamah Said 'Alawi bin Thahir al-Haddad, Al Madkhal ild
Tarikh al-Islam fi Syarq al-Agsd, Tahgiq dan Ta'ig: Said Muhammad Dhiya’ g
Syihab, (Jeddah: 'Alam al-Ma'rifah Li al-Nasyr wa al TauzT'), cet. I, 1985, h. 385
" B van Rijck Vorsel, dalam Said 'Alawi, tbid, h. 199

' . 12 =~ PERGOLAKAN ACEH DALAM PERSPEKTIF SYARI'AT

okitar tahun 700 M. Para sejarawan. memperkirakan bahwa .
r0SES Islamisasi sudah berlangsung sejak terjadinya persentuhan
ahtafa penduduk pribumi dengan-para pedagang Arab tersebut,
Namun kerajaan Islam baru muncul pada awal abad:ke-9 .
v, Di antara kerajaan-kerajaan Islam yang pertama. di Aqéh
adalah kerajaan Peureulak di pesisir . Timur Aceh yang berdiri
rahun 804 M, kerajaan Lamuri dan Samudera Pasai di pes_is]r
gtara Aceh. Raja pertama kerajaan Islam Samudera Pasai
pergelar Sultan Maliku!l Saleh yang sebelumnya bernama Meurah
silu dan beragama Hindu. la berhasil meningkatkan kehidupan
masyarakat dan dapat mengembangkan perniagaan inter-
nasional. Pada waktu. itu Pasai telah mampu ‘mengekspor lada
Kira-kira 8000 sampai 10.000 ton per’cahunmﬁa.14 Selain tada di-
ekspor pula sutera, kapur barus, emas, cengkeh, pala, gading

5

gajah, timah dan kulit penyu.” ,

Dalam catatan perjalanan Marcopo'ic_), seora'hg petualang
terkenal dunia yang sampai di Aceh pada tah.un,1292,. wilayah
Aceh yang terletak di ujung Utara Sumatera, masih terbagi-atas

" peberapa wilayah kerajaan. Beberapa wilayah yang dit{énal se-

bagai pusat perdagangan rempah-rempah dunia saat itu adalah

R kerajaan Samudera Pasai, Kerajaan Malaka, dan Pidie.’® Mar-

copolo juga menyebutkan bahwa para pedagang Arab yang ada

| di Samudera Pasai sangat giat dalam-‘ﬁ'lenyebarkan dan- me-

ngajarkan a_g'ama Islam kepada penduduk setempat.”

 Mgumber; Tim Litbang Kompas, Profil Daerah Kabupaten dan Kota,
{Jakarta: Penerbit Buku Kompas), cet. |, 2001, h. 12 ' e
Byardi, SH, Daerah Istimewa Aceh, Latar-Belakang Politik dan.Masa
Depannya, (Jakarta: Cita Panca Serangkal), cet. |, 1993, h..9
" "Tim Litbang Kompas, Profil Daerah Kabupaten dan Kota., h. 10-

Ysald ‘AlawT, Al Madkhal ild Tarikh al-istam, h. 386 :
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Pada tahun 1345, seorang pengembara Arab lbny

Bathuthah dalam perjalannya dari Maroko ke Cina singgah dj

pesisit Utara Aceh. la menyebutkan bahwa di sana sudah ada
kerajaan Samudera Pasai dimana raja-dan penduduknya sudah

beragama Islam. Mereka menggunakan uang emas dari Cina dan

rajanya. mengendarai gajah serta kereta kerajaan. Hal inj
mengindikasikan bahwa Samudera Pasai telah punya hubungan
dengan Arab, India dan Cina.*? '

‘Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau kemudian dii

masa sekarang, kata Aceh sering diartikan oleh sebagian orang
dengan "Arab, Cina, Eropa dan Hindia," karena kelima peradaban
tersebut memang pernah eksis dan berkembang di Aceh. Bahkan
apabila kita perhatikan asal-usul keturunan, karakter dan wajah
orang-orang Aceh saat ini, mayoritasnya pasti terdiri dari salah
satu dari lima unsur tersebut di atas. ' :
Singgahnya dua pengembara terkemuka dunia {Mar-
copolo dan lbnu Bathithah) di Aceh, membuktikan besarnya
pengaruh dan peranan yang dimainkan oleh kerajaan Islam Aceh
ketika itu, sehingga petualang tersebut merasa perlu untuk
mengunjunginya, dan merekam semua peristiwa yang mereka
lihat di sana dalam catatan perjalénan mereka. Hal ini perlu
ditegaskan di sini, karena penulis melihat ‘adanya upaya
'sistematis dari sekelompok orang untuk memarjinalkan péra'n
sejarah Aceh masa silam pada generasi sekarang. - :
" .. Pada awal abad ke 16 M, berdirilah kerajaan Islam Aceh
Darussalam bérbentukrkesultanan Aceh dengan raja pertamanya
" Sultan Ali- Mughayat Syah (1513-1530) putra dari Sultan Syamsu
Syah, dan_'i;ucu dari Sultan inayat Syah dari kerajaan Lamuri
Kerajaan Aceh Darussalam yang lahir pada tanggal 12 Zulga’idah

- Pibid,

14~ PERG‘OLAKAN ACEH DALAM PERSPEKTHF SYARI'AT

M) adalah sebuah kerajaan Federasi yang terdiri dari
islam. Peureulak, kerajaan Islam. Samudera Pasali,
tamuri, “kerajaan Islam Lamno -Jaya, kerajaan Islam.-
kerajaaan: Islam Pedir dan kerajaan Islam ‘Teuming.
kerajaan-kerajaan Islam Aceh dalam satu wadah :itu-

arussalam. Atau
19 :

916 (1513
kerajaan
geraja@n
Lingge

Peleburaﬂ . ‘
kemudian diberi nama. kerajaan Aceh Raya D

Iebih.dikenal dengan proklamasi Samudera Pase.
Kerajaan Aceh Darussalam mencapai masa keemasan-nya
ada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda {1607-1636). la
mampu menempatkan kerajaan Islam Aceh di peringkat'kelilma;dci)'
antara kerajaan terbesar Islam di dunia pada abad ke-16.

Kelima kerajaan Islam tersebut adalah kerajaan Islam Turki
ysmani di Istanbul, kerajaan lIslam -Maroko di Afrika Utara,
kerajaan Islam Isfahan di Timur Tengah, kerajaan Islam Akra di
India dan kerajaan Islam Aceh Darussalam di Asia Tenggara.

Sejak dulu, masyarakat Aceh dikenal berkarakter kuat.
Mereka merupakan orang-orang Yyang tidak mudah menyerah.,
Karakter ini terbukti saat pemerintahan Kolonial Belanda me-
' pguasai nusantara sekitar abad 16-20 M, Aceh adalah wilayah
nusantara yang paling akhir dikuasai Belanda sekaligus memakan
* waktu paling lama untuk ditundukkan. Upaya Belanda menguasai
Aceh berlangsung selama kurang lebih 30 tahun, yaitu sejak
* Maklumat perang kerajaan Belanda terhadap Aceh tanggal 26
" Maret 1873 hingga 20 Januari 1903, yaitu dengan tertangkapnya

raja terakhir Aceh, Sultan Muhammad Daud Syah.

M. Junus Djamil, Tarawikh Raja-Raja Kerafaan Aceh, Dalam Buku Abu
Jihad, Pemikiran-Pemikiran Politik Hasan Tiro, {Jakarta: Titian limu Insani); Cet.
1, 2000, h. ix , ' ' - '

- 2 1im Litbang Kompas, Profil Daerah Kabu

patén dan Kota., h, 6
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Tertangkapnya sultan Aceh terakhir, tidak berarti perang
"Belanda dengan Aceh juga berakhir, karena sultan Muhammad .
Dayd Syah tidak pernah mau menandatangani surat pernyataan

menyerah kepada pihak Belanda hingga. akhirnya dibuang ke
Batavia dan meninggal di sana. Dan juga karena dalam kenyataan
di lapangan, rakyat Aceh — di bawah pimpinan para ulama dan
‘panglima sagi terus-menerus berjuang tiada henti melawan
Belanda hingga datangnya Jepang tahun 1942. Dengan demikian
sesungguhnya perang Aceh melawan Belanda telah memakan .

waktu 69 tahun, sebagaimana diakui oleh pihak Belanda.*

Tidak berhasilnya Aceh dikuasai Belanda serta tidak - |
adanya penyerahan kedaulatan Aceh dari Sultan kepada Belanda,
merupakan salah satu di antara alasan utama yang berimplikasi "
sahnya kedaulatan kerajaan Aceh hingga saat ini menurut hukum
internasional. Demikian. menurut pendapat Gerakan Aceh
Merdeka Hasan Tiro, sebagaimana yang akan kami uraikan secara ="

rinci pada pembahasan selanjutnya.

~ Setelah tertangkapnya sultan Aceh terakhir. Perang Aceh ]
terus berlangsung dalam dua bentuk. 1). Perang bersenjata yang .
dilanjutkan rakyat di bawah pimpinan para ulama, baik dalam

bentuk perang gerilya yang menyeluruh maupun dalam bentuk
perang gerilya-berkelompok dan perseorangan. 2). Perang politik
yang ditandai dengan pembangunan kembali pusat-pusat pen-
didikan yang bemam'_a Dayah dan organisasi-organisasi ke-
masyarakatan/keagamaan yang mengelola Dayah-dayah.?

Pada tahun 1914, untuk pertama kalinya di Aceh berdiri

) -p,értai politik Syarikat Islam, dengan Abdul Nianaf dan Marah

2! Abu lihad, Pemikiran-Pemikiran Politik Hasan Tiro, h. xvi

CZa Hasjmy, Uloma - Aceh: Mujohid Pejuong - Kemerdekaan * dan _ "
Pembangun Tamaddun Bangsa, {}akarta:-Bulan Bintang), Cet. |, 1997, h. 107
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Hoesin Gelar Mangaraja Tagor seb'agai--.ketua. dan wakilnya. '

organisasi baru ini-didukurig oleh ulama-ulama dan tokoh-tokoh-

| masyarakat- yang baru. turun dari medan gerilya. Pusat-pusat”

endidikan yang baru dibangun kembali yang b‘er‘nama Da’ygh", :
menjadi tanah subur bagi Syarikat Islam. Hal ini membuat
enguasa Hindia Belanda di Aceh menjadi khawatir dan takut.
Apalagi setelah berbagai pemberontakan terhadalp B'eiar_ld:f\. me-_
libatkan - sejumlah’ tokoh Syarikat' Islam, seperti peristiwa

. pakongan tahun 1925/1926. Akibatnya, Belanda menyataka_n '

pahwa Syarikat Islam adalah partai terlarang di tanah Age_h_{
pelanda juga melarang berdirinya partai po!i_tik apapun-di Aceh.
Namun para ulama dengan tokoh. masyarakat tidak..
kehilangan akal. Mereka ‘kemudian -beramai-ramai mendirikan
organisasi sosial keagamaan yang merupakan organisasi polit_ik

terselubung. Tugas utama organisasi tersebut adalah 'mengufus’_
| pusat-pusat .pehdidikan yang bernama ' Dayah. ‘Organisasi-

organisasi ini berdiri sendiri di daerah masing-masing dan pada .

3 - dhahirnya tidak punya hub'ungan satu-sarha\iain, sekalip_un gér,ak ;
" Jangkah dan usahanya sama, yaitu membangun pendidikan dan

membina kesadaran beragama dan berbangsa .di kalangan
Dalam akhir tahun dua puluhan dan awal tahun tiga
puluhan, tokoh Aceh Tengku Muhammad Daud Beureueh dan

ulama-ulama vyang se ide dengannya melaksanakan pem-

baharuan sistem pendidikan Islam di Aceh. . o
Dayah-dayah gaya lama diubah menjadi madrasah»yang“-_
mempunyai tingkat/jenjang dan kurikulum, dengan memasukkan’

- pengetahuan umum dan ilmu pergerakan (harakah) dalam daftar

~ pelajarannya.

2 1pid., h. 112
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o Tengku Daud Beureueh dan kawan-kawannya tidak mendapat
- dukungan penuh dari seluruh ulama Aceh. Tokoh-tokoh ufama

“keagamaan, seperti Jam'iyah Diniyah, Jam'iyah Hasbiyah,
. sebagainya, sepakat mendirikan .organisasi Persatuan Ulama

_di.pilih sebagai ketua umumnya. PUSA inilah yang kemudian
" menjadi cikal bakal lahirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI).

‘mimpin organisasi baru ini, dengan dibantu oleh tokoh-tokoh-
‘ulama muda lainnya, menyebabkan PUSA dalam waktu singkat

~ hasil dalam menggerakkan kesadaran dan kekuatan rakyat.
Menurut Ali Hasjmy, PUSA sekalipun bukan organisasi politik,

- dengan partai politik.yang radika
'-pé'raltokoh perjuangan di Aceh mengambil suatu kebijakan politik
ST Mg h 1124113
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Uiﬁaya pembaharuén pendidikan Dayah yang dilakukan,

salaf Aceh seperti Tengku H. Hasan Krueng Kalee dan Abuya
Tengku H. Mudawali al-Chalidi tetap pada pendirian mereka_,:
untuk membina Dayah dengan metode salafi. Hal ini kemudian:
metahl_rkan dua kelompok ulama di Aceh yang dikenal dengan
sebutan "Kaum Tua” dan "Kaum Muda". Namun antara kedua
kelompok ini tidak pernah terjadi perseteruan yang serius kecual; "
sebatas perbedaan cara pandang mereka masing-masing. Kedua-
nya tetap berjalan beriringan dalam melanjutkan perjuangan
menumpas penjajahan. : L
~ Pada tahun 1939, tokoh-tokoh dari organisasi sosml_,'g;

Jam'iyah Madaniyah, Jam'iyah Najdiyah, Jam'iyah Khairiyah dan.

Seluruh Aceh (PUSA), dan Tengku Muhammad Daud Beureueh:

Kemampuan Tengku Muhammad Daud Beureueh me-

tumbuh menjadi organisasi besar, berpengaruh dan sangat ber-

tetapi  sepak terjangnya dalam perjuangan kemerdekaan sama
|24

-Menjelang kedatangan }epang di Indonesia, ulama dan

ang amat penting, vaitu. tldak beker}a sama dengan Belanda/
sekutu dalam menghadapl Jepang. Gerakan perlawanan ter-
hadap Belanda kembali memanas di berbagai daerah.di Aceh,

sehingga sebelum lepang mendarat di pantai Ujong Bate’, Aceh
sar pada tanggal 12 Maret 1942, seluruh tentara BeEanda te]ah‘ g

Be
ari-dari tanah Aceh.

"~ Belum sampai setahun pendudukan Jepang atas Aceh o
rakyat telah melihat kenyataan bahwa Jepang bukanlah pem-

bebas bangsa -bangsa Asia yang terjajah, tetapi ia juga adalah

pen;ajah vang sama seperti Belanda. Perlawanan terhadap
Jepang pun mulai bangkit. Tengku Abdul Jalil Cot Plieng: adalah
salah satu tokoh ulama yang memimpin. perlawanan: ketika itu.

“geliau beserta 105 pasukannya syahid setelah dsgempur Jepang-
-dalam sebuah mesjid di kawasan Aceh Utara.

- Ketika kekuatan rezim militer Jepang menyerah kepada
kekuatan sekutu pada tahun 1945, atas hama rakyat Indonesia

spekarno mengambil momentum paling “berharga ini untuk’ -

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17

' . pgustus 1945 dengan batas wilayah dari- Sabang sampai
Merauke, yaitu batas wilayah yang sebelumnya menjadi daerahr .
*. jajahan Hindia Belanda.

~ Begitu berita proklamasi Indone5|a dlterlma dl Aceh -
rakyat Aceh segera memberikan respon positif mendukung.
proklamasi tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya ikrar
kesetiaan dari 56 tokoh Aceh untuk mendukung kemerdekaan
Republik Indonesia. Sumpah kesetiaan ini- dilangsungkan pada
tanggal 23 Agustus 1945 bertempat di gedung Shu Chokan
(kantor Residen Aceh; kini Pendopo Gubernur) Ke: 56 tokohf
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‘tersebut antara.lain Teuku Nyak Arief dan Teuku Panglima Polim
Muhammad Ali.® D o - "
~-Dalam wawancara penulis dengan. salah seorang -saks;
sekaligus -pelakis sefarah proklamasi di Aceh, Tengku H. Syech
Marhaban Hasan Krueng Kalee, di Jakarta tanggal 25 Maret 2002,
beliau tidak menafikan-adanya ikrar kesetiaan tersebut, bahkan:
ia-sendiri serta Ali Hasjmy ikut serta dalam acara dimaksud. Iy
juga’ menambahkan bahwa sejumlah tokoh ulama juga hadir
dalam pertemuan:ini. S )
Puncak dari dukungan terhadap Republik Indonesia yang,

baru lahir ini adalah ketika dikeluarkannya “Maklumat Ulama:
Seluruh Aceh” tanggal 15 Oktober 1945 yang berisi fatwa bahwa'
perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah
sama dengan perjuangan suci yang disebut Perang Sabil dan
merupakan sambungan dari perjuangan Aceh terdahulu seperti:
perjuangan almarhum Tengku Chik Ditiro, "dan pahlawan-
~pahlawan kebangsaan yang lain. Maklumat penting ini ditanda-
tangani oleh 4 ulama besar, yaitu Tengku H. Hasan Krueng Kalee,
Tengku Muhammad Daud Beureueh, Tengku H. Dja'far Sidik.
Lamjabat, dan Tengku Ahmad Hashallah Indrapuri, serta.
diketahui. oleh Teuku Nya' Arief selaku Residen Aceh dan’
disetujui oleh Tuanku Mahmud selaku Ketua Komite Nasional.?®
Pada tahun 1946, terjadi sebuah tragedi besar di Aceh

yang merengut sekitar 1500 nyawa rakyat Aceh.”” Tragedi ter-
‘sebut dikenal dengan istilah Perang Cumbok, antara pasukan

‘ ,zsLihat: Neta S. Pane, Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeko,
Solusi, Harapan dan Impian, (Jakarta: PT. Grasindo), Cet. |, 2001, h. 2

' Z_SUntuk mengetahu isi lengkap Maklumat tersebut, lihat pada halaman
lampiran {1). L - ‘

¥ sumber data: Neta S. Pane, Sejarah dan Kekuatan..., h. 4
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lang Aceh yang dipimpin oleh Teuku Daud Cumbok dengan
n pejuang Aceh yang mendukung kemerdekaan Ri.
Sebagian orang menilai perang Cumbok adalah perang
antara ulama dengan hulubalang yang sejalk‘za]man Belanda
celalu berseberangan, kalangan hulubalang d.mtlal selalu meng-
khianati perjqangan ulama beserta.para pejuang Aceh dalam
menentang intimidasi penjajahan Belanda. Begitu pula setelah
proklamasi, mereka dianggap tidak mendukung kemerdekaan
dan menginginkan kembalinya kekuasaan Belanda di Aceh. |
Menurut penulis, penilaian di atas tidak semuanya benar,
sebab tidak semua ulama setuju dengan perang cumbok, dan
tidak semua hulubalang Aceh berseberangan dengan ulama.
Tengku H. Hasan Krueng Kalee adalah salah seorang tokoh ulama
yang tidak setuju dengan peperangan tersebut. Dan beliaulah
yang diutus pihak pejuang Aceh di Kuta Raja untuk menemui
Teuku Daud Cumbok agar mau berdamai. Tetapi ajakan itu
ditolak dengan alasan ia tidak mungkin lagi mundur, setelah
pama baik hulubalang tercemar akibat tuduhan-tuduhan yang
belum terbukti tersebut.®® R
Dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Rl dari
Agresi | dan Il Belanda (1947-1949), Aceh kembali menunjukkan

huiuba
pasuka

' jati dirinya sebagai pendukung sejati republik dan satu-satunya
daerah yang tidak berhasil dimasuki keémbali oleh Belanda.

Sehingga dalam  kunjungan pertamanya di Aceh Juni 1948

Presiden . Soekarno sempat menegaskan bahwa Aceh dan se-

genap rakyat adalah modal pertama bagi kemerdekaan RI. .
julukan Aceh daerah modal, bukanlah kata-kata tanpa

'makna, tapi dibuktikan langsung oleh para pejuang Aceh dalam

% 5\ymber: wawancara penulis dengan Tengku H. Syech Marhaban anak
‘Tengku H. Hasan Krueng Kalee, Jakarta 25 Maret 2002

' MUTIARA FaHMI Razau ~ 21




kenyataan. Gubernur militer Aceh Mayor Jenderal Tengku Daud
Beureueh segery menggalang pengumpulan dana perjuangan:
dari segenap rakyat Aceh untuk membiayai pemerintah Rl yang a5
‘baru seumur jagung dan terancam bangkrut. Selang periode *°
~ Oktober-Desember 1949 terkumpul 500.000 Dollar AS, dengan

perincian 250.000 Dollar untuk keperluan angkatan perang (cikal
bakal TNI), 50.000 Dollar untuk perkantoran pemerintah R,
100.000 Dollar untuk pengembalian pemerintah Rl darj
Yogyakarta, dan 100.000 Dollar diserahkan kepada Pemerintah -
Pusat lewat A. A. Maramis. Juga terkumpul sebanyak 5 Kg emas -
untuk membeli obligasi pemerintah. Rakyat Aceh juga me- -
ngumpulkan dolar Singapura untuk membiayai perwakilan .

Indoenesia di Singapura dan pendirian Kedubes Ri di India.?
Setahun sebelumnya (1948) rakyat Aceh juga menyang-

gupi permintaan Soekarno ‘agar Aceh menyumbangkan dana
untuk pembelian pesawat yang membantu transportasi pejabat 'j"r.r:.‘.‘
pemerintah Rl dalam upaya mencari dana perjuangan di luar
‘negeri dan dalam upaya mengadakan kontak-kontak diplomatik |

antara tokoh-tokoh pejuang Indonesia dengan pemerintah India,
‘Burma dan negara lainnya. :

Dua bulan setelah permintaan itu diajukan, saat me-
nyambut tiga tahun kemerdekaan Indonesia, rakyat Aceh me-
nyumbangkan dua pesawat Dakota Rl 001 dan Rl 002 kepada
pemerintah pusat kemudian menjadi cikal bakal dari Garuda
Indonesia Airways. ‘Selain dua pesawat, sebuah kapal laut

' - berbobot 100 ton, berbagai peralatan senjata serta piranti’

? Neta S. Pane, Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka, h. 7
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. B

telekomumkas: juga turut d:sumbangkan bagi perjuangan.

revolusa
Di front Medan Area Sumatera Utara pejuang Aceh ikut

-berperan aktif melawan tentara musuh. NICA Belanda yang ingin

kembali menduduki wilayah Sumatera. Belasan ribu rakyat yang.
mengungsi dari Sumatera Timur, baik dari daerah i_angkat ‘ke.arah
aceh Timur dan dari Deli Serdang dan Tanah Karo menuju Aceh -
Tenggara dan Tengah. Mereka ditampung dan dibantu -oleh

‘rakyat Aceh seperti saudara sendiri. Ribuan ton beras, ratusan

kerbau dan sapi dikirim dari wilayah Aceh sebagai logistik bagi
pejuang yang beroperasi di front-front Medan Area, Langkat dan
Tanah Karo.

Ujian terberat bagi kesetiaan Aceh terhadap Republik .
Indonesia adalah pada tanggal 17 Maret 1949, Wali Negara
sumatera Timur, Dr. Tengku Mansur mengundang Tengku Daud -
Beureueh selaku Gubernur Militer Aceh untuk menghadiri suatu -
rapat yang diberi nama “Muktamar Sumatera” yang akan

- membahas berdirinya “Negara Republik Federasi Sumatera”. |
" pada dasarnya gagasan ini berasal dari Gubernur Jenderal Hindia
~.Belanda Van Mook. Belanda sangat bérkepentingan agar Aceh

“ikut serta dalam pembentukan “Republik Federasi Sumatera”.

Sebab dengan itu pendudukan atas Indonesia kembali dapat
dipertahankan. Karena Aceh sebagai “Wilayah Modal” Republik.
Indonesia sudah berdiri sendiri dan tidak lagi memberi dukungan -
terhadap pejuang terhadap pejuang rakyat Indonesia di wﬂayah
lain. ;

?UAbdultah Ali, Aceh Dahuiu, Sekarang dan .Masa Depan daiam.Tulus ,
Widjanarko dan Asep S. Sambodja (Ed.), Aceh Merdeka dalam Perdeba(an, h.-
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Pada tanggal 20 Maret 1949 diadakan sidang Staf
Gubernur Militer Aceh serta sejumiah -tokoh ulama untuk
membahas ajakan Dr.. Tengku Mansur tersebut. Dalam sfdang
yang dlwarnal‘perdebatan panas dan berlangsung dari jam 10
pagi sampai jam 23.00 menjelang tengah malam ini, muncul tiga
pendapat; sebagian menerima ajakan tersebut, sebagian ingin
memproklamasikan'AceH sebagai negara yang berdiri sendiri, dan:’
' sebagnan lain tetap setia memper‘tahankan negara Republik

indonesia. '

~ Tengku Haji Hasan Krueng Kalee adalah seorang ulama
yang mengusu!kan agar- Aceh berdiri sendiri. Dengan per-f-;;_’
timbangan bahwa roda pemerintahan Indonesia sudah lumpuh_
dan Aceh ketika itu punya sejarah dan kemampuan secara militer
untuk berdiri sendiri, di-mana seluruh senjata peninggalan Jepang
berhasil dikuasai oleh pejuang Aceh. Di samping itu, menurutnya
ia dan ulama-ulama lain mampu menggalang kekuatan rakyat
untuk mendukung gagaSan'tersebut.3

Namun usulan ini mendapat tantangan keras dari Tengku
Daud Beureueh. Beliau menegaskan bahwa kesetiaan rakyat
Aceh terhadap pemerintah Rl bukan dibuat-buat tetapi kesetiaan
yang tulus dan.ikhlas yang keluar dari hati nuraninya dengan
perhitungan dan perkiraan yang pasti. Menurutnya kemerdekaan
secara terpisah-pisah, negara pernegara tidak akan menguntung-

kan dan tidak akan membawa kepada kemerdekaan yang abadi.
- Dalam p;datonya beliau menegaskan:
“. sebab itu, kita tidak bermaksud untuk membentuk
suatu Aceh Raya, karena kita di sini bersemangat
Republiken. Untuk itu, undangan dari Wali Negara

. *'sumber: Wawancara dengan Tengku H. Syech Marhaban Hasan Krueng
Kalee, Jakarta 25 Maret 2002 oo
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. Sumatera Timur itu kita pandang sebagai tfdak ada saja
dari karena itu tidak kita balas.”>* "~

Akhirnya sidang Staf Gubernur M:Ilter Aceh memutuskan
untuk menolak ajakan Dr. Tengku Mansur, ‘dan dengan penolakan
Aceh maka 'bagi “Republik FederaS| Sumatera gugur dalam

kandungan. .
Kesetiaan Aceh terhadap Repubhkjuga dibuktikan dengan :

'dukungan penuh segenap pejuang At_:eh_yang diberikan kepada .

pemerintah Darurat R:l. (PDRI) di bawah pimpinan Syafruddin
prawiranegara. PDRI dibentuk. atas perintah Soekarno setelah
sejumlah tokoh nasional berhasil ditawan Belanda dan ibukota RI

yang dlpmdahkan ke Yogyakarta telah berhasil diduduki.

Tokoh-tokoh Aceh seperti Tengku Muhammad Daud
Beureueh memegang peranan penting dalam pengiriman
bantuan kepada Pemerintah Darurat yang bermarkas di Bukit-
tinggi ini.- Bahkan ketika ‘situasi di Bukittinggi tidék" aman,

“presiden PDRI Syafruddin Prawiranegara diminta Daud Beureueh
.+ hijrah ke Aceh dan mendapat sambutan hangat di.sana. Dengan
_demikian pemerintahan Ri-masih dapat bertahan, karena masih
“ada Aceh sebagai satu-satunya wilayah RI yang tidak berhasil
diduduki kembali oleh Belanda sepanjang Perang Revoiu51 Fisik.
- (1945-1949). :

Dari stasiun radio yang berlokasu dl dalam hutan antara -

jL'_Bireuen dan Takengon, disiarkan’ berita-berita jalannya revolusa
“Indonesia dan - bahwa pemerintahan- Indonesia masih .eksis.

 Berita- berita ini pula kemudian dimanfaatkan Dubes Rl untuk PBB’
~'L.N. Palar dan dr. Soedarsono selaku d|p]omat yang menghubungl :
ndla untuk menunjukkan kepada duma Internasmnai bahwa

Kutlpan dari Surat Kabar- Semungat Merdeka Edisi 23 -Maret 1949 -

. terbit di Banda Aceh dalam Neta S. Pane, h. 7
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a status.Provinsi: Aceh ke dalam pemermtahan Provinsi Sumatera

Republik Indonesia masinh dapat bertahan bahkan masih memili;
wilayah Aceh secara “defacto” dan “dejure”, yang luasnya lehik.
besar dari negeri Belanda. Dengan realitas ini, Belanda akhirnya
harus mengakui Indonesia meskipun dalam bentuk Republik
Serikat dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung
di Den Haag 27 Desember 1948,

Dengan diterimanya hasil KMB dan terbentuknyy
Republik Indonesia Serikat {RIS) maka Indonesia resmi terbebas -
dari penjajah asing, dan pemerintahpun dapat. mulai berjalan
dengan semestinya. Namun hal .ini bukan malah membawa ‘/
dampak positif bagi rakyat Aceh, melainkan kekecewaan demi ke-
kecewaan akibat kebijakan-kebijakan yang dijalankan Pemerintah
Republik terhadap daerah yang sebelumnya telah menjadt modai
bagi lahirnya pemerintahan tersebut.

“ Awal dari segala kekecewaan rakyat Aceh adalah sikap
arogan pemermtah yang tanpa-pertimbangan matang, melebur

"Utara kurang dari delapan bulan setelah status Provinsi Aceh
diberikan oleh Syafruddin Prawiranegara dengan ketetapan Pe-
merintahan Darurat Rl. No. 8/Des/WKPH tertanggal 17 Desember
1949. Pembubaran provinsi Aceh dilakukan oleh Kabinet Halim
Perdana Kusumah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU
No.. 5 Thn. 1950, yang ditanda-tangani Pejabat Presiden Mr.
Asaat dan Mendagri Susanto Tirtoprodjo dari PNI, sesudah ber-
'!angsungnya Sldang Dewan Menteri RIS tanggal 8 Agustus 1950 d
Jakarta

Dengan keputusan tersebut, rakyat Aceh menllal bahwa
,perjuangan mereka selama ini untuk mendukung kemerdekaan
Rl ternyata dibalas dengan air tuba oleh pemerintah RI sendiri
-Apalagi mengingat janji Presiden Soekarno, saat pertama kal
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kunjung ke Aceh pada 16 Juni 1948, Presiden atas nama Allah
emah bersumpah akan memberikan hak kepada Aceh untuk
menyusun rumah tangganya sendiri sesuai Syariat Islam. |
rakyat Aceh nantinya benar-benar dapat melaksanakan- Syarnat‘
jslam di daerahnya. 3 Janji ini pada kenyataannya tidak pernah
terealisir pada masa Soekarno, malah justru Provinsi Aceh
dibubarkan dan dilikuidasi ke Provinsi Sumatera Utara. Satu hal
yang kemudian menjadi salah satu faktor pemicu lahirnya
gerakan Darul Islam di bumi serambi Mekkah tersebut.

~ Demikian sekelumit kisah panjang sejarah Aceh dan
kesetiaanya terhadap republik Indonesia pada masa perang
kemerdekaan, serta awal kisah kekecewaan rakyat Aceh ter-
hadap Pemerintah Pusat. Dengan memahami ulasan sejarah -
tersebut mudah-mudahan kita dapat memberikan penilaian yang
objektif terhadap permasalahan yang akan dibahas selanjutnya

- datam buku ini..

Iadard

- ®tbid, h.9
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GERAKAN DAUD BEUREUEH

~ Gerakan ini adalah sebuah gerakan bersenjata pimpinan
Teungku Muhammad Daud Beureueh yang bertujuan memisah-
kap wilayah Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) dan menggabungkan Aceh sebagai salah satu: Negara
Bagian dari Negara Islam Indonesia (NI} yang diproklamirkan
oleh Imam Kartosuwiryo pada tanggal 21 Syawal 1368 H/ 7
~ Agustus 1949,

Pada’ tanggal 21 September 1953, Gerakan Daud
Beureueh atau lebih dikenal dengan nama Gerakan DI/TII (Daruf
Islam/Tentara |sfam !ndonessa) secara resmi d:proklamaszkan di
' Buml Serambi Mekah.

o Prokiamasi itu berbunyi sebagai berikut :*
- Proklamasi

Berdasarkan pernyataan Negara Repubhk Islam
Indonesia pada tanggal 21 Syawal 1368 /7 Agustus 1949
oleh Imam Kartosuwiryo atas nama umat Islam Indo-
nesia, maka dengan ini kami nyatakan Daerah- Aceh dan
sekitarnya menjadi baglan daripada. Negara lslam lndo~ :
nesia.

Atas nama umat Islam Daerah Aceh dan sekltamya
 Ttd.

- *Hardi, SH, Daerah Istimewa Aceh, Latar Belakang: Poht.'k dan Masa
Depannya (Jakarta: Cita Panca Serangka|) cet.],1993, h. 132 = :
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diinginkan.oleh Gerakan DI/Tll di Aceh dan Tgk. Daud Beureueh _f

Istam Indonesia ‘menggantikan Negara Kesatuan Republik Indo:
‘nesla yang berdasarkan Pancasila dan UUD ’45.

'saudagar dan sebagainya :

Teungku Muh. Daud Beureueh

Tertanggai~
Aceh Darussalam, 13 Muharram 1373 / 21 September 1953

Dari isi‘proklamasi di atas, jelas terlihat bahwa apa yang

selaku tokoh utama gerakan tersebut adalah berdirinya Negara

Isi- proklamasi tersebut juga sama sekali tidak men-. .
cerminkan adanya ‘Ashabiyah (fanatisme_ kesukuan) yang mgm_‘;f'
ditonjolkan. Bahkan nama “Indonesia” masih tetap digunakan -
sebagai kata pemersatu bagi batas wilayah Negara Islam yang.’
ingin didirikan, di mana daerah Aceh dan sekitarnya menjadi
salah satu Negara Bagian dari NIl tersebut. - o

Selain proklamasi, juga dikeluarkan sebuah maklumat
berupa seruan bagi seluruh lapisan masyarakat oleh Tgk. Daud -
Beureueh selaku pimpman DI/TIl Aceh. Maklumat itu berbunyi
sebagau berikut .;?

- Maklumat _

" Dengan lahirnya Proklamasi Negara Islam Indonesia Aceh
dan_daerah sekitarnya, maka lenyaplah kekuasaan Pemerintah -
Pancasila di Aceh dan daerah sekitarnya, digantikan oleh .
Pemerintah Negara Islam '

Dari itu, drpermaklumkan kepada seluruh rakyat, bangsa.
asing, peme!uk bermacam -macam agama, pegawai negerr‘

1. Jangan menghalangi gerakan Tentara Islam Indo-.
nesia, tetap: hendaklah memben bantuan dan bekerja

- ®Ibid., h, 133
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sama untuk menegakkan keamanan dan kesejahtera—
an negara. '
Pegawai-pegawai negeri hendaklah bekerfa terus
seperti biasa. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh
supaya roda pemerintahan terus ‘berjalan lancar.
Para saudagar hendakioh terus membuka toko,
Iaksanakan!ah pekerjaan itu seperti biasa. Pemerintah
Islam menjamin keamanan tuan-tuan,
Rakyat seluruhnya jangan mengadakan sabotase, me-
rusakkan harta vital, menculik, merampok, menyiar-
kan kabar bohong, infiltrasi, provokas: dan sebagai-
nya yang dapat mengganggu keselamatan umum.
Siapa safa yang melakukan kejahatan-kejohatan ter-
sebut, akan dihukum dengan hukuman militer.
Kepada tuan-tuan bangsa asing, hendaklah tenang
dan tentram, laksanakanlah kewajiban tuan-tuan
seperti b:asa Keamanan dan keselamatan tuan tuan
difamin.
Kepada tuan-tuan yang beragama selain Islam, -
jangan ragu-ragu dan syakwasangka, yakinloh bahwa
pemerintah NI menjamin keselamatan tugn-tuan dan
agama-agama yang tuan-tuan peluk, karenag Islam
memerintahkan untuk melindungi tiap-tiagp umat dan
agamanya seperti melindungi umat Islam sendiri.

Akhirnya, kami serukan kepada semua lapisan ‘masyarakat
agar tentram dan tenang serta Iaksanakan!ah kewajiban masing-
masmg seperti biasa. :
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Negara Isiam Indonesia

Gubernur Sipil & Militer Aceh dan daerah sekitarnya
Muharram 1373. a
Aceh Darussalam

September 1953.

Untuk menjatankan roda pemerintahan DI/TII di Aceh,
d|su5un|ah satu pemerintahan yang susunannya adalah sebagai

berikut :*
Kepala Negara: Teungku Muhammad Daud Beureueh
. Ketua Majelis Syura: Teungku Amir Husin al-Mujahid
Susunan Kabinet
Perdana Menteri / Menteri Dalam Negeri: Hasan Ali
Menteri Keuangan / Kesehatan: Teuku Ahmad Hasan
Menteri Pertahanan / Keamanan: Kolonel Husin Yusuf
‘Menteri Kehakiman: Teungku Zainal Abidin
Menteri Pendidikan: Teungku Muh. Ali Kasim
~ Menteri Penerangan: A.G. Mutyara
Menteri Perhubungan: Teungku Yusuf Hasyim
Menteri Sosial: Teungku Harun, B.E.
Menteri Peperangan: Hasan Saleh

o Susunan Kabinet DI/TIl Aceh ini sempat mengalamf.-
perubahan setelah tokoh-tokoh seperti Hasan Saleh, Tgk. Amir
" Husin al-Mujahid, Ayah Bani Usman, dan lain-lainnya yang di- -
kenal berhaluan “moderat” mendlrlkan Dewan Revolu5| DI/

Aceh.

®1bid., h. 134 -
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Alaéan'DaUd Beureueh mendukung berdirinya NIl adalah
dlkarenakan sikap pemimpin- Rl yang dipandang telah me- .
nyimpang dari jaian yang benar Dari sikap para pemimpin

epublik Indone51a sefama ini. Daud Beureueh menyatakan
Repubhk tersebut tidak akan berkembang menjadi suatu negara
yang berlandaskan Islam. =Padahal dalam persepsi Daud
peureueh, Negara Islam adalah satu-satunya kemungkinan yang

prinsip. dan sila tersebut merupakan Sila Pertama dari Pancasila.

kunjungan pettamanya ke Banda Aceh, dimana ia mengutarakan
pahwa yang dimaksud dengan: Ketuhanan Yang Maha Esa dalam
pancasila adalah “Qu/ Huwallghiu Ahad” (Q.S. Al-lkhlas : 1) yang
permakna “katakaniah: Dialah Allah, Yang Maha Esa”. o0

Terlebih lagi janji-janji yang pernah diutarakan. Soekarno
dengan iringan air mata kepada Daud Beureueh tidak pernah

sendiri sesuai dengan Syariat fslam.

dengan Daud. Beureueh berkata: “Saya “minta. bantuan kakak,

Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah kita
“:proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.” Mendengar itu,

atqu Perang Fisabilillah...” Soekarno . mengangguk:

.. Krueng Kalee dalam wawancara dengan penulls, jakarta 25-Maret: 2002

terkandung ‘dalam prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Apa!ag;‘

Persepsi ini diperkuat oleh pidato Soekarno da!am._

terwujud. Janjt-JanJI ‘tersebut berupa- jaminan Presiden untuk'-
memberikan hak kepada Aceh untuk menyusun rumah tangganya

Saat kunjungannya ke Aceh Soekarno dalam. dlalognya ‘

agar rakyat Aceh turut mengambil bagian dalam perjuangan
_bersenjata yang sekarang sedang berkobar antara Indonesia dan

- Daud Beureueh berkata: “Saudara Presrden kami rakyat Aceh

“ dengan senang hati dapat memenuhi permintaan Presiden, asal '
."saja perang yang akan kami-kobarkan itu berupa Perang Sabil

” “Kakak, -
- memang yang saya maksud adalah perang yang seperti telah di-"

kobarkan oleh pah!awan-pahlawan Aceh sepertr Tgk Chik thlro |
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pada saudara Presiden, bahwa apabila perang telah usai nantj -

rakyat Aceh saya mengucapkan terima’ kasih banyak atas-
. kebaikan- hati saudara Presiden. Kami mohon, sudi kiranya
) "'saudara Presiden menulis sedikit di atas kertas ini”, tutur Daud"
: _,s,ambll menyodorkan secarik kertas kepada Soekarno. Melihat

.gunanya aku menjadi Pres:den Apa gunanya menjadi Pres:den :
- kalau tidak dipercaya.” :

”Bukan kamr tidak percaya saudara Presiden. Akan tetapi, hanya

B _=:4__‘_s.ekedar menjadi- tanda."yang _aka_n kami perlihatkan kepada
. -_--"rakyat Aceh. yang- akah_- kami ajak untu_k‘- berperah_g'_’, ?kata' Daud

5 -'Eyvawancara Kantor Berita Anta_‘ra dengan tokoh Ac.eh Teung_ku AK. Jacobi. e
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dan lainnya, yaitu pemng yang t:dak kena! mundur perang yang:
persemboyan “IMerdeka atau Syahid”,

- “Kalau begitu, kedug pendapat kita te!ah bertemy
squdara Presiden. Dengan demikian,- bolehlah saya.mohon. ke.’

kepada rakyat Aceh diberikan kebebasan untuk menjalankan”
syariat Istam di dalam daerahnyag”, ujar’ Daud memohon_?_},_
soekarno menjawab: “mengenai hal itu, kakak tak usah khawatir,
sebab 90 persen rakyat Indonesia beragama Islam.” Namun,
Daud meragukan janji- Soekarno, “Maafkan - saya saudaraf.;_r
Presiden, kalau saya terpaksa mengatakan bahwa hal itu tidak .7\
menjadi jaminan bagi kami. Kami menginginkan suatu kata atay . .
ketentuan dari saudara’ Presiden”.  Dengan tenang, Soekarno sl
berk:zgta “kalau demikian, bmklah saya setujui permmtaan kakak -
itu.” :

Saat itu. juga Daud bersyukur “Athamdulillah, atas nama

hal-itu, Soekarno. Iangsung menangis terisak- isak.... Dalam ke-
adaan terisak, Soekarno berkata: “Kakak, kalau begitu tidak ada

Nlehhat Soekarno - menangls Daud‘ menjadi terharu,

*Lihat: Neta S. Pane Sejarah dan Kekuatan _h. 59-60, dari sumber

|agi- sementara Soekarno menyeka alr matanya dan berkata:-
wmyallahi, Billahi, kepada Daerah Aceh- nanti akan diberi hak
yntuk menyusun rumah tangganya-sendiri. sesuai Syariat Islam.

pan. wallahi; saya akan pergunakan pengaruh saya. agar rakyat

Aceh benar-benar nanti dapat melaksanakan Syanat Islam di
dafam daerahnya. Nah, apakah kakak: ‘masih ragu-ragu ;uga 2
pertanyaan itu dijawab Daud dengan kalimat, - “saya tidak ragu.
jagi saudara Presiden. Sekali lagi, atas nama rakyat Aceh, saya
mengucapkan banyak terima kasih .atas kebaikan . hati saudara‘ :

presiden.” Menurut keterangan Daud Beureueh, karena iba

_hatinya melihat Presiden menangis terisak-lsak dirinya tidak

ampai hati lagi memmta jaminan hitam di atas put|h atas’ JanJ;- |

janji Presiden Soekarno.” .
Sejarah kemudian membuktlkan bahwa janji Soekarno -

yang telah diikat dengan air mata tersebut tak pernah d;wu;ud«

kan. Hal ini tentu menimbulkan rasa kecewa yang cukup men-

' dalam pada diri Daud Beureueh dan rakyat Aceh.:

Pada awalnya, rakyat Aceh menganggap Republlk Indo-

| h‘ésia. adalah jembatan emas menuju cita-cita yang selama ini di

idam-idamkan. Ternyata hal ‘tersebut tidak dapat terwujud.
Konsep pemerintah Soekarno sangat berbeda. dengan konsep
rakyat Aceh. Soekarno menginginkan sebuah negara dengan
konsep nasionalis. Sementara rakyat Aceh menghendak| sistem
negarayangberasaskan Isiam. - E - :

‘Kekecewaan rakyat Aceh semakin® memuncak, ket;ka
status Provinsi Aceh yang belum genap berumur setahun di-
‘bubarkan oleh kebijakan Pemerintah Pusat, dengan alasan yang
‘cukup ironis, karena bertentangan '.dengar_t. hasil kesépakatan .

39I.bnn:i h. 61, dari Buku H. M. Nur el lbrahlmy, Teungku M Daud
Beureueh: Peranannya dafam Pergoiakan di Aceh . :
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Konferen5| Meja Bundar {(KMB) yang hanya mengakui 10 provmslﬂ B
“dalam wilayah Republik Indonesia Serikat (RiS). Padahal, RIS ity
sendiri ‘justru --lahir dan mendapat” Pengakuan Internasiohal -
karena masih adanya Aceh sebagai satu-satunya wilayah modal "
~Indonesia yang ttdak dapat kembali dldudukl oleh Belanda’ dalam“_'
iperjuangan fisik. B
. Bila menlhk pada se;arah -ini, seharusnya Pemermtah.’_-i
Pusat malah membenkan perhatian’ khusus. ‘dan penghargaan
tlnggl bagi daerah Aceh atas jasa-jasanya vang tak ternilai.
harganya bagi Repubilk dan bukan malah melikuidasi. Provinsi.
 Aceh'serta menjadlkannya sebuah’ wﬂayah keresidenan di bawah':_*"‘f}?‘-‘
",Provmsz Sumatera Utara. - : o
~ Pengaruh ‘yang mendalam aklbat pembubaran Provinsj: =
Aceh juga sangat dirasakan.oleh para tokoh Aceh seperti Tgk. .
‘Daud’ Beureueh danlain-lainnya. Daud Beureueh yang sebelum-
"nya menjabat selaku Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah -

Karo diberhentikan dari- tugasnya. Begitu ‘pula terjadi mutasi

'},besar -besaran terhadap para pegawai bekas Provinsi Aceh oleh,
',pemermtah Provinsi- Sumatera Utara, khususnya mereka yang
tergolong putra-putra Aceh yang diisukan sebagal orang dekat’
Tgk. .Daud Beureueh.. Anggota Divisi X Aceh yang mempunyai .
‘riwayat khusus dalam sejarah terbentuknya TNI juga ikut di-
 pencarkan ke berbagal daerah. Sementara di Aceh, hanya tinggal
~“satu-Resimen kecil, yang itupun dlp;mpm oleh Mayor Nasir dan: :
, ;_,V_J‘jkesatuan militer daerah lain dan ternyata ‘berhaluan Komunis.*
i Keresahan dan kekecewaan para- tokoh Aceh ini semakin’.

'..memngkat ‘ketika' pada. pertengahan tahun. 1953 di Medan:f
“tercecer” sebuah daftar. misterius yang “berisi seklan banyak:
- j_’n.a'ma ulama dan --premi.mpin rakyat Aceh_y_a"n’g a_kan_ ditangkap

"E‘i'r‘,fHardi; Dc'rerqh fﬂiniewq:@ééh_.., h124 e

Pemermtah RI karena dlduga menylmpan senjata Daftar nama-w
pama tersebut mendekati-dua ratus orang, dimulai dengan nama
Tgk. Muhammad Daud-Beureueh, Tgk. Abdul:Wahab. Seulimuem, .-

lsyech Marhaban Hasan" Krueng Kalee, Hasan ‘Ali, Ali Hasjmy dan’ )
© Jain- Jain.®* Puluhan tokoh !slam Aceh pun’ ‘ditangkap. Namun, - ’
Daud Beureueh selamat dari penangkapan karena- rumahnya.'_l ,

dijaga sekitar 50 pemuda bersenjata yang stap me[awan tentara'”

jika pemimpinnya ditangkap. - .
Tindakan penangkapan: tersebut sebenamya merupakan

_akibat dari instruksi Perdana Menteri dr.- Sukiman. erjosandjojo-‘-

yang berisi agar seluruh masyarakat Aceh mengembahkan
senjata beserta peluru pelurunya kepada Penguasa Militer .~
setempat. Namun, instruksi Perdana Menteri itu disalah- gunakan}:‘_:
oleh Mayor Nasir, sebagai perwira lnfﬂtran Komunis yang se;ak‘_i-.

" semula memusuhi golongan Islam:

Semua. faktor di atas semakan menambah kekecewaan _

para ulama, tokoh masyarakat dan rakyat Aceh kepada’ PEE"{.'_‘_
_merintah Pusat. Kekecewaan itu juga tergambar jelas dalam. =

Kongres Alim Ulama se-Indonesia di Medan 21 April 1953. Daud -
geureueh yang saat itu terpilih sebagal ketua umum langsung -

f,melontarkan himbauan agar segenap ulama memperjuangkan .
‘“dalam Pemilu yang akan datang (1955) agar Repubhk Indonesia

menjadi Negara lslam ‘Indonesia. Himbauan ini mendapat

';:-‘sambutan dan dukungan dari sejumlah peserta. Gagasan ini Jugal*'
;f- sejalan dengan cita- cita sejumlah tokoh' Islam:di- sejumiah daerah, -
- terutama di Jawa Barat yang ‘sejak 7 Agustus 1949 telah mem- -

proklamirkan berdlrmya NII. Sehingga gerakan rakyat. Aceh yang':__,"
dipimpin Daud Beureueh ini seakan menjadi motlvator tersendlrl

bagi: gerakan DI/TH di daerah daerah laln

‘“A Has;my, Ulama Aceh h 116

' .. -MuTIARA FAHMI Razaul - 37



. khususnya mereka yang tinggal di pedesaan ‘Hal ini antara. Iam‘;;

_'yang khansmank serta’ keplawasannya sebaga: _orator yan

e 5impat|k dari. Pemermtah Pusat terhadap’ daerah tersebut

g .membentuk tUJuh ReSImen dan satu angkatan Polisi yan

e masuk hutan dan- membangun kekuatan di sana. Hal ini membua

- "-;arang terjadi pada masa itu.-

Meslqpun ada persamaan perjuangan Daud BeureUeh_l.

tldak Iangsung memberlkan dukungan formalnya kepada NI yang' .
) _.-‘.dlproklamlrkan Kartosoewnryo Butuh’ waktu empat. tahun bagi.” -
nya untuk mempelajarl gerakan tersebut. Setefah utusan khusug':_f’_f;:

‘NIi-Jawa -Barat yang bernama Fatah ‘menemui Daud Beureueh: ..
untuk- menjelaskan konsep perjuangan mereka, baruldh pad
tanggal 21 September 1953, atau. lima' buian setelah Kongres i
“‘Ahm Uiama di Medan, 'Daud- Beureueh memprok!amlrkan ',':;
dukungan Aceh terhadap berdlrlnya NI - S
_ Sejak awal kelahlrannya DI/TII Aceh mendapat sambuta
-ldan dukungan penuh “dari- sebagian besar ‘Masyarakat Aceh ‘

disebabkan karena ﬂgur Daud- Beureueh sebagax ‘tokoh ularm:;

':fmampu menggalang kekuatan sipil” untuk bergabung dala
gerakan tersebut HaI mana Juga dldukung oieh situasi hati rakyat -
'Aceh yang . sedang kecewa atas kebuakan kebuakan tnda

Untuk - memperkuat sayap- miilternya, Daud Beureue

- dipimpin._ AR. Hasylm Berbagai aksi’ perlawanan terhada
pemerintah Repubhk pun muncul setelah adanya tekanan milite
dari Pemermtah Indonesta Untuk menghlndari perang terbuk
dan aksi. penangkapan dars TN, pasukan DI/TIl Aceh memlln

- ‘efek negatlf dari suatu perang terbuka d| pemuklman sipil ama
Dukungan rakyat Aceh terhadap Gerakan Daud Beureue

. srémakm ‘kuat . setelah . plhak TNl mengadakan ‘pembunuha
rnassa! terhadap 64 wargadsmll d| Desa Pulot Cot, Jeumpa Ace

«+ 3B '~ PERGOLAKAN ACEH.DALAM PERSPEKTIF SYARIAT .

Besar pada Maret 1955 Mereka dibariskan di sebuah lapangan,
lalu ditembaki karena dituduh terlibat DI/TIl. Menurut mantan
Kepala Staf Penerangan- dan Pendidikan Tentara - Rakyat

_ mdones;a Divisi Gajah | Aceh H. M. Nur el- Ibrahimy, -sesungguh-

nya ! mereka tidak bersalah, mereka hanya ‘rakyat kecil yang lkut-
42

Praktis setelah Daud Beureueh dan para pe;uang DI/TH

Aceh masuk hutan - dan menyatakan perang terhadap Pe-

merintahan Soekarno, Pemerintah di daerah Aceh nyaris fumpuh,
Tekanan para pejuang Darulf Islam sangat kuat, terutama setelah
berlangsungnya Kongres Rakyat Aceh atau lebih dikenal dengan

. Kongres: Batee Krueng, yang berhasil membentuk Kabinet Negara
';Baglan Aceh dengan sembilan personal sebagaimana telah

disebut terdahulu, . _
Meski pemerintah terus mengirimkan sejumlah pasukan

’ -',_TNE', upaya pendekatan diplomatik juga dilakukan. S|I<ap lunak

Pemerintahan Soekarno ditunjukkan dengan mengembalikan

“ status Provinsi Aceh terpisah dari Sumatera Utara melalui UU'No.:
' 24/Th.1956 yang berlaku mulai 1 Januari 1957. Salah satu ‘upaya
", lain yang cukup strategis adalah pada 27 Januari 1957, Mendagri
“ sunaryo melantik tokoh ulama muda Aceh Ali Hasjmy selaku

Gubernurdi daerah tersebut.

Sikap pendekatan ini juga diikuti TNI dengan mengangkat
Letnan Kolonel Sjamaun Gaharu sebagai Panglima Komando
Daerah Militer. Aceh. Gaharu adalah., ‘komandan pasukan yang
memimpin - penyerbuan. ke markas Hulubalang ~Aceh dalam
Perang Cumbok 1946. Keduanya dikenal mempunyai hubungan
baik dehgan Tgk. Daud Beureueh dan tokoh DI/Til Iai'nnya.

. “wawancara majalah Tempo dengan ‘H. M ‘Nur el Ibrahlmy, edis: 26
Desember 1999. S
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© . pendekatan yang dilakukan Al Hasjmy dan Gahar
terbukti berhasil menarik simpati dari para pejuang DI/TIl Acel
Berbagai pertemuan intensif dilakukan dan menghasilkafn,,,
gencatan senjata ‘antara _Pemerintah Rl dengan pihak DI/T“?_"'

~ Untuk itu, sebuah perjanjian kesepakatan bersama untuk meng.’

~ hentikan. permusuhan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
~ ‘dengan nama “Ikrar Lamteh” pada 7 April 1957. Inti krar itg

" antara lain ‘menjunjung tinggi kehormatan dan kepentingan
agama Islam, rakyat dan daerah Aceh.. Sejak itu, situasi daerah’
Aceh relatif lebih'aman.: : B

(stimewa Aceh yang dikukuhkan dengan Keputusan Perdana.
vienteri RI tanggal 26 Mei 1959 No. 1/Missi/1959. 3
Selain itu, juga disepakati bahwa semua aparat Negara
pagian Aceh/NIi {Militer/Polisi/Sipil) akan diterima dalam satu
pasukan yang bernama Pasukan Tgk. Chik Di Tiro sebagai bagian
dari Komando Daerah Militer Aceh / Iskandar Muda.

Pemerintah juga berjanji akan membantu dengan
maksimal Pembangunan Semesta di Aceh, terutama dalam.
pidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan. rakyat.
pan untuk langkah awal, misi pemerintah Pusat telah membawa
~ otorisasi sejumlah 88,4 juta rupiah.‘c13 T c
Namun, Daud Beureueh dan para pendukung setianya
tidak mengakui hasil perundingan tersebut, malah ia dan '
~Gerakan DI/Tll Aceh menyatakan bergabung dalam suatu aliansi -
anti Soekarno yang diberi nama Republik Persatuan Indonesia
(RPI) yang diproklamasikan pada tanggal 8 Februari 1960.
presidennya adalah ‘Syafruddin Prawiranegara dan wakilnya
- Teungku Muhammad Daud Beureueh. lkut juga dalam ai'iansi'ini, :
dua mantan Perdana Menteri, yakni Muhammad Natsir: dan
. Baharuddin Harahap. . S o
Menghadapi tekanan militer pemerintahan Soekarno, RPI '
' tidak mampu bertahanlama, apalagi secara organisasi RPI_sangat
 tidak stabil, mengingat visi dan misi.masing-masi‘ng gera_kan yang
mendukung aliansi ini sangat jauh - berbeda dan -rber_t_olakf
belakang. DI/TII misalnya berlandaskan Perjuangan Islam Se- .
mentara PRRI {Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) -

~ Namun, tidak semua tokoh DI/TII'Aceh sepakat mengené.
tindak lanjut cara penyelesaian konflik- Aceh ketika itu. Perbedaan
‘pendapat mengenai cara penyelesaian ini telah menimbulkan’
fraksi antara kelompok yang berhaluan keras yaitu Tgk. Dau.d':

. Beureueh, Hasan Ali, llyas Leubee, -dan lain-lain di satu pihak?

- dengan trio Hasan Saleh, Ayah Gani Usman, dan.Amir Husin al-
“Mujahid di pihak lain yang berhaluan moderat. Kelompok kedu

*ini kémudian menamakan diri dengan “Gerakan Revolusioner:

" Islam Aceh” atau lebih dikenal dengan “Dewan Revolusi DI/Til:
. Aceh” yang ‘pada tanggal 15 Maret 1959 mengambil’ al
_ pimpinan Negara’ Bagian Aceh di bawah pimpinan Ayah Gani
'Usman'sebagai ketua, dan A.G. Mutyara sebagai sekjennya.
'Sementara‘Hasan-Saleh dipilih sebagai Menteri Pertahanan/

- Panglima-Angkatan Perang. | : g
_Dalam perkembangan selanjutnya, Dewan Revolusi inilah:

‘yang melakukan perundingan atas nama DI/TIl Aceh dengan

- pihak misi ,Pémerintah_-ﬁusat yang dipimpin oleh Wakil Perdana:
Menteri Hardi, SH. pada tanggal 25 Mei 1959 di Banda ‘Aceh:

' Perundingan: panjang it akhirnya membuahkan hasil damai bagi
L flkedua'-be!ahipi_hak'ya_ng-e.bertikai-dan:melah’irkan'Provinsi-_Da.er'a'h
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PMentirut pehuturan Mr. Hardi kepada Sofyan Tiba pada suatu acara.

PDI di Gedung Wanita Banda Aceh, 10 Januari 1990, bahwa dana otorisasi

.. tersebut tidak pernah dapat dicairkan, karena perubahan politik negara ketika
itu. ‘ S S ‘

i

S

Sty

SRR

ot el
e

S
e e =5
i D

: '40_ ~  PERGOLAKAN ACEH DALAM PERSPEKTIF SYAR'AT - “MUTIARA FAHMI RAZM" ~ 41



sangat sekuler.  Satu- persatu tokoh PRI menyerah kepad

Republik, setelah Soekarno melalui PP No0.13/1961 berjanji CLET | "
enyerah tanpa syarat dan kemb3li ké_‘:f“,

mengampuni mereka jika m
pangkuan RL. ‘

Melihat situasi ini, Daud Beureueh sangat kesal. Dua su'r'at _
Syafruddin yang mengajaknya segera ~melapor kepada Ppe.
merintah RI tidak digubrisiya. Akhirnya, ia pun memproklamas.. -
kan berdirinya Negara Republik Islam Aceh (RIA) pada 5 Agustys
1961. Bagi Daud Beureueh, perjuangan Republik Islam Aceh .
adalah perang dan perjuangan jihad menegakkan islam di bum; |
Dengan demikian, - |

Aceh dan untuk rakyat Aceh semata.*

proklamasi RIA merupakan tonggak awal lahirnya perjuangan

separatis kedaerahan yang berlandaskan Islam di Bumi Serambj *: i

Mekah, - .

Setelah RIA diproklamirkan, dukungan rakyat Aceh bagi
perjuangan Daud Beureueh kembali menguat. Minggu-minggy
pertama sejak proklamasi itu, para pejuang menguasai hampir

seluruh Aceh kecuali kota-kota besar. Rakyat Aceh merasa bahwa
~ mereka telah dikhianati pemerintahan Soekarno. Namun, minim-

nya persenjataan yang dimiliki membuat pasukan Daud Beureueh

kesulitan mempertahankan daerah-daerah yang sudah direbut.

- Kekuatan pasukan Daruf Isfam akhirnya hanya solid di kawasan
hutan dan-pedesaan Aceh Pidie dan Aceh Utara.

.. - Minimnya “persenjataan dan melemahnya kekuatan
“militer membuat pasukan Republik Islam Aceh merasa letih.
Tidak sampai setahun, moral perjuangan mulai mengendur. Tak
“mengherankan, ketika muncul tawara'n dari Menhankam Jendral

A.H. Nasution agar mereka ‘kembali:ke pangku‘an'R!, banyak dari’

'pejqa_ng yang menerimanya.

*Neta S. Pane, Sejdrrahrdan Kekuatan..., h. 28
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Di samping itu, Kolonel Muhammad lJasin selaku-

glima/Penguasa Perang Daerah Kodam | / Iskandar Muda,
pan_}a intensif melakukan pendekatan terhadap para pengikut
secjd Beureueh. Berbagai perundingan dilakukan ~dengan
rDﬂzngikut-sertakan kalangan ulama. Jasin juga meminta H.M.-Nur
el-lbrahimy yahg saat itu menjadi anggota DPR ujtusan Aceh_aga_r

era pulang kampung untuk mencari, menemul dan membujuk
Eeangd Beureueh agar mau berdamai. Dimana ibrahimy adalah

menantu Daud Beureueh.

setelah berdialog selama lima hari lima malam, akhirnya
paud Beureueh setuju u"ntuk turun gunung. _Pada tanggai 14 Mei
1962, bertepatan dengan hari raya {dul Adha 1.381 H, Tek.
Muhammad Daud Beureueh kembali ke pangkuan Rl, setelah
pemerintah pusat berjanji akan memberikan hak45penuh untuk
menjalankan hukum Syariat Islam bagi rakyat Aceh. 7

Jalan damaipun’ dicapai tanpa ada pihak yang harus
~ dihukum mati. Amnesti juga diberikan kepada seluruh _pejga‘njgi‘
Republik Islam Aceh. Dan untuk {ebih memperkuat. rekonsiliasi
yang telah dicapai, maka pada tanggal 22 Desember 1962,
sebuah upacara yang diberi nama Musyawarah Kerukunan
Rakyat Aceh (MKRA} digelar di Blang Padang Banda .Aceh.
Musyawarah ini ‘melahirkan “|krar Blang Padang” yang ditanda
tangani 17 tokoh penting Aceh. Sejak. itu, suasana da.ngrah
istimewa Aceh relatif kembali aman dan tentram, hingga
munculnya babak baru gerakan kemerdekaan di Aceh menjelang

Pemilu tahun 1977.~ -

5 1bid., h. 29
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GERAKAN HASAN TIRO

Lahirnya gerakan Hasan Tiro ‘atau apa yang dikenal
sekarang dengan sebutan Gerakan Aceh Merdeka {(GAM) tidak:
terlepas dari peran serta dan dukungan Teungku, Daud Beureuehf
beserta para mantan tokoh Republik islam Aceh terdahulu. .

Pasalnya para tokoh ini- merasa telah ditipu oleh .pe-
merintahan Soekarno yang pada tahun 1962 kembali telah

 menjanjikan pemberlakuan Syariat Islam di Aceh. Bahkan,
" rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh Pe”p'e_rda' :
" dan DPRD Aceh, sama sekali tidak direspon Jakarta. -

" direalisasikannya janji tersebut tidak kunjung terlihat. Yang
terjadi justru Pemerintah Soeharto makin agresif mendirikan -
industri-industri vital di Aceh pada awal tahun tujuh puluhan,
tanpa ada pengaruh positif dan manfaat yang dapat dirasakan
"langsung oleh Rakyat Aceh. Malah, kehadiran kawasan andustrl di
‘Aceh Utara telah mulai menghadirkan problema sosial baru bagi -
masyarakat sekitar. Seperti kesenjangan sosial yang: cukup me- - -
nyolok, dekaden5| moral generasi - ‘muda, lahirmya lokasi pe-
Iacuran dlSkOtlk dan dampak-dampak negatif lainnya.’ , ‘
Bagi masyarakat moderen, hal itu mungkin d|sadart se-. -
“bagai dampak dari berputarnya roda industri. Sementara bagll
.sebaglan masyarakat Aceh, hal-hal tersebut dlanggap sebagal
"penghancuran terhadap norma -norma kewlaman Nlial_ -nilai
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Sampai lahirnya Orde Baru Soeharto, tanda-tanda akanj_,



agama seakan makin termarjinalkan di tengah gemuruh m
industri-industri raksasa yang saat itu mulai berputar di
Seumawe Aceh Utara. 7 | o

_Melihafc senjua kenyataan yang memprihatinkan 'im
tokoh-tokoh mantan DI/TIl Aceh sepakat kembali membangy,
dan ‘menggalang sikap oposisi terhadap pemerintah Pusat yarjg
kini dikendalikan oleh rezim Orde Baru Soeharto. Soekarno
Soeharto bagi mereka tidak ada bedanya. | :

Dalam pertemuan pertama para tokoh eks Di/Tli ACeh.

Lho

pada tahun 1972 diputuskan segenap rakyat Aceh harus kembaj;
gun - |

berjihad, melepaskan diri dari Pemerintah RI dan memban
negara Aceh yang berdasarkan norma-norma keislaman.

Menyadari bahwa perlawanan tidak akan maksimal tanpg - - {
dukungan persenjataan yang memadai, maka Daud Beureueh = |
mengutus Zainal Abidin ke Amerika untuk menemui adik
kandungnya Hasan Tiro dan membicarakan persoalan senjata ter-',,
sebut. Hasan Tiro pun menyanggupi untuk rh_enyiap‘kan semua -
persenjataan yang dibutuhkan. Namun, mienurut Abu Jihad,

persenjataan tersebut tidak pernah ‘dikirimkan, meski Daudﬂ:,
Beureueh telah mengumpulkan dana sebesar Rp. 12.500.000,-
dan mengutus dua utusan lain untuk menanyakan hal tersebut.*

Di sisi lain, menurut versi Hasan Saleh, gagasan agar

rakyat Aceh kembali memberontak justru muncul dari Hasan -

Tiro. Gagasan itu” disampaikan kepada Daud Beureueh melalui =

abangnya Zainal Abidin yang baru rpu'!ang dari mengunjungj
adiknya yang sedang mendalami llmu Hukum di Columbia
University, Amerika Serikat."” '

“Lihat: Abu Jihad, Pemikiran-Pemikiran Politik Hasan Tiro, h. 17-20 -
“Neta S. Pane, Sejorah dan Kekuatan.., h. 34 g
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dan o

sebagai mantan tokoh Di/Tll, Hasan Saleh juga diajak ot!)e!;
seperjuangan dulu, Jamil Amin untuk bgrgabung kem- ef_;
rela™ Gerakan Aceh Merdeka yang akan dibentuk, _tetap:.|a
dalar® k ajakan itu serta menyarankan agar pemberontakan-itu
enojﬁianjutkan, karena hanya akan merugiklan rakyat Aceh.: .
ek lHimbauan Hasan Saleh ternyata tidak mendapat respon
: rekan-rekan seperjuangannya d_ulq. Terbu_kti pada tanggal 24
dar!f 977, para tokeh mantan DI/TIl ditambah tokqh muda
el m’emproklamasikan berdirinya sebuah gerakan -pe'r’—
anan baru yang diberi nama ”Gerakan_Aceh Merdelfa;.
lawl lamasi dilaksanakan di kaki gunung Halimun, A(':e_h Pudle
Pro(an sangat sederhana. Saking- sederhananya, tidak ada_
jizﬁmen lengkap mengenai kelahiran - gera.kan terseth:
proklamasi berdirinya Negara Aceh da'n G.AM‘ |tu- h_ainzaic i](lj}l
dengan pernyataan lisan dan sambutan lisan dari sejumiah to .

[ainnya

yang hadir ketika itu.”

Para tokoh yang hadir dalam- proklamasi lahirnya GAM

juga melanjutkan acara dengan per'temuan selama empat hari

empat malam untuk membahas berbagai persoalan. Pada tanggal

28 Mei 1977 disepakati pembentukan struktur pemerintahan_
Aceh Merdeka. Pemimpin tertingginya atau disebut dengan Mufti

- Empat dipercayakan kepada Daud Beureueh. Selain itu, dibentuk

Dewan Syura yang terdiri dari empat orang, 15 orang'- Mente:
Kabinet Aceh Merdeka, 4 pejabat setingkat Menteri, dan
gubernur. Jjuga disepakati perlu adanya Wali Negara yang ber-

~ tugas menjalankan roda- pemerintahan Aceh Merdeka. Se-

“dangkan Daud Beureueh hanya dianggap sebagai.figgr atau toko:
moral yang akan memotivasi perjuangan generasi muda Ace

pasca DI/Til.

®ibid., h. 43
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Posisi Wali Negara ‘akhirnya dipercayakan kepada Hasap, -

Tiro, meski yang bersangkutan tidak hadir dalam pertemuap,
tersebut, karena masih menyelesaikan studinya di Ametiky
Namun, Daud Beureueh berhasil meyakinkan tokoh-tokoh Iaiﬁ
bahwa Hasan Tiro adalah tokoh muda Aceh yang sangat potensig|

untuk memimpin- Aceh Merdeka. Apalagi figur Hasan Tiro se.’ -'
benarnya juga sudah tidak asing di kalangan para tokoh eks DI/Tj| |

Aceh. Pada Desember tahun 1958 ketika para pimpinan
PRRI/Permesta dan DI/TIl melakukan pertemuan di Jenewa,
Hasan Tiro juga hadir dan- turut menyampaikan berbagai
pemikirannya. la juga dikenal sebagai Duta Besar Daruf Islam
untuk Amerika.* Di samping itu, saat pulang ke Aceh pada tahun

1975, Hasan Tiro beberapa kali tampil dalam pertemuan khusus -
“untuk membahas persiapan berdirinya GAM di Gunung Halimun, -
‘Kesemua ini ditambah dengan rekomendasi dari Daud Beureueh
kepadanya telah membuat semua deklarator Aceh Merdeka .

setuju untuk mengangkatnya sebagai Wali Negara Aceh.
Untuk memperlancar. roda perjuangan Aceh Merdeka,

khususnya dalam hal pengambilan kebijakan-kebijakan inisiatif,
maka disepakati juga untuk menetapkan posisi Wakil Wali Negara
"dalam rangka membantu tugas-tugas Hasan Tiro selaku Wali .
Negara yang sedang tidak berada di Aceh. Seorang Doktor .

lulusan Thailand, ‘Muchtar Yahya Hasbi Geudong dipercayakan

'.untuk menduduki posisi Wakil Wali Negara. Pengalamannya di -
luar negeri _dan hubungan: dekatnya dengan para pejuang ke-
- merdekaan Pattani diharapkan akan mampu mengimbangi ke-
pemimpinan Hasan Tiro .dalam men;alankan roda perjuangan

Aceh Merdeka

- ®Lihat: Abu Jihad, Pemikiran-Pemikiran Politik Hasan Tiro, h. 17-20
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_Wali Negara

" Menteri Kehakiman

-~ Menteri Pendidikan

~ Secara lengkap,. struktur pemerlntahan Aceh Merdeka_
yang telah disepakati pada tanggal 28 Mei 1977 adalah sebagal
j; .

perikut:

: Tgk. Muhammad Daud Beureueh -
: Tgk. llyas Leubee, Tgk. lyas - Cot
Plieng, Tgk. Hasbi Geudong
- dan Ayah Sabi. -

: Dr. Hasan Tiro (berada di Amerlka)

: Dr. Muchtar Yahya Hasbi Geudong

. Dr. Muchtar Yahya Hasbi Geudong

- Dr. Hasan Tiro :

mufti Empat
pewan Syura

wakil Wali Negara
penteri Dalam Negeri
Menteri Luar

Wakil Menteri Luar Negeri  : Dr. Muchtar Yahya Hashi

Menteri Pertahanan/Panglima Perang: . Dr. Hasan Tiro
Wakil Menteri Pertahanan/Panglima Perang Dr. MuchtarYahya
: Tgk. llyas Leubee .

: Dr. Zubir Mahmud
~ : Dr. Zaini Abdullah

» Dr. Husaini Hasan
Menteri Penerangan M. Thaher Hasan
MenteriPerhubungan : Amir Ishak, SH.
Menteri Perdagangan : Amir Mahmud (berada di Smgapura)
Menteri Pekerjaan Umum  :Ir. Asnawi Ali |
Menteri Keuangan . :M.Usman Lampoh Awe
Menteri Sekretaris Negara. : Darul Kamal -
Kepala Staf Angkatan Bersenjata . Fauzi Hasb| Geudong
Kepala Pengawas Keuangan Negara : UzirJailani S
Duta Kuasa Penuh/Duta Keliling : Malik Mahmud (berada i

Singapura)

Menteri Sosial
Menteri Kesehatan

5°Neta S. Pane, Se;arah dan Kekuatan.., h 44- 45
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Panglima-Pengawal Wali Negara :-Daud Husen

Gubernur Pase’ : : Hasbi Geudong
Gubernur Pidie: : llyas Cot Plieng a
Gubernur Batee lliek : Abdul Azis

Gubernur Peureulak : Zubir Mahmud
Gubernur Teuming : Ali Daud

Gubernur Linge : llyas Leubee

Banyaknya rangkap jabatan dalam struktur pemerintahan
di atas, disebabkan kurangnya tokoh potensial dari kalangan’

pendukung GAM ketika itu yang dianggap mampu memimpin dan

menjalankan roda organisasi tersebut. Akibatnya struktur pe-
mer:ntahan tzdak efektif dan tidak berjalan seperti yang -

diharapkan

melahirkan GAM. Sebagian mantan pendukung Daud Beureueh,

seperti Hasan Saleh menganggap ide tersebut sudah  tidak -

realistis, karena hanya akan menyengsarakan rakyat. Akibatnya, ..
 kelahiran Aceh Merdeka 24 Mei 1977 tidak seheboh saat Daud -
" Beureueh memproklamirkan DI/TIl melawan Soekarno yang |

ketika itu-l‘angsung mendapat simpati dan dukungan dari segenap
rakyat Aceh. Sebaliknya, kelahiran GAM 24 Mei 1977 malah tidak
‘banyak diketahui rakyat Aceh. Apalagi, setelah diproklamasikan,
~ GAM tidak langsung giat melakukan perlawanan bersenjata

karena minimnya senjata yang dimiliki, sehlngga gaung gerakan

I mlltidak begitu muncul ke permukaan
Kisah kelahiran -Gerakan Aceh Merdeka sendiri sejak

_ av&a!nya memahg;sUdah'.diwarnai dengan- bibit perpecahan. Hal

ini disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat yang tajam

antara.tokoh tua- dan tokoh muda gerakan tersebut. Sebagiari o
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Hal ini. semua disebabkan tidak’ adanya dukungan penuh
dari ‘seluruh tokoh eks DI/Tll terhadap ide Daud Beureueh

'besar tokoh tua mengmgmkan garis perjuangan GAM harus

perazaskan Islam, dengan alasan bahwa “hal itu sesuai sejarah
masuknya lslam ke Aceh dan kejayaan kerajaan Islam Aceh
parussalam di; sana. Juga dengan alasan para tokoh tua GAM
adalah tokoh- tokoh Daruf Islam yang sangat konsisten dengan
garis perjuangannya. Seméntara kelompok muda yang dimotori
oleh Hasan Tiro menghendaki GAM menjadi organisasi yang
modern dan sekuler. Dengan tujuan agar GAM bisa lebih cepat
menjadi isu global dan mendapat dukungan internasional.

‘Hal lain yang membuat perbedaan semakin tajam adalah’
keinginan Hasan Tiro yang menghendaki sistem negara Aceh

- Merdeka nantinya adalah sebuah kerajaan monarki. Hal mana
" sangat bertolak belakang dengan sistem negara yang diinginkan

kelompok tua yang menghendaki lahirnya kembali Republik Islam
Aceh sebagai mana-yang telah dipr'oklamirkan‘ Daud'Beureueh

sebelumnya

Situasi perbedaan internal dalam tubuh GAM mulai

terlihat tatkala Hasan Tiro kembali ke Aceh-Juni 1977. Kehadlran—
" nya di Aceh membuat terjadinya perubahan kekuatan, posm
- maupun orientasi di kalangan tokoh GAM. - -

- Di antara contoh. gagasan dan prinsip Hasan Tiro yang

 menimbulkan tantangan keras dari para deklarator GAM adalah

mengenai tanggal kelahiran. proklamasi” GAM. Menurut versi

" Hasan Tiro, prokiamasi Aceh Merdeka adalah pada tanggal 4

Desember 1976. Tanggal 4 Desember memiliki makna simbolis

" dan historis bagi keluarganya. Sebab pada hari itulah dikebumi-
‘kan Teungku Ma’at Tiro, sepupu ibunya yang sehari sebelumnya

3 Desember 1911 gugur dalam perjuangan melawan Belanda di
Tangse. Tgk. Ma’at Tiro sendiri —menurut versi Hasan Tiro, adalah
penguasa terakhlr kesultanan Aceh, d|mana sebelumnya pada
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tahun 1885, Teungku. Chik Dltll’O Muhammad Saman Yang: |
memperoleh gelar al-Mukarram, Maulana. al-Mudabbir al- -Malik -

Teungku Ditiro, diangkat oleh Teungku Panglima Polem. Muda.‘ -
Perkasa menjadi pimpinan perlawanan massa terhadap Belandy.
Maka, sejak saat itu  kekuasaan negara (kesu!tanan Aceh)_"'

otomatis beralih kepada keturunannya:*

Berdasarkan tesis di atas, maka Hasan Tiro sebagaj
keturunan Tgk. Chik Di Tiro dan pewaris terakhir kerajaan Aceh,
secara moral merasa berkewajiban - meneruskan kerajaan'
monarki di Aceh. Menurutnya sampai saat ini masih sah sebagai
sebuah kerajaan yang berdaulat, karena sepanjang sejarah
perlawanan, Aceh tidak pernah menya‘tak'an menyerah kepada
Belanda, Jepang, maupun bekas jajahan Hmdla Belanda yang_
sekarang menjadi Republik Indonesia.’ :

Oleh karena itu, Hasan Tiro yang kembali: ke Aceh pada
Juni 1977, menggagas untuk membuat sebuah deklarasi-dalam .
bahasa Inggris yang tanggalnya dibuat berlaku surut. Deklarasi itu.
ber;ud_ul Declaration of Indepedence of . Acheh-Sumatera ter- -

tanggal 4 Desember 1976 dan ditanda-tanganinya sendiri. Unik-
nya, dalam deklarasi itu, Hasan Tiro tidak sedikitpun menyebut-
nyebut Gerakan Aceh Merdeka {(GAM). Istilah yang digunakannya

adalah National Liberation Front of Acheh-Sumatera. Istilah-ini

kemudian diubahnya sendiri menjadi Acheh Sumatem Natronai
Liberation Front atau disingkat dengan ASN LF.>2

Tindakan Hasan Tiro tentu saja mendapat tantangan.

keras dari para tokoh eks DI/TIl yang merasa telah ikut mem-

proklamasikan GAM pada tanggal 24 Mei 1977 di kaki Gunung -
Halimun, dimana Hasan Tiro sendiri tidak -hadir. Mereka juga .

?1 Kontras{Tabloid), No.-166, Th. IV, 28 November-4 Desember 2‘001',‘,h. 7

*’Neta S. Pane, Sejarah dan Kekuatan..., h. 49
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menganggap Hasan Tiro dengan deklarasi ini telah merubah
konsep perjuangan ulama Aceh. Penyelewengan konsep per-

juangan ml menurut para tokoh Darul {slam tercermin dari be-

herapa hal
1. Perubahan tanggal proklamasi dari 24 Mei 1977 ke 4

Desember 1976. Untuk mencari jalan tengah, para tokoh
- parul Islam menawarkan sebaiknya hari proklamasi GAM ~
dikembalikan saja pada tanggal 15 Agustus 1961, mengacu
pada hari proklamasi Repubtik Islam Aceh. Namun, tawaran
ini juga ditolak Hasan Tiro dengan alasan untuk memperingati
kematian kakeknya Teungku Ma’'at Ditiro, - Wali Negara Aceh

terakhir.

2. Tentang bait deklarasi yang tidak dlbuka dengan ucapan
“gismillah” dan diakhiri dengan “Takbir”. Padahal dalam ke-
per’cayaén tokoh DI/TIf kedua kalimat itu bisa memacu
semangat militansi perjuangan dalam menegakkan norma-
norma Islam yang sejak lama telah mereka perjuangkan.

Begitu juga dengan alinea terakhir, di'mana Hasan Tiro
mencantumkan kalimat: “delapan orang leluhur dari yang
menandatangani prokiamasi ini - sudah terguling mati
syahid.”>* Kalimat itu menurut beberapa = tokoh kurang
tepat, oleh karenanya Teungku Fauzi Hasbi Geudong
memberikan usulan agar diubah dengan kalimat: “sudah
berpuluh-puluh ribu nyawa bangsa Aceh menemui mati
syahid untuk mempertahankan negara mulia ini.” Usulan ini
ditolak Hasan Tiro tanpa afasan. yang pasti. Untuk meng-
hindari perpecahan, para tokoh DI/TIl akhirnya diam saja.

53| that: Abu Jihad, Pemikiran-Pemikiran Politik Hasan Tiro, h. 35
*Untuk mengetahui isi lengkap naskah Pernyataan Kemerdekaan Aceh,

lihat pada halaman lampitan (2)
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3. Tentang wilayah kekuasaan yang dalam deklarasi versi Hasan |
Tiro adalah seluruh wilayah Sumatera, dari Aceh hingga |,

‘Lampung. Pendapat ini disanggah oleh Dr.. Muchtar. 4je.

nurutnya tidak mudah untuk mengklaim Wilayah Sumatera‘

- seluruhnya tanpa alasan sejarah yang kuat. Apalagi tindakap

itu akan sama saja dengan membentuk penjajahan bary

" yang sudah tentu tidak akan dlkehendakl oleh daerah.
~ daerah lain di Sumatera.

4. Tentang bentuk negara yang dlkehendakl Hasan Tiro adalah

“bentuk kerajaan. Ketika itu Dr. Muchtar menjawab: “Jika

Aceh akan didirikan negara berbentuk kerajaan, berarti kity -
harus. memanggil Tuanku Ibrahim di Banda Aceh.”® -

Mendengar jawaban itu, muka Hasan Tiro merah padam,
menandakan bahwa intrik politiknya gagal diterima.

- 5. . Tentang bendera negara yang disepakati para-tokoh Darul
- Islam. adalah bendera Kerajaan Aceh masa lampau. yang o
“berwarna dasar hijau dengan bulan bintang dan sebilah
‘pedang di tengahnya. Bendera ini dideklarasikan sejak

“tanggal 21 Zulkaedah 916 H pada masa Sultan Ali Mughayat

. Syah. Namun, oleh Hasan Tiro diubah menjadi warna dasar -
- Merah dengan bulan bintang di tengah dan bergans p:nggzr =

~Hitam.

6. Tentang bahasa persatuan yang diusulkan oleh para tokoh
~:senior adalah bahasa Aceh dan Bahasa Melayu Pase’. -

- Namun, Hasan Tiro melarang pem_akaian Bahasa Melayu
. sebagai bahasa persatuan dengan alasan sudah dipakai oleh
_‘VJawa.‘ Menurut mereka, Hasan Tiro kurang memahami

*Tuanku Ibrahim adalah anak Sultan ‘Ala- idin Muharﬁmad Daud Syah. la |

pernah dinobatkan sebagai.Putra Mahkota pada tahun 1903 Selanjutnya ia
wafat pada tahun 1982.
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sejarah, sebab Bahasa Indonesia ‘sekarang adalah ba‘hasé -

yang diambil dari Bahasa Melayu. Di sisi lain, bagaimana ber-

romunikasi dengan rakyat Aneuk Laot, Takengon, Gayo, Alas,
Teuming dan lainnya, padahal mereka semua adalah suku-
suku Bangsa Aceh. ‘ : :

Tentang pijakan sejarah Aceh. Dalam hal ini Hasan ‘Tiro
hanya memfokuskan pada sejarah perjuangan Tgk. Chik Di
Tiro dan keluarganya sampai dengan ‘tahun 1911, tahun
syahidnya Tgk. Ma’at Di Tiro. Sementara para tokoh-RIA
berpijak mulai dari Sultan Ali Mughayat Syah, Ali Ri'ayat
Shah, Sultan Iskandar Muda, hingga tahun 1942, sebagai
benang merah yang tiada terputus dan terus bersambung

- sampai Belanda sendiri lari dari Aceh.

Hasan Tiro selalu mengecam orang Jawa. Sementara me-

‘nurut para tokoh RIA, orang Jawa tersebut wajib diberikan

perlindungan bila sudah tinggal di- Aceh sesuai dengan
tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah: Menurut mereka,‘Hasah

Tiro fupa bahwa dalam silsilah dirinya’ pun mengalir darah '
Jawa, yaitu dari jalur lounya Fatimah binti -‘Mahidin, yang
merupakan cucu dari Teungku Syekh Samalanga, seorang-,
tokoh ulama Aceh berdarah Banten. o

. . Para tokoh Darul Islam mengusulkan agar rumusan undang-
 undang dalam perjuangan harus segera dibuat. Sementara

Hasan Tiro berpendapat tidak perlu. Menurutnya, semakin -

tidak jelas semakin baik. ltu sebabnya, hingga saat ini Aceh

Merdeka tidak memiliki anggaran dasar perjuangan. o
Demikian beberapa point penting yang ‘menjadi tema

“perselisihan pendapat yang menyolok antara Hasan Tiro dengan
para tokoh Darul Islam. Namun, perselisihan dua kubu ini tidak
terlalu mencuat ke permukaan, masing-masing pihak dapat -

‘MUTIARA FAHMI RAZALL ~ 55



menahan diri sehmgga gerakan perjuangan yang baru Iahlr inj
tidak terpecah. Terlebih- figur Daud Beureueh sebagai tokoh
_semor pergerakan mampu meredam blblt—b!blt perpecahan-<er.

sebut

Tidak adahya dokume‘n apapun yahg.meng.uatkan bahwa_ .
Aceh Merdeka telah diproklamirkan pada 24 Mei 1977 telah

memperlancar upaya Hasan Tiro untuk mengubah tanggy)
-proklamas: menjadi 4 Desember 1976 dengan deklarasi yang

" dikeluarkannya. Terbukti, hingga hari ini masyarakat luas hanya._'
tahu bahwa hari ulang tahun Gerakan Aceh Merdeka adalah__._

- setiap tanggal 4 Desember.

~ Masih menurut sejarah versi Hasan Tiro, dalam catatan
~ hariannya yang diberi judul The Price of Freedom The Unfinished
Diary of Teungku Hasan Tiro, ia ‘menceritakan bahwa dirinya
telah kembali berada di Aceh sejak tanggat 30 Oktober 1976.%

Perjalanan pulangnya melalui Seattle (AS) T_okyo (Jepang),

Hongkong, dan Bangkok (Thailand). Dari sini ia. melakukan
. pelayaran tradisional dan masuk ke Aceh melalui jalur laut di .
desa Pasi Lhok, ‘Pidie. la. meridarat setelah 25 tahun tidak -
- menginjakkan kakinya di Aceh. Hasan Tiro juga menggambarkan
- dengan rinci bagaimana sejumlah pasukan bersenjata dipimpin -
M. Daud Husin (Daud Paneuk) menjemputnya di Kuala Tari
- sebelum pendaratan. Dari daerah pesisir ini ia -dengan pe- *"
ngawalan pengikutnya menuju ke kawasan Pegunungan Bukit
Barisan. Dalam catatan hariannya, Hasan Tiro menulis: “Seperti
melayang, saya menglnjak kembali tanah Aceh. Saya hirup udara
'.'_kuat-kuat._‘ Selama' perjalanan dengan perahu - sebelum pen-
daratan itu sendiri, ia membayangkan diri seperti Julius Caesar

R *Neta S. Pane, Sejarah dan Kekuaton..., h. 51: L
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| ‘_ melintasi Rublcon atau Napoleon mendarat di Teluk Juan. dari

Elba, atau Fidel- Castro yang mendarat kembali di Kuba bersama
200 kameradnya, pendeknya tokoh-tokoh revolusioner dunia. »37:
Dalam catatan harian tersebut, Hasan Tiro seakan me—
nikmati romantik - revolusi. la juga menjelaskan bahwa ia telah
membangun markas di Hutan Panton Weng dan kemudlan
pindah ke tempat yang lebih aman, yakni di Bukit Cokan, Pidie. Di
pukit Cokan inilah pada tanggai 4 Desember 1976, Hasan Tiro

" mendeklarasikan kemerdekaan Aceh Sumatera.

Namun, catatan harian Hasan Tiro ini sangat dlragukan
kejujurannya oleh para tokoh senior DI/Tl. Sebab, setahu mereka
Hasan Tiro pulang ke Aceh pada’ tahun 1975 dan- ‘berangkat

" kembali di tahun yang sama. Kemudian ia kembali pulang-pada

juni 1977 atau sebulan setelah Aceh Merdeka diproklamirkan

- para deklaratornya pada 24 Mei 1977 -di Bukit Halimun dan

bukan di Bukit Cokan seperti yang ditulis Hasan Tiro.
Kebenaran catatan harian Hasan Tiro memang patut di-

#* pertanyakan, sebab kalau memang benar.menurut versinya- ia
5 “telah muncul di. Aceh sejak 30 Oktober 1976. Maka, yang jadi
~ pertanyaan adalah, kenapa ia harus menempuh jalur laut secara
~ gelap-gelapan, seakan-akan ia adalah orang nomor satu yang
dicari TNI. Padaha! saat itu belum satupun tokoh pergerakan
- Aceh yang dicekal atau dicari, karena Aceh Merdeka sendiri baru
.. diproklamirkan 24 Mei 1977 atau” 4 Desember ~1976 bila
- mengikuti versi Hasan Tiro. Dengan dem|k|an, sebenafnya GAM

maupun tokoh-tokohnya belum d;kenal sama sekali oleh
Pemerintah Ri ataupun TNi : :

"’7!de darf buku Hasan Ttro, The Price of Freedom The Unfmrshed D:ary "
of Teungku Hasan Tiro - : ‘
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' 'Te.rlépas 'dari—_kontrover_si.ini, yang jelas kehadiran Hasan

Tiro- di Aceh untuk ‘memimpin langsung perlawanan GAnj

| --.‘térhédép'Pem‘érintah Rl telah mampu membangkitkan semanigat
para pejuang Aceh Merdeka untuk melakukan perlawanan. Tak

'heran jika di tahun 1977 perlawanan GAM sangat terasa agresif,
'Serangan terhadap anggota TNl maupun warga asing yang

L_beker;a di- proyek-proyek vital Lhokseumawe kerap terjadl pada -

“masa itu. 2" warga berkebangsaan Amerika sempat menjad;
korban dari salah satu serangan GAM.”®

Muncul dan meningkatnya perlawanan GAM ini membuat' g

ap_arat keamanan Rl meningkatkan perang psikologis terhadap

‘gerakan kemerdekaan tersebut. Dalam mencari para pejuang
GAM yang bersembunyi, rakyat yang tak bersalah kerap men-

- dapat perlakuan tidak simpatik dari oknum aparat dengan tujuan
agar rakyat Aceh tidak mendukung GAM. Serangkaian pe- .

- nangkapan terjadi. tanpa proses peradllan yang jelas. ,

‘Dalam tahun 1978, pihak TNI mengeluarkan selebaran

yang berisi daftar orang carian, dan masyarakat Aceh untuk

membantu TNI.memberitahukan keberadaan mereka. Selebaran
Jitu juga. memampangkan foto sembilan pentolan-GAM, yakni Dr.

Hasan Tiro, Dr. Muchtar Hasbi, Daud Paneuk, Ir. Asnawi, Tgk. llyas

“Leubee, Dr. Zaini, Dr. Husa_ini, Amir Ishak dan Dr. Zubair:

_ ‘Machmud

SBAbu thad Pem:k:ran Pemrk:ran Pohtrk Hasan Tiro, h 40
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, Melihat: gencarnya tekanan TN| pada pengikut GAM,
‘maka pada awal tahun’ 1979, Hasan Tiro meminta pengertian -
-'wakilnya -Muchtar Hasbi, untuk diizinkan pergi ke luar negeri
" dengan alasan untuk mencari bantuan senjata dan dukungan luar -
negeri.. Semula Muchtar. Hasbi berat untuk: ‘mengizinkan Hasan
. jTlro pergl apalagl kondisi pejuang GAM yang sedang stbuk[.,_,_

menghadapi tekanan TNI sangat membutuhkan kehadiran pe-

* mimpin mereka di.Aceh. Namun, setelah meyakinkan Muchtar
‘pahwa kepergiannya tidak akan lebih dari 3 bulan dan akan-

kembali dengan membawa sejumlah senjata, maka akhlrnya

Hasan Tiro diizinkan untuk meninggalkan Aceh. ‘
Pada tanggal 29 Maret 1979, dengan menumpang perahu'_

nelayan, Hasan Tiro bersama beberapa pengikutnya resml.me-'

" pinggalkan tanah Aceh, menyeberangi Selat Malaka menuju

Malaysia, dan kemudian melanjutkan perjalanan hingga akhirnya
menuju ke Swedia dan menetap di sana hingga terwujudnya .
perdamaian di Aceh. Sementara janjinya untuk kembali dalam
tempo tiga bulan dengan membawa bantuan senjata tidak -
pernah terealisasi. Suatu hal yang tentunya membuat para tokoh‘

senior GAM . lain sangat kecewa.

Menjadi pertanyaan kenapa Hasan Tiro tega mengmgkarl.

f_‘. janjinya sendiri dan meninggalkan teman-teman seperjuangan-
n'ya berjuang dengan maut menghadapi tekanan TNI. Berbagai
o énaiisa.da'n,jaWaban- mungkin muncul untuk menjawab per-
" tanyaan ini. Namun, dalam catatan hariannya, Hasan Tiro punya -

alasan sendiri, “Sungguh tidak mudah meninggalkan kehidupan

saya di Riverdale, New York dan memilih tinggal di hutan yang

pekat sebagai pemimpin gerilya. »s3

Sepeninggal  pemimpinnya -Hasan Tiro yang sedaﬁg_

“mencari dukungan dan bantuan senjata dari luar negeri-, moral
“perjuangan para pejuang GAM terlihat semakin merosot. Hal ini
- disebabkan karena minimnya persenjataan yang mereka miliki
- yang tentu tidak sebanding dengan gencarnya gempuran pihak’

** Neta S. Pane, Sejarah dan Kekuatan.., h. 73, dari Buku Hasan Tiro, The
Price of Freedom:The Unfinished Diary of Teungku Hasan Tiro :
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TNI! dengan persenjataan lengkap mengmcar mereka. Akibatnya, -
satu persatu. tokoh elit Aceh Merdeka- ketlka itu dapat dilumpuh. -

kan. &

Dr. Muchtar Yahya Hasbi selaku Waki! Wa!i Negara Aceh -

Merdeka adalah tokoh pertama yang berhasil dilumpuhkan TN],

la tewas-dalam sebuah penyergapan TNl di Kuala Simpang-
men;e{ang ldul Fitri tabun, 1.980.  Menyusul- sesudahnya Menterj

Sosial Zubair Machmud Juga tewas dalam sebuah penyerbuan dj

daerah lain. Panglima’ll GAM wilayah Pase, Isimail Ben juga tewas’

setelah terlebih dahulu -ditangkap. dan mengalami penyiksaan _
oleh aparat. Sementara itu, Teungku llyas Leubee, Ketua Dewan .
Syura Aceh Merdeka dan mantan tokoh senior Darul Islam tewas

ketika ‘sedang melaksanakan Shalat Ashar dalam sebuah pe-
“ nyergapan oleh pihak aparat keamanan. Pengawalnya Idris

Ahmad yang berusaha melmdung: ltyas Juga :kut terbunuh dalam.

operasi ini.

Menterl menyatakan kembali ke pangkuan lbu Pertiwi, mereka

adaiah Ir. Asnawi Ali (Menteri Pekerjaan Umum), Teungku Thaher _
Husein (Menteri Penerangan), dan Amir Ishak (Menteri
Perhubungan). Sementara itu, tokoh-tokoh- Aceh Merdeka lain- f
nya berhasil melarikan diri ke luar negeri. Tgk. Daud Beureueh
sendiri sejak 1 Mei 1978 telah diungsikan oleh pihak keamanan
ke Jakarta-untuk menjauhkan pengaruhnya dari ‘upaya untuk:
memotivasi perjuangan Gerakan Aceh Merdeka. Daud Beureueh . |
baru diizinkan ‘kembali ke Aceh pada tahun 1982 setelah tujuh -
“orang tokoh masyarakat Aceh mengirimkan surat permohonan "
kepada Pemerintah Pusat dan memberikan jaminan. bahwa yang -~
bersangkutan tidak akan kembali terllbat daiam tindakan yang
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Selain itu, tiga tokoh lain A{:eh IVIerdeka yang berstatus'.:'

mengandung unsur pengmgkaran terhadap pemermtah dan UUD :

Pada era awal delapan puiuhan sntua5| keamanan dl Acehf

| ,re]atn‘ kembah normal.. Aksi-aksi . perlawanan Gerakan Acehf.‘: L
Merdeka nyaris tidak terdengar Iagl Situasi di Aceh kembah me-
manas pada tahun 1989 ketlka aksi- aksi teror dan penyerangan,. T
~ terhadap .aparat . keamanan ‘kembali.-marak terjadn Aksi ini.
- dimulai dengan perampasan 18 pucuk senapan anggota TNI yang_ o B
‘[ sedang melaksanakan program AMD ‘di- kota. Makmur Aceh',j B
- Utara. Seorang anggota Kopassus yang desertir bernama Robert .
" tiba-tiba muncul dan mengaku sebagal Pangllma ‘GAM. Berbagal

aksi yang mereka lakukan akhirnya. te!ah mengkondmkan di-

'— " perlakukannya Opera5| Jaring Merah atau Iebih dlkenai dengan _

Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh yang ternyata membawa-

" akses dan malapetaka sosial bagi rakyat Aceh..

Munculnya perlawanan dari: GAM pada fase kedua ‘era

"/ sembilan puluhan ini disebabkan karena telah. kembalmya se-
;. bagian pejuang GAM yang selama ini dididik. di-Libya.. Jamlah
."mereka ketika itu dlperklrakan hanya 140 orang. Dukungan'
“rakyat ketika'itu tidak begitu Je!as. Kebanyakan ‘malah tidak tahu
 slapa Hasan Tiro dan gerakan yang dlplmpmnya Namun;, lamanya
‘'masa penanganan GAM oleh TNI semasa’ DOM (1989- -1998)
 membuat. pamor. gerakan ini terangkat di mata masyarakat
-;-Apalagl setelah pencabutan DOM di Era- Reformam, semua
;kegahatan kemahusiaan. dan pelanggaran HAM -yang dllakukan;
" aparat. keamanan semasa DOM terkuak dan - dlketahun'
- masyarakat. luas. . Operasi yang semula dltUjukan untuk me-.f
: numpas Gerakan Aceh Merdeka yang ketlka itu- dlkena! dengan‘.,

[‘_mA_L-Hasjmy,:Ula'ma-Aceh..,r_h. ‘123 .
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'zargatoi”. Sebagian mereka adalah para preman jokal, pemu‘da-‘

. 64
: ,pemuda pengangguran, dan preman-preman dari luar Aceh.

qamun setidaknya mampu menggambarkan situasi il
masyarakat Aceh pasca pencabutan DOM. e
Mienguatnya posisi GAM ternyata bells.{n’}. .memami.r_yr.m
qupan masyarakat menjadi tentram. Kondisi ini turut di-
el tkan oleh -sekelompok orang untuk melakukan pe-
manta? terhadap para pelaku bisnis di Aceh, baik terhadap
eras;ar::kat pendatang, maupun warga-Aceh sendiri. Perampasan
by.frdan kendaraan bermotor pun marak terjadi. S.e‘mua. itu
m ‘atasnamakan GAM dan kepentingan perjuangan. Ada juga |
mengberlagak menjual bendera GAM dengan. mematok harga
i ntara RP. 100.000 hingga Rp. 200.000 ‘ -
Aksi-aksi ini tentu saja menjatuhkan citra. GAM ':d' mata
rakat Aceh. Untuk itu, GAM menurunkan pasukan ki}us‘us
membersihkan para GAM gadungan tersebut. Hasilnya,

benar;
dalam

mas

p-aksa a

masya
guna

- menjelang 4 Desember 1999, di Banda Aceh ditangkap 26

gota GAM gadungan atau lebih dikenal dengan istilah “GAM

Namun, upaya membersihkan citra. GAM dajri 'aksi-aksi
GAM gadungan yang marak di selurulh Ac‘?h tidak dapat
dikatakan berhasil. Apalagi ruang gerak GAM asli sangat terbatas
untuk mampu menjangkau aksi-aksi GAM gadungan yang
biasanya beroperasi di wilayah perkotaan.’Masyarakat umurpnya,
juga tidak dapat mengenali secara pasti mana yang GAM asli dan
mana yang gadungan. Hal ini tentunya sgngat meresahkan
masyarakat. Tidak sedikit dari para pelaku bisnis yang terpaksa
menutup usahanya dan mengungsi untuk sementara ke lgar

daerah.

 “4bid., h. 189

. MUTIARA FAHMI RAZALI~ 63



. Era Pasca DOM juga masih diwarnai dengan maraknyg
- tindak kekerasan di Aceh. Berbagai kasus pelanggaran HAM kelag
tinggi kembali terulang pada masa ‘ini. Peristiwa Idi €ut,

Bantaqiyah, Pusong, Kandang, Simpang KKA dan penganiayaan
tahanan ‘di gedung KNPI Lhokseumawe adalah contoh-contoh

peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 1993.

Kekerasan tidak hanya dilakukan oleh TNI/Polri, tapi GAM

- juga punya andil dalam hal terciptanya kekerasan di lapangan.

Penyerangan terhadap pos militer dan truk aparat kerap di- -

lakukan pihak GAM dengan alasan “tueng bila” (balas dendam)
atas sikap aparat yang dianggap sefalu menyengsarakan rakyat
dalam aksi sweeping-sweeping mereka. Penculikan anggota TNi/
Polri di jalan raya Banda Aceh — Medan juga sempat marak

“terjadi. Selain itu, ratusan warga. pendatang, khusushya warga: -
transmigrasi harus mengungsi ke luar daerah setelah dikabarkan
selalu mendapat teror dari kelompok sipil bersenjata yang dlduga .

anggota GAM. e

7 Human Right Watch (Lembaga Pemantau Hak Asasi
Manusia). dari Amerika Serikat melalui Direktur Eksekutifnya -
Kerineth Roth mengungkapkan bahwa pelanggaran HAM Berat

tidak hanya dilakukan oleh TNI/Polri, pihak GAM juga melakukan-

nya. Pernyataan itu dikeluarkan di Jakarta sekembalinya dari .
~pemantauan di Aceh.®® Hal senada juga diungkapkan oleh .
- Amnesti International, sebuah LSM-Pembela HAM paling ber-

® Dalam Pers Release KONTRAS (Komite untuk Orang Hilang dan Korban

-.deak Kekerasan) yang disiarkan’'oleh METRO TV pada tanggal 5 Juli 2002, dt

.sebutkan ‘bahwa sejak Januari s/d funi 2002. telah terjadi 772 kasus ) ‘
pelanggaran HAM baru di Aceh dengan 1771 korban Jiwa. 182 kasus di
antaranya teridentifikasi dilakukan oleh GAM, 333 kasus oleh TNI, 182 kasus

~oleh TNI/PoIr;, dan 75 kasus tidak teridentifikasi pelakunya.
Kotras (Tabloid), No. 138, Th. IV, edisi-23-29 Mei 2001, h. 4~~~
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pengaruh di dunia. Mereka menyebutkan bahwa penguswan
etnis Jawa dari Aceh adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM

E _ o]eh GAM. Sementara itu, pegiat HAM lain dari Aceh' menyebut- '
- kan bahwa gangguan terhadap armada angkutan barang dan

penumpang termasuk dengan merintangi jalan. raya dengan
pohon kayu dapat juga d|kategor1kan dalam pelanggaran HAM
secara universal. % pelanggaran GAM juga terpantau juga dari”
aksi-aksi penyanderaan terhadap angkutan barang, yang baru
dilepas setelah pemiliknya membayar sejumlah tebusan.

Kekerasan di Aceh terus berlanjut sepanjang tahun 2000~ -

2001. Korbannya bukan hanya masyarakat. sipil biasa, ‘tapi Juga.

para public figur dan aktivis pegiat HAM di Aceh. Rentetan pem-
bunuhan itu mulai marak awal April 2000 ketika Tgk. Nashiruddin

" Daud {anggota DPR-R! asal Aceh) ditemukan tewas di Sibolangit

Sumatera Utara. Disusul Ja'far Siddik Hamzah =Ketua lntern

" national Forum for Aceh (IFA) yang hilang di Medan 5 Agustus

dan ditemukan bersama 5 mayat lain tanpa identitas di Sumatera

" Utara awal September 2000. -Di bulan yang sama {16/9/2000),

prof. Dr. Safwan ldris ~Rektor -IAIN Ar-Raniry Banda Aceh,
meningga! dunia ditembak .2 orang tak dikenal di rumah dinas-
nya. Pada 6 Desember 2000, tiga relawan. RATA (Rehabilitasi

: ‘Awak Teupeh di Aceh) tewas setelah terlebih dahulu disiksa dj

Aceh Utara. Pada 10 Mei 2001, H.T. Djoharf —mantan ketua DPRD
Aceh, tewas ditembak orang tak dikenal saat meninggalkan
Masjid Raya Baiturrahman usai Shalat Maghrlb Dan 6 September
2001; satu lagi tokoh akademisi Aceh Prof. Dr.. Dayan Dawood.
yang juga Rektor Universitas Syiah Kuala, tewas dalam. sebuah- '
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serangan Jaian raya di Banda Aceh oleh 2 “orang tak dikeng)
{OTK).*®
~ “Kecuali pembunuhan tiga relawan RATA yang sembpat

masuk tahap peradilan, kesemua kasus pembunuhan di atas

. hingga kini tidak pernah tuntas, malah makin bertambah dengan
kasus-kasus penembakan terhadap anggota DPRD Tk. I dan ||
Aceh. ‘Hal yang terlihat hanya saling tuding menuding antarg
TNI/Polri-dengan GAM tentang pelaku aksi-aksi tersebut. Hal
manha juga terjadi dalam kasus-kasus pembakaran rumah
penduduk, kantor,pemerlntahan dan gedung-gedung sekolah.

Merujuk pada makalah®® yang ditulis oleh Sofyan Ibrahim

'lea SH, -juru runding Gerakan Aceh Merdeka-, akar masalah

dan penyebab timbulnya Gerakan Aceh- Merdeka menurutnya

~ dipicu oleh dua faktor : internal dan eksternal. -

1. Faktor internal. Menurutnya Aceh sebagai sebuah bangsa E

. dalam sebuah negara sudah ada sejak tahun 1500 M dan
masih terus eksis hingga 1873 ketika Belanda menyerang-

‘nya. Walaupun Belanda kemudian berhasil menduduki -
“Aceh, tetapi tidak pernah berhasil menguasai. Rakyat

Ssuatu istilah yang menjadi . populer karena ketidak-mampuan pihak

yang berwapb menemukan pelaku sesungguhnya dari aksi-aksi pembunuhan

tersebut. Dalam perkembangan berikutnya, Polda Aceh berhasil menangkap

- ‘seorang anggota- GAM vyang menurut pernyataan -Polisi, ia mengaku ikut
~ terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap Prof. DR. Dayan Dawood —Rektor:
: Umv ‘Syiah Kuala Banda Aceh-. Namun hingga saat ini belum terlihat adanya

- ‘proses perad:lan terhadap kasus tersebut.
Lihat; Sofyan Ibrahim Tiba, SH., Komitmen Perjuangan Gerakan Aceh

’ Merdeka da!am Proses Penegakan HAM dan Demakrasi Menuju Mayarakat

- Sipit Aceh yang Kuat, Makalah Studi Reglonai Badko- HMI Daerah lstlmewa

. "Aceh Banda Aceh 6 Juni. 2001Jun| 2001,
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terus melancarkan perang sa_mpai-Jepang masuk. Drari ‘
Aceh tidak pernah menyerahkan kedaulatan kepada
Belanda, sehingga secara hukum, Aceh bukan Hindia .

Belanda dan dengan demikian ketika Hindia Belanda

menjadi Indonesia, Aceh tidak secara otomatis berada di
dalamnya. Menurut teori {lmu Negara dan Hukum Inter- |
nasional, bangsa dan negara.Aceh belum lebur, tetapl.

“bermasalah. Hilangnya status suatu bangsa dan negara — .

menurutnya- karena satu dari dua alasan, yaitu alasan
alam, seumpama buminya hancur atau tenggelam. Dan -
alasan sosial politik, kalau negara atau bangsa itu. telah
menggabungkan diri ke dalam atau bersama bangsa lain. '
Oleh karena itu, menurut GAM, penggabungan Aceh ke
dalam Indonesia ketika' proklamasi 17 Agustus 1945
belum sah dan merupakan kekeliruan ketata-negaraan.
Aceh menurutnya, sejak proklamasi tidak pernah me-
nyatakan bergabung dengan 'NKRI, seperti halnya
Yogyakarta dan’ Kadipaten Pakualaman melalui keputusan.
Kotikokootai (Dewan Perwakilan Rakyat) tanggai 19
Agustus 1945.

_ Adapun pernyataan ulama -tanggal 15 Oktober

1945 yang ditandatangani Tgk. M. Daud Beureueh, Tgk. H.

Hasan Krueng Kalee, Tgk. H. Ja'far Shiddig Lamjabat, dan
Tgk. H. Hasballah Indrapuri serta. diketahui Residen Aceh
Teungku Nyak Arief dan disetujui Tuanku Mahmud selaku '
Ketua Komite Nasional, hanyalah pernyataan untuk

‘mendukung Soekarno atas pérmi_ntaannya ketika datang -

ke Aceh. Menurut Sofyan Tiba, pernyataan tersebut sama -
sekali tidak terdapat subtansi atau . redaksi yang dapat

' daartikan untuk menggabungkan Aceh ke dalam w:layah
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“RI. Hukum itu harus tegas dan jelas,_séumpamé ljab-qapy,

dalam hukum nikah dan tidak boleh tersamar.
Sofyan Tiba juga menyebut argumen-argumey,
“lain; ketika penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belangs

kepada RIS 27 Desember 1949, Aceh tidak termasuk g;

~ dalamnya. Dalam Piagam Pendirian RIS yang ditanda.
tangani 16 wakil negara bagian, Aceh tidak termasuk g;
dalamnya. Pasal 2 UUD RIS yang menyebutkan wilayap,

negara, Aceh tidak termasuk di dalamnya. Untuk me.

nafsirkan Aceh sudah merupakan' bagian -dari Negarg

Bagian R! bersama Yogyakarta, juga menjadi tidak ber.

alasan karena terkendala dengan pasal 65 UUD RIS, yang
menyebutkan “Suatu daerah swapraja - ataupun suaty
daerah bagian ditandai dengan adanya kontrak antara

daerah itu dengan Negara Bagian yang bersangkutan” :
Antara Aceh dengan Negara Bagian RI tak pernah ada -

. kontrak sampai dengan RIS dibubarkan dan -dirubah

menjadi NKRI: pada tanggal 17 Agustus 1950. Ketika -
peralihan .itu juga tidak disertakan penjelasan mengenai -
status Aceh secara tegas ataupun tersnrat dalam UUD (S) .

1950, .
" Dari beberapa argumen di atas, maka secara

Hukum Internasional menurut GAM, status Aceh dapat

“dikatakan masih mengambang.

2 Faktor ekstérnal yang menurut Sofyan' Tiba adalah, -
© ketidak-adilan dalam pemanfaatan sumber daya alam.
-~ Aceh adalah  daerah kaya dengan rakyat mlskm Pe- .

- ngolahan sumber daya alam leb:h banyak memberi
“kemakmuran- kepada orang-orang luar daerah. Kontribusi
o ke daerahtldakmencapall% : :
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Hal ini dltambah Eag; dengan kezahman/ke;ahatan
kemanusiaan yang dilakukan -aparat TNI/Polri selama -
pemberlakuan DOM, maupun sesudahnya dalam.operasi-
operasi seperti OSR, OCM, dan OKPH. Semuanya ini telah
menimbulkan banyak sekali korban rakyat sipil, dimana’
keluarganya maupun orang-orang yang ber5|mpat1 ke- -
pada mereka jumiahnya sangat besar. Sultt untuk dlajakf '
rukun kembali dalam NKRI. N : :
Demikian dua faktor yang dijadikan GAM sebagai akar'
masalah dan sebab timbulnya gerakan kemerdekaan: tersebut.
Keinginan ‘untuk merdeka dan mengembalikan kedaulatan
negara Aceh telah menjadi tekad bulat gerakan tersebut.”

Keinginan itu -menurut Sofyan: Tiba, juga telah menjadl‘.
aspirasi masyarakat Aceh. “Jangan dlplk!r GAM itu adalah ide
Hasan Tiro semata. Saya pikir andai kata saat ini ia merubah

. taktik, maka ia akan ditinggal oleh rakyat. Kekuatan Hasan Tiro,
- karena memang ia membawa aspirasi rakyat. -

»70

Namun demikian, Tiba juga. tidak. menafikan adanya

:-,sebaglan masyarakat Aceh yang masih tetap ingin- bergabung

dengan NKRI. Mereka adalah warga-warga Aceh yang. tmggal di
luar Aceh dan telah menikmati fasilitas di sana, atau pun orang-
orang Aceh .yang sedang menikmati fasnl:tas dalam b1dang :
pemermtahan/bwokram

Adanya perbedaan pandangan seperti ini dalam:

-, ‘masyarakat Aceh menurutnya harus . d|hormati dan dihargai:

Sebab, perbedaan pendapat dari ségi agama adalah rahmat dan

 dari segi demokra5| adalah hak asasi.

7t-)Sm‘yan Ibrahim Tiba dalam wawancara"dengan:penulirs di Kampus

‘Universitas Muhammadiyah, Banda Aceh 15 Juni 2000
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Oléh;‘-karzena dua pihak yang bertikai, yaitu Pemerintah Ry

" dan-GAM sama-sama tidak bisa bertoleransi untuk menerima:

prinsip dan pendirian pihak lain, dan kedua belah pihak juga tidaj

mampu untuk mengajak. rakyat Aceh secara” penuh 100y%

memihak kepadanya, maka GAM dalam perundingannya dengan

pihak Rl menawarkan solusi yang paling demokratis menuryt |

- mereka, yaitu menyerahkan pilihan kepada rakyat Aceh (Selr
Determmat!on/Referendum) dengan konsekwensi apabila yang
menang adalah pendapat rakyat yang memilih integrasi dengan

-NKRI, maka tuntutan GAM yang hendak memerdekakan Aceh

menjadi gugur. Sebaliknya ‘apabila rakyat Aceh lewat pilihan ity

" . memilih- merdeka, maka MPR-RI dan seluruh. rakyat Indonesia

harus melepaskan Aceh menjadi sebuah negara merdeka.
7 " Solusi yang dltawarkan GAM ini tentu saja tidak dapat
_diterima_pihak Rl. Menurut mereka Aceh adalah bagian sah dari

| 'NKRI sejak proklamasi kemerdekaaﬂ 17 Agustus 1945. Hal itu
sudah diakui seluruh dunia, terutama PBB. Sebaliknya, pnhak RI
~dalam perundingan dengan: GAM menawarkan pemberian ’

* Otonomi Luas/Khusus bagi Aceh serta kebebasan pemberlakuan

Syariat Istam di. daerah Serambi Mekkah tersebut. Satu tawaran
yang kembali ditolak pihak GAM, karena menurut mereka hal itu .
- hanya akan kembali mengulang sejarah pengumbaran janji-janji.
. kosong pemerlntah pusat terhadap Aceh yang telah berlangsung -
e 'se;ak zaman Soekarno. Apalagi para.pejuang GAM kala itu telah L

-mengambil prinsip “Merdeka atau Mati Syahid”.”*

urers

" sofyan’ Ibrahlm Tiba Peranan Hukum Humaniter dalam Penyelesamn-_,
.-Konﬂ:k Aceh, Makalah -Penataran Hukum ‘Humaniter lnternas.'onal Tingkat .
B "'.;Lanjutan Banda Aceh 10- 14 Aprll 2000 : :
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ngurus diri sendiri:

KEBIJAKAN POLITIK ORDE BARU
TERHADAP ACEH (1966-1998)

Pengertian Orde Baru (Orba) di sini adalah masa dimana

presiden Soeharto memimpin pemerintahan negara selama 32 . g

tahun, sejak keluarnya Supersemar 1966 hlngga Iengsemya;
Soeharto pada era Reformasi Mei 1998. )
Bila kita ingin membahas kebuakan kebijakan yang telah

_‘ dqalankan pemerintah Orde Baru terhadap Aceh selama kurun
" waktu tersebut, maka klta dapat menyimpulkan dalam dua pom
‘bahasan

- 1 “Politik Sentralisasi

Menurut Kamus Lengkqp Bahasa Indones:a, kata sentrah»

sasi berarti "pemusatan kekuasaan, pemerintahan, dan sebagai-

nya”’? Kata Sentralisasi merupakan lawan darl kata Desentrahsa5|

yang berartl “memberi wewenang sesuatu daerah untuk me-
w3 ‘ "

Dengan - demikian politik sentralisasi’ dapat kita art|kan”

-_'s’ebégal upaya _sua_tu, pemerintah dalam mengatur kebijakan- .

Indrlawan WS Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jombang Lmtas. |
Med|a),tth h. 480 : . . T
Pibid., h. 131
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kebijakan negara yang mengarah kepada terjadinya Pemusatay,

kekuasaan, poltik, ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya. -

32 tahun masa pemerintahan Orde Baru (Orba‘),‘te]ah.

menampilkan suatu - cirl kepemimpinan yang sentralistik di
Indonesia. Sentralisasi politik dan regulasi merambah ke hamp;,
seluruh sisi kehidupan. Bahkan terkadang menjurus menjag;
over-sentralisasi, ~ = LT |
Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang No. 5 tahun 1979

tentang Pemerintahan Desa adalah dua produk Undang-Undang

yang melegalisir dijalankannya politik sentralisasi oleh pe.

merintah.Orba.

Dalam UU No. 5 tahun 1974 misalnya disebutkan,

“..Sesuai dengan .'srfat.’Négara,'Kesatu_an_ Republik Indonesig,

maka - kedudukan pemerintahan daerah sejauh mungkin di.

seragquan.” ‘Hal -ini merupakan awal dari upaya. bertahap

menuju - kepada sen't_ra'iisasi dalam’ segala bidang; politik, .
ekonomi, sosial budaya dan akhirnya bermuara kepada aias -_

“tunggal Pancasila.”* . . .
- Dalam hal kewenangan daerah .disebutkan * bahwa

“Daerah berhak, berwenang dan berkewdgjiban mengatur -dan -
mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan’ -

perundang-undc'ynganj_yang berlaku.” (pasal 7) lebih .lanjut

‘dikatakan, “..penambahan penyerahan urusan pemerintahan’
kepada “daerah ditetapkan .dengan peraturan pemerintah..”

o 'I?cgs-iﬂs‘i',daierah:,-yar'_lg secara nyata merupakan sub-ordinat pe-

: - ™Mucktar A.Aziz, Pénérdpan Syari‘ah di NAD daﬁ-‘Sun%bangannya Kepada
- Penyelesaidn Konflik Aceh;"Makalah disampaikah pada seminar dan lokakarya

- Rancangan Qanun tentang pembentukan Mahkamah Syari‘at di NAD, Jakarta -

:8_—'10 Maret 2002, h. 2
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merintah pusat, menjadikan kewenangan yang dimiliki daerah
cangat ~terbatas. Dengan konsep ekonomi- yang demikian,
penm::rintah daerah pada dasarnya bukanlah sebuah institusi
otonom yang bisa menjadi saluran bagi aspirasi rakyat, melainkan

‘wakil pemerintah pusat di daerah.

 Pemerintah Daerah dan daerah, cenderung dibatasi oleh
konsep kepentingan nasional dan peraturan-peraturan yang lebih
tinggi, serta beban-beban yang diberikan pusat. Sebagai akibat-
nya prakarsa daerah sulit untuk tumbuh dan berkembang secara
wajar. Pada sisi lain, tanpa penyebutan suatu kewenangan yang
jelas, dan masih menggantungnya apa yang bisa dilakukan
daerah dalam kerangka kepentingan daerah, membuat daerah
benar~bénér dalam posisi tergantung kepada pusat. Sebab secara
prinsip undang-undang yang ada tidak bersifat operasional. Hal
ini nampaknya sejalan dengan maksud dasar dari skema yang
dikembangkan, yakni menciptakan mesin pembangunan yang
efektif, dapat dikendalikan sepenuhnya.oleh pusat.”?
‘Sebagaimana daerah lain, Aceh juga menerima imbas dari
politik sentralisasi yang dijalankan Orba. Bahkan imbas tersebut
lebih dirasakan di Aceh karena dua hal; Pertama, karena se-
belumnya Aceh telah memperoleh ~status Daerah Istimewa
déngan Képu'tusan Perdana Menteri RI. No. | /missi/1959 yang di
dalamnya mencakup tiga bidang keistimewaan, yaitu agama,
pendidikan dan adat. Kedua, karena Aceh termasuk salah satu
daerah penyumbang devisa terbesar bagi republik Indonesia.
Jauh sebelum UU. No. 5/1974 ditetapkan, sebenarnya
status Daerah Istimewa Aceh belum pernah dapat diwujudkan
sefain hanya tercantum di atas kertas, karena selalu menghadapi

*Tim Lapera, Otonomi Pemberian Negara: Kajian Kritis Atas-Kebijakan
Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama}, cet, 11, 2001, h. 59
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| dfbenkan tapi tak jalan. Aceh hanya pandar meminta tetapi tidak
i .pandai mewu;udkannya w18
~ Sepertinya. apa yang: diinginkan oleh pemerlntahan Orde
© ama dan Orde Baru dari keistimewaan Aceh tidak lebih dari
‘i'-_.ungkapan Mr. Hardi ketika ia ditanya apa yang dimaksud dengan
) f-'kelstlmewaan Aceh? la menjawab ”KeistimeweanAceh. adaiah.
L .suaty - motivasi “agar Aceh mau dan mampu berbuat yang
[ ;st:mewa -istimewa, tak perlu ditulis, apalagi di-Perdakan. 19
- Pada awal ‘Orba (1966/1967) keadaan Indonesia benar-

oy benar terpuruk pertumbuhan ‘ekonomi. di bawah nol, inflansi
:mencapai-600%,. serta situasi pohtlk -yang tidak stabil. Di sisi Ia!n

~ sentralisasi ekonom: yang dijalankan pemermtahan Orba, teiah
- melahirkan kesenjangan sosnsal ekonomi yang. cukup mencolok di
- daerahiistimewa Aceh.. SR
- Pada tahun 1969, d|temukan sumur pertama gas alam di
o Arun Aceh Utara. Tahun 1971 pembangunan kilang pencairan gas
alam {LNG) dimulai dan Indonesia memasuki zaman oil boom
‘sebagai zaman.keemasan. baru Aceh berkembang sebaga; zona .-
“industri kimia. dasar dan menjadi’ saiah satu propms: penghasil
-~ devisa terbesar untuk negara dl sampmg tiga prop|n5| lain; Riau,
- Kaltim.dan |r|anJaya : _
_ Kiiang -Gas Arun yang beroperas; sejak tahun 1977
;_;menghasﬂkan empat produk. utama. Yaltu LNG (gas alam cair),
_condensate. (mlnyak mentah), LPG Propane dan. LPG Butane.
fKeempat produk ini: bernnal rata-trata US'§2.6: juta pertahun
- atau jika dlkonverSI dengan nilai. US $. pada Desember.-1997,
“berarti Rp. 30 triliun pertahun. lika dijumlahkan dengan”
.r_penjualan PT. Pupuk. Iskandar Muda tahun 1997 sebesar Rp

T
© Prbid, h. 1
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223,82 miliyar, PT. AAF {Pupuk Asean Aceh} sebesar Rp. 284,47
mlllyar dan PT. Kraft Aceh {pabrik kertas) sebagai industri hiliy

maka penghasalan negara dari zona iindustri- Lhokseumawe §aja:-

mencapai + Rp. 30,7 triliun. Jumlatini belum ditambah hagj)
pro_dukm hutan di kabupaten lain Aceh yang mencapai 1,1 triliun

| _-p.abrik,‘sem_en Andalas di Aceh Besar, emas di Aceh Barat, kopi dj -
-Aceh tengah dan-hasil perkebunan sawit di Aceh Barat dan Aceh
“Fimur yang sekaligus j juga penghasﬂ condensate (minyak mentah) '

"dan p!ywood L .
w0 Besarnya  jumlah devisa yang dihasilkan dari- Aceh
terny_ata belum menjamin tingginya kemakmuran yang dirasakan
3 "c:leh- penduduk - wilayah - tersebut. Data-data lain mengenaj
perkembangan daerah Aceh justru mengejutkan kita. Sebagai
_contoh, penerimaan APBD Provans: Daerah Istimewa Aceh
1997/1998 hanya berkisar 150 milyar &

. apa’ 'yang diterima Aceh tidak sampai 0,5% dari total yang di-

- sumbangkannya

_ - Sikap- sentralistik pemerintah Orba juga tercermin dalam
kebijakan- pemerintah mencabut status pelabuhan bebas Sabang.

Padahal sejak zaman- Belanda Sabang sudah dikenal sebagai
_pelabuhan bebas karena posisinya yang sangat strategi dalam. -
ja_llqr.'pe'layaran Internasional. UU. No. 4/ tahun 1970 menetapkan -
Sabang sebagai satu-satunya pelabuhan bebas Indonesia untuk
o -'}'-je:i'ngka---w.aktu 30 tahun. Kota Sabang menjadi basis kemajuan ]
I ._el'go'nomi, rakyat makmur dan ekonomi rakyat Aceh daratan pun

~®sumber data: Said Mudhakar Ahmad, Masalah Aceh: Dilema Antafa o
L Sikap, Martabat dan Rasa Keadilan, Waospada- {Harian), Medan, 31 Agustus :
1988, _ e

S ‘”ib:d
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_ ' dari £ Rp. 32 triliun yang
T dlsumbangkannya unituk negara pada tahun yang sama. Artinya

[kut terangkat Bahkan para pedagang darldaerah lain Sumatera_
ikut menikmatinya. Namun UU. No.: 10/ tahun 1985 yang
) mencabut status pelabuhan bebas Sabang seakan telah' pula-
mencabut ruh perekonomian Aceh Sejak saat itu Aceh pun_
“-terisolasi secara ekonomi.
B Pada tahun yang sama (1985), Koda“m l/[skandar Muda ‘
_yang menjadl kebanggaan rakyat Aceh Juga ikut - dilikuidasi ke
‘;;; dalam . Kodam 1/Bukit barisan Sumatera Utara, dengan. alasan
untuk ef|5|en5| dana Kekecewaan rakyat Aceh semakln men—-' |
5 dalam. L
e Sejumiah 600 darl 1505 desa.yang ada di Aceh Utara- |
. adalah penerima dana Inpres Desa Tertinggal (IDT) tahun: 19945
- fjtuartinya hampir 50% dari jumlah desa di-kawasan kota mdustri,
" petrodolar Lhokseumawe adalah desa miskin.. Ironisnya lagi
jumlah_desa 1DT di Aceh Utara merupakan angka tertinggi dari
~total 2.408 desa IDT yang tersebar di 10 daerah Tingkat Dua Aceh
‘tahun 1994.% : ‘
~ ‘Padahal. menurut data kantor Gubernur-Daerah Istimewa-
Aceh, pemermtah te[ah mampu menurunkan: persentase Jumlah‘
- rakyat miskin di daerah tersebut, dari 19,5% dari-jumlah. pen-
" duduk Aceh tahun 1984 turun ‘menjadi 13.4% dari jumlah pen-
duduk Aceh.di tahun 1993, Indikasi penurunan ini pada dasamya B
“menjadi. angka .semu bila dibandingkan -~ dengan rata-rata

. mencapa| 2 2% pertahun

82Tim thbang Kompas Profn’ Daemh Kabupaten dan Kota ves h 14

: EzSumber data Kantor GubernurPropms: Daerah lst:mewa Aceh, 1996
Sumber data: Sutedjo Suptno dan Mashud Ahmad Aceh Masa Lalu,

Km.' dan Masa Depan h 93
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Sebagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ;.
sinyalir mencapai 7% pertahun pada era awal sembilan puiuhan
pertumbuhan ekonomi rakyat Aceh juga mengalami penmgka;an
yang sama. Data kantor sekretariat- gubernur Aceh menyebutkan
angka pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun1992 adalah 7 ,8%.
Pendapatan perkapita rakyat Aceh diindikasikan juga meningkat
dari US § 204 perkaplta {termasuk- sektor migas). pada tahun
1969, naik menjadi US S 640 perkap:ta (termasuk sektor mngas)

pada tahun 1993 %

Dalam bldang industri, industri dasar menunjukkan
pertumbuhan '14,5%, sedangkan aneka industri menunjukkan
Ioncatan hingga 22.2%. kedua jenis industri ini menyerap tenaga
kerja sebanyak 17. 720 orang. Sedangkan industri kecil dengan
48.437 unit usaha menyerap 165.982 tenaga kerja. (data tahun
1995).%

Semua data- data di atas merupakan samp!e yang meng
indentifikasikan adanya kemajuan perkembangan di Aceh selama
pemerintahan Orba. Namun sayangnya indikasi kemajuan

~tersebut tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap

kesejahteraan rakyat Aceh sehari-hari, bahkan sangat tidak

~ sebanding bila dlhubungkan dengan jumiah konstribusi Aceh bagi -

devisa negara yang. mencapai 20-25 % dari APBN selama Orde
Baru berkuasa. - -

Pembangunan ‘berupa mdustrf berat ternyata kurang
- berpengaruh pada peningkatan sector informal di Aceh. Apalagi.

tenaga kerja untuk- pengembangan industri-industri’ tersebut

didatangkan dari luar Aceh, dengan alasan sederhana, kurangnya _
skill dan rendahnya mutu pendidikan yang dimiliki oleh putera i

ibid., h; 291
*tbid., h.47.
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" Aceh, tanpa pemah'ditetiti‘lébih lanjut apa yang menyebabkan
"V'hal itu terjada Hal ini tentu makin mempertajam- kesenjangan
" cosial dalam hal kesempatan ‘memperoleh pekerjaan, antara
."-‘penduduk asli: daerah dengan para pendatang
: ‘Sentralisasi - ekonoml memang telah menghancurkan
sendl sendi perekonom[an rakyat Indonesia: Ekonomi Indonesia
menga!aml kemajuan yang semu karena dlbangun di atas pilar-
pnlar yang rapuh ‘dan mengabalkan pemerataan, sehingga ter-
bukti tidak mampu bertahan melawan terpaan krisis moneter
+1998. ‘Namun apa.yang diterima daerah-daerah lain di Indone5|a
darl kebuakan Orde Baru yang sentralistik ini tidaklah, sebanding
- dengan apa yang dlalam: oleh rakyat Aceh- dari satu ciri lain
pemerintahan Orba, yaltu mllaterlstlk sebagawnana akan dibahas

; berlkut ini.

72 Daerah Opera5| Mlhter (DOM 1989 1998) :
Daerah- Opera5| Nllhter (DOM) adaiah sebuah astllah populer di 7
kalangan masyarakat Aceh bagu sebuah operam mllzter yang hakikatnya_

" bernama Operasi Jaring Merah. |
S Opera5| ini pada mulanya dtperuntukkan mengamankan_

sutu'asll dari: tmdakan ‘suatu’ gerakan yang disebut pemermtah N
- Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang selanjutnya disebut Gerakan
-Pengacau Keamanan (GPK).¥ Namun womsnya masyarakat yang’ |
“ tidak mempunyal hubungan apapun dengan GAM atau GPK telah |
" pula. menjadi korban- tmdak kekerasan dan pelanggaran Hak hak:l__ 7
Asast Manusia (HAM) yang dllakukan m:hter sepanjang: Operaspﬂ,

' Jarmgan Merah ! h|ngga V!II darl tahun 1989 hmgga Agustus‘:;" :

;gustus_1998
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Dilihat dari pola pelahggaran HAM yang terjadi., Sepérfi .
(1) ‘adanya pembunuhan; {2). ) -adanya penyiksaan atau pe. ,

nganiayaan baik secara fisik maupun: ‘mental; - {3) adar;ya

penangkapan dan penahanan yang sewenahg- wenang, @)

adanya kekerasan seksual; (5) adanya penghilangan paksa, dan
lainnya, maka ditafsirkan bahwa yang terjadi di sepanjang DOM

bukan hanya sekedar pelanggaran HAM biasa, tapi telah terjad|

suatu tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan {crimes against

' Humanity). Bahkan lebih jauh ada juga yang melihatnya sebagaj
tindakan The Cnme of Genocide, ke;ahatan berupa pembunuhan
besar-besaran

Bagi masyarakat Aceh DOM telah menjadl momok yang .

sangat menakutkan dan traumatik, sebab aparat ABRI cenderung
bertindak semena-mena terhadap rakyat yang dicurigai mem-
punyai hubungan dengan GPK atau GAM. Timbul pula rekayasa
bahwasanya rakyat yang tidak terlibat tindak kriminalitas épalagi
melanggar hukum lainnya, pun dianggap sebagai anggota
gerakan tersebut. : ' : '

Kronologi diberlakukannya Operasi Jaring Merah di Aceh

menarik untuk dipelajari dan diteliti secara seksama. Sebab pada
dasarnya Gerakan Aceh Merdeka yang diproklamirkan Harsa'n' Tiro
pada 1976 sudah berhasil diberantas pada 1980, Kekuatan GAWM
vang diperkirakan sekitar 50 orang dan tidak banyak mendapat

dukungan rakyat ketika itu telah berhasil dilumpuhkan. 3 tokoh-
GAM yang berstatus menteri berhasil ditembak.'Mereka adalah -
Dr. Mukhtar Hasbi, Dr. Zubir Mahmud dan Tengku llyas Leube. .~

Tiga tokoh lain yang juga berstatus menteri kembali ke pangkuan

Republik, yaitu: Ir.” Asnawi Ali, Amir Ishak dan Tengku Thahir

‘ ®yappika, Aceh Jakarta Papua: Akar Permasalahan dan Alternat.'f Proses
Penyelesaian Konflik, {Jakarta: Yappika), 1998, h. 63
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Husin. Tokoh-tokoh lain'seperti Dr. Hasan Tiro, Dr. Zaini Abdullah,
pr Husaini -Hasan, M. Daud Husin, dan lain-fainnya berhasil

:::'i?‘:r'rim&"a“kan diri ke luar negerl dan menetap di Malaysia dan

- Setelah terdlam selama 8 tahun pada 1989 isu GAM

“ kembali merebak ke permukaan. Ke}adlannya berawal dari ter-
' Jadlnya perampasan 18 pucuk senjata TNI yang sedang melaku-

kan program ABRI Masuk Desa (AMD) di kota Makmur, Aceh

Utara. Di tahun 1989 itu, seorang anggota Kopassus yang desertir

berpangkat -kopral, . tiba-tiba -muncul’ dan. menyebut dirinya

‘sebagai panglima. perang - GAM. Kopral itu ‘menyebut dirinya

sebagai ‘Robert.”® Sebuah nama -yang tidak lazim bagi kalangan

~ umat Islam Aceh, khususnya GAM, karena umumnya anggo_t'anya

beragama Islam. : :
' Sejak aksi perampasan senjata api itu, Robert terus
menciptakan berbagai aksi teror di sana-sini dan menyebut-

nyebut dirinya sebagai panglima-GAM. GAM yang saat itu kurang
-populer. di kalangan masyarakat Aceh mendadak muncul - ke
“permukaan : :

Dalam' kondts; keamanan Aceh yang mulai tidak stabil i ini,

" kemudian Ibrahim Hasan selaku Gubernur ketika itu-melaporkan

situasii'te'rak_hir Aceh kepada Mendagri Supardjo Rustam, Pangab
Tri Sutrisno dan Presiden Soeharto.”™ Hasil dari laporan inilah
yang kemudian ditindaklanju'ti dengan‘pengir.iman pasukan. non-

‘ Bf'sm‘yan tbrahim Taba, SH Peranan Hukum Humamterdalam ‘Pe-
nyelesaian Konflik Aceh, Maka!ah “Penataran Hukum Humaniter Internasnonal
Tingkat Lanjutan”, Banda Aceh, 10-14 April- 2000
* Neta S. Pane, Sejarah don Kekuatan.., h. 172 ‘
*|brahim Hasan, Semua- Orang Menyalahkan Saya, Wawancara dengan
Hanan Repubhka, Jakarta, 12 Agustus 1998
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h:ngga Pemilu 1987 di Aceh. Oleh karena itu, Pemda di era

R untuk rakyat Aceh.*®

G (Hartan) Jakarta, 7 September 1958

‘ Dalam salah satu upacara di Pendopo Langsa {Aceh T;mur)
.pada tahun 1991, . menjelang Pemxiu 1992, Gubernur Ibrah:m
Hasan sempat keceplosan bicara’ : “Sekarang sangat mudah
untuk memenangkan -Golkar, di Aceh Cukup dengan mengarnbil

organik ke Aceh dalam sebuah operasi mllster untuk mem-' A
perantas GAM atau GPK. S
Uniknya, para tokoh GAM sendiri blngung dan tidak tah" o
persis siapa sebenarnya Robert. Sebagian dari mereka kemudian .
mencari tahu. Dari sini berkembanglah-isu. bahwa Robert- sengaja -
disusupkan oknum tertentu di TNL' Tujuannya, “tak fain untuk'
menampilkan GAM sebagai sesuatu yang buruk. Di samping. o
kehadiran Robert merupakan bagian dari rekayasa agar. ada _
legitimasi untuk menghabisi orang-orang GAM.” _ S
Robert sendiri tetap menjadi tokoh mlsterlus setelah Ia‘:'-'-."
sendiri berhasil kabur ke Malaysia pada tahun: 1991, dengan-- o
meninggalkan ‘kondisi Aceh dalamsituasi yang t;dak menentuf e
setelah pemberlakuan DOM. Kemisteriusan tokoh Robert tetap * -
“tidak terkuak, meski Tim khusus Pansus Aceh DPR-R! pada awal
Desember 1999 dalam acara- dengar peridapat: dengan paraj }
petinggi militer yang mempertanyakan hal tersebut, namun ‘tidak - -
satupun dari petinggi militer yang bertanggung jawab terhadap"‘
~ berlangsungnya DOM di Aceh itu memberi penjelasan..
_ Hal ini membuat munculnya beberapa hipotesa dan‘.';‘?';_'..
analisa tentang sebab dasar diberlakukannya: DOM di “Aceh: .~
- Sebagian kalangan menilai bahwa |ah|rnya praktik . DOM’ tldak{‘,:'_'_.f §
-.terlepas dari -kemauan birokrasi yang berambisi “untuk- me
menangkan Golkar yang tidak pernah dapat: meraih kemenangan -

1993).% ‘

e Sebaglan kalangan 1a|n memlal pemberlakuan DOM
'_adaiah upayashock therapy. untuk meredam bibit-bibit ‘pem-
_bangkangan dan perlawanan. rakyat yang mulai. timbul -akibat
kesenjangan ekonomi yang- dirasakan karena ketidak- adilan
pemerlntah daiam alokasi hasil sumber daya alam Aceh. Untuk
itu, tmdakan strategis. yang berdampak lama adalah mematahkan
- matos jiwa’ patrlotxk dan semangat pantang menyerah ‘yang
 selamaini tetap melekat pada orang Aceh. %% |

' _Penilaian ini setidaknya: dapat diperkuat dengan aksi

nya_.hanya di .seputar Aceh Utara dan kota Lhokseumawe

. memang sedang. dzperebutkan berbagai kelompok kepentmgan
baik d: pusat maupun di Aceh sendiri.

- . Abrahim- Hasan menghadirkan DOM 5ebaga[ upaya shock therapy

NetaS Pane, Sejamh dan Kekuatan h 173 .
Ib:d -h. 175

X . .. 85
- “Tibid..
Heuku Rusydi ‘Aiyab, Konflik Aceh dari GAM ngga ke DOM Republika:

_,jThn v, 25 Januan 1999 _

2- ~ EEthLAKA_nACEH DALAM PERspamp_S?ARt'AT-" ’

;dua .orang. saja: di' setiap daerah maka Golkar di Aceh akan
.menang ” (Penjelasan Kaoy, Syah Wakil Ketua DPRD Tk I Acehl

'kerlcuhan dan teror yang. ditimbulkan Robert dan teman- -teman-

khususnya. Padahal basis perjuangan GAM sesungguhnya hanya
di Aceh Pidie. Tak heran jika muncul asumsi bahwa daerah ini

. Hipotesa dan analisa lain yang juga mencuat, bahwa.. .
pemberlakuan DOIVI d|tu3ukan untuk menghancurkan poten5|_*
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- masih. membutuhkan penelman “dan- pembuktlan heblh Ianjutf

.- seminar. dan Lokakarya. Rancangan’ Qanun tentang Pembentukan Mahkamah

‘kekuatan - Isiam yang ada di Aceh atau ia merupakan bentuk; -
penghancuran adat dan budaya Aceh sampas ke akar- akarnya .

Semua anahsa dan- hlpotesa.' ;f’atas mengarah pada suatui;-;-,-
kesumpu]an bahwa lahlmya GAM di Aceh pada penghUJung tahun‘._.._‘
delapan puluhan yang: dltlndaklanjutl ‘derigan” pemberlakuan_f
OperaSI Jaring: Merah adalah rekayasa pOlltlk Orde Baru. Soehartoj: :
dan. sejumlah- tokoh elit: ABRI. ketlka itu, Ke51mpulan ini tentu;

p5|koiioéls“'"'ang uku aku_ “a'g‘l rakyat Aceh khususnya denganf;
_.yang tmggal dl Seputar wﬂayahﬂkonﬂlk }

T untuk’ dtketahw kesahlhannya Namun ‘menurut; “hemat. penulis.
‘ "bahwa kesmpulan |tu cukup Iogl "untuk dlcermatl mengmgat{;

‘flamanya waktu operas g apal 9 tahun,_dengan m
l|batkan 7000 anggota'Kopassu 'a'n' Kostrad 98 hanya untuk'
_menumpas 143 persoml kekuatan GAMI ketlka itu? :
- Bahkan Tengku Sofyan Ibrahim Tiba j jury, rundmg mewaklll‘_
: GAM dalam Komlte Bersama Modahtas Keamanan (KBMK) Aceh

e Jems Kasus s “-"f:r__"-']um[.éi_h;l(a_g.,u"é‘.{fj"f | ;
1958

dalam’ Wawancaranya dengan penuhs ‘sama. sekala tidak me—f BE H;lang_ .Pencuhkan' T

nyangkal smya!emen bahwa GAM ada\ah rekayasa Orde Baru ‘ ’.Penynksaan - 3430
'-?Soeharto atau bahkan. TNI. Menurutnya Orba. memang banyakl‘ ’,Pemerkosaan R 128
. menc;ptakan rekayasa rekayasa poht!k termasuk menmptakan' : _ fPeiecehan Seks :

“konflik agar rakyat resah dan dengan kondisi: jtu: ‘seolah’ rakyatl 6. ;,Pembakran Rumah

membtituhkan “militer.” Kemud;an terjadi pemblaran terhadap" Lj_'fPenJarahan dalam Rumah

: - ,rekayasa rekayasa tersebut sampal akhsrnya membesar dan’ tlda _
‘-.:;-mampu dlatas: kembal" .setelah mendapat “sambutan dan

R AR Y o L Totalkasus onrs
S g?Mukhtar Aznz Penerapan Sycm ah !s!am di Nanggrae Aceh Darussaiam. e
f“-'r.:f'dan Sumbangannya Kepada Penyelesman Konfhk Aceh,’ (Jakarta _Makalah

- Syari at di NAD, 8- 10 ‘Maret 2002) :
o QBRepubhka (Harlan), Jakarta,- 10 Agustus 1998 e
S E’S’Angka 143 dlperoleh dari sumber data TabIOid Kontras No 131 Thn
i ';-IV 4-10 Aprll 2001 Juru:runding GAM- kalt"" u Sofyan lea' en
e ‘:_'sekltar seratus empat puluhan ' S :

,JUnwersnas Muhamfﬁadlyah Banda‘Aceh 15 Jun} 2001
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E 2000, h:4

e TPF di tiga wilayah konflik Aceh.

B i c G o

‘ Sum'bér“dﬁta Kontras (Tab!oml) No 131, Th 11\.!1-5;10 Apr 2000
R Drh:mpun dari berbagm sumber

Seiam kasus kasus di.atas, ”.emberlakuan .;O-M uga telah
‘ membawa akses lain yang tak kalah berat; sepert atim )
anak korban DOMyang: mencapal 16 375 orang - n_wem.ngkatnya
_-jumlah Janda ‘cerai-mati. dalam: usia- produktaf ang: mer
-angka 27. 397103 sehmgga banya i " " -.
dengan sebutan mong baiee ( Jand‘,_.‘)_f Di SlSI Iam sekj’c_ar 7 mllyar
uang warga. dsperk;rakan duarah/'berbahk 14

-‘ _'-waktu g tahun tersebut

.. Tim Pencari Fakta (TPF} LSM Aceh juga menemukan
kuburan massal di Bukit Sopoyono, Desa Leubok Pengpeng,
Peureulak Aceh_ Timur. Menurut dua pekerja yang mengaku duly
dipaksa mengubur para korban oleh aparat, di daerah itu pernah -
dikubur ratusan mayat dan 90 di antaranya dimakamkan dalam
tiga liang berdekatan “Umumnya mereka dibawa kemari dalam-

_keadaan hidup dengan.mata tertutup, setelah masuk ‘lubang,
bary dibunuh, lalu kami disuruh menimbunnya”. Tutur salah satu
pekerja tersebut kepada TPF-LSM Aceh, jum’at 11 September.

| 1998.1%7 _

-~ Darihasil lnvestlga5| dl ‘Iapangan yang dl!akukan olef | Selama proses DOM berlangsunthahun tercatat hanya

- Kofﬁnas HAM' selama tiga. han d| Aceh dttemukan 9 tempa S . belasan tokoh GAM yang tewas, 27 orang. dihukum: dan lainnya

“kuburan massal korban DOM: yang tersebar di 3 Kabupaten Aceh:._ “ . f. terpencar melarikan diri. %% selebihnya adalah korban masyarakat
pidie, Aceh Utara, dan Aceh Tlmur e G, - § sipil yang sebagiannya dituduh sebagai simpatisan GAM,-korban

; - Menurut penuturan Tengku Ayub seorang warga'* fitnah,. atau bahkan orang tua, wanita dan anak-anak yangtak

' :'Seureuke Kecamatan Jambo Aye, ‘Aceh. Utara dia mellhat-:__-: mengertl po!|t|k sama sekali. Semua . proses penangkapan

ratusan. Jenazah bergellmpangan dl dalam satu Iubang yang.: penyiksaan maupun hukuman tembak d:[akukan tanpa melalui

_ kemudlan dikenal sebagal Buklt Tengkorak Ieblh kurang 60 KM:-:‘ _proses pengadilan sama sekali. :

. darl Lhokseumawe 106 : : RPN Untuk mengetahui lebih dekat Bagaimana pr’oses

. : pelanggaran HAM semasa DOM dilakukan, Berikut akan di-
kemukakan beberapa contoh kasus kekerasan.” 109
" 1). Diikat, ditarik ramai-ramai falu dstembak _ ,
Kejadian ini menimpa Syech Asnawi Yahya (32), Sar;ana FKiP
Jabal Ghafur, Sigli. Sebagai keuchik ( kepala desa ).di Blang Kulam,
. Kecamatan Batee, ia tak mau warganya-disiksa oleh aparat atau |

.- ~'symber: YP—HAM KIP-TKA, PSPK Jakarta Subsatgaspen OCM GAM
B Antara dan Dokumentasr Kontras Kontras (Tablond), No 131 Th. IV 4 10 Apr

_ szumber thid
1% imber: Bala: PusatStat:st;k(BPS )Aceh 1992

mqSerarmb: Indonesia. (Harian), 21. November 1998‘ emu

Y serambi Indonesia (Hrarlan), Bahda Aceh, 14 'Septe'mber- 1998.

~ "% ontras (Tabloid), No. 131, Th, IV, 4-10 April 2001 - - |

%pisadur dari buku Al Chaidar, Sayed Mudhahar Ahmad, Yarmen
' Dinamika, Aceh Bersimbah. Darah: Mengungkap Penerapan -Status Daerah
' Operas; Mihter (DOM) di Aceh 1989-1998, (Jakarta Pustaka Al Kautsar, 1999)

- gompas ( Hanan) 25 Agustus 1998 . : L
08 ‘Chaidar, ‘Sayed Mudhahar, Ahmad Yarmen Dmamtka Ace
Bers;mbah Darah: -Mengungkap’ Penerapan Status ‘Daerah- Operasr Milit
(DOM)df Aceh 1989—1998 (Jakarta Pustaka Al Kautsar), cet(VI 1999 h4108
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dlcula L
dengan aparat ‘mengenai masalah: itu, “ia pun diambil petugas..

. pada suatu-hark ditahun 19915 Ialu dlbawa ke jembatan Dellmiif S
- Ppidie. Lehernya d]pasangl tall Talu.. beberapa ‘warga® disuruh
~ menarik tahtersebut Da!am situasiini; ‘aparat: lalu menembakkan: - -
: 'peluru ke'-tubuhnya. Mayat AsnaW| itu. baru boleh dlambu_:;;
‘keesokan hari. oleh ;bunya : SN

2). Tak boleh tutup aurat saat shalat R
Sayed Abdullah, SH.-(42) mantan po[|51 yang kemudlan beralih

jadi kontraktor ini diambil 2 oknum: pasukan Elit. Kopassus dari

“rumahnya pada - Ramadhan 1994. Tanpa ba- bl bu. !angsung

d|masukkan ke mobil kijang: terbuka menu_su ‘posko-keamanan di
kota Bakti, Pidie. Tanpa ditanya apa-apa, Abdu[lah warga Blok .

Sawah, Sigli, ditelanjangi -dan dianiaya: bergantian. ‘Setelah itu

masih dalam keadaan telanjang bulat dibawa ke Tangse. Di Blang.
Dhot ini ada pos Kopassus. -la disuruh-berdiri. di: sana. ‘Ketika~
masuk waktu shalat ia - minta pakalan untuk. menutup aurat tetapi . -
. tak diperkenankan. 10 bulan ia disiksa " berat baru: kemudlan :
- difepas. Abdullah tak terima dituduh seolah-olah terhbat GPK.la .
~ sendifi justru pemberantas GPK. Bahkan ia pernah mendapat'”_
~ penghargaan dari Pangdam Iskandar Muda Aceh- sewaktu ber- .
"tugas di Kepohman ikut-dalam opera51 menumpas Aceh Merdeka R

3) Kepala Dikuliti Di Depan Anak

© M. Yusuf (12), bocah Desa Buloh Blang Ara, Lhok Seumawe,":_f_‘:5_:".5?" g
__l__-mencerltakan penculikan dan - pengamayaan terhadap ayahnya
M. Jakfar kepada.tim’ pencari fakta (TPF) -DPR - RI. 30 Juh 1998

. di. gedung DPRD Aceh Utara
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k dengan dallh lkut operasa Tapi: karena sermg adu argumen, .

Yusuf yang ketika kejadian itu berusia enam tahun
menceritakan dalam  Bahasa. Aceh, bahwa ayahnya diambi
tentara ketika sedang makan. [a ditinju dan ditendang. Kemudian
kepalanya dipukul dengan popor senjata hingga kulit kepalanya
sobek. Selanjutnya.kulit kepala itu dikelupas-dengan tangan oleh
seorang tentara dan ditarik ke belakang kepala yang telah tak
berkulit itu pun masih dipukuli hingga kemudian diseret dan
dilempar ke'dalam mobil seperti bangkai.

4). Dltembak Di Depan Umum
Imam Sulaiman (40), warga Lueng Dua Simpang Ulim, Aceh

Timur mengalami naas di tahun 1990, seperti yang dikisahkan . .

adiknya M. Daud. yang melapor kepada FP-HAM, abangnya
diambil petugas sewaktu kenduri di rumah Keuchik setempat. -
Lalu dibawa ke pos Lueng Puet,. diinterogasi - diikuti pukulan
bertubi-tubi. Setelah itu, korban dibawa ke lapangan sepak bola.
Di sini Ia dlpukui dan d|pertontonkan kepada warga, lalu
ditembak dua kali dlsakmkan ratusan warga .

5. Kamp Penylksaan Rumoh Geudong

Kisah ini diceritakan oleh Tgk. -Abdur Rahman (70), warga
Geulumpang Tiga, Pidie, kepada TPF-DPR-RL. la- diambil. oleh
aparat sepulang dari sawah atas sepengetahuan Kepala Desa.

- Lalu--d-ib.awarke'm-a;r.k_as-’-Rumoeh.vGeuclon"g-di Kec.-Geulumpang
Tiga. Di sini ia disiksa tiga hari tiga malam. Ditelanjangi dan

kemaluannya disetrum. Kedua tangan diikat seperti orang disalib. -
Waktu itu ada lima pria lain-yang juga ditelanjangi.dan disetrum.
juga ada 2 perempuan.yang diperiakukan sama. “Mereka ber-
tanya kepada saya di mana senjata. Mana- saya. tahu ‘saya tak-

“punya senjata. Saya terus: dlpaksa untuk menjawab. Saya dipukul .
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fagi lalu dlmasukkan dalam bak berisi_tinja dan kotoran got,
setelah puas disiksa, kemudian saya dimasukkan dalam sel dalam
keadaan telanjang, tiga hari tiga malam. Akhirnya: saya dibawa kef"
kuburan, di’sini saya disuruh.gali lobang, katanya mau ditanam
hidup-hidup karena tidak mau mengaku. Sdya hanya menyebut

nama Allah sambil menggali. Kemudian'saya disuruh masuk ke

dalam lubang itu dan terlentang. Mereka menimbunsaya dengan
tanah dengan diinjak-injak, terutama di bagian- perut. Empat
‘menit kemudian mereka gali lagi tanahnya. Saya diangkat sudah
lemas. Kemudian dibawa lagi ke Rumah Geudong. Dlteianjangl
lagi dan ditanya mana senjata. Saya maS|h jawab. tidak tahu
rarena memang tidak punya.senjata. Akhlrnya saya: dimasukkan
~ke dalam sel. Esoknya saya lihat dua 'dari tujuh  orang yang
ditahan bersama saya telah meninggal. Mereka _dimasukkan’
- dalam goni.pupuk, dan menjelang malam dimasukkan ke dalam
mobil. Akhlrnya saya dilepas. Sebelum pergi saya dibentak lagi
katanya “apa yang kau alami dan lihat di sini jangan di-
beritahukan kepada siapapun, awas kalau kau cérita”. Sesudah
itu saya disuruh pulang dan baru sekarang beram bercerita

kepada Tim Pencari Fakta DPR. Apa yang: saya sampaikan ini |

benar adanya. Saya bersedia bersumpah pakai -al-Qur'an. Saya
juga bersedia ditembak, asal jasad saya tidak dihilangkan, biar
anak dan cucu saya bisa ziarah”. Demikian: bunyi pengakuan yang
dituturkan langsung korban Tgk. Abdur Rahman.

6). Kekerasan Terhadap Perempuan’’®

lesampaikan Dir, Eksekutlf Flower Aceh,. berdasarkan sumber dari

dokumentasi LBH, aktivis dan LSM Aceh, kesaksian’ korban, keluarga korbarr ‘

dan saksi mata. ,Li_hat Aceh Bersimbah-Darah; h. 9_3—94 o
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Seorang ibu rumah tangga berinisial NM (38) warga Laweung,
Pidie ditangkap. Kopassus pada Agustus 1956. Ketika diinterogasi,

korban disiksa ditelanjangi dan disetrum di Pos Aron. Lalu dibawa

lagi ke Pos Tiro, ditahan 2 malam serta mengalaml penyiksaan

serupa.
3 orarig gadis berinisial AS, AN, BC, ketiganya warga Sawang,

‘Aceh Utara, pada tahun 1991. ketiga korban diperkosa oleh

petugas (kesatuan tidak Jelas) setelah diperkosa, ketiganya
dibaringkan bersusun, [alu ditembak.. _

Demikian beberapa contoh tindak kekerasan dari ribuan
contoh kasus yang terjadi di Aceh selama 9 tahun pemberlakuan
DOM. ‘ o
- Menurut Prof. Dr. Dadang Hawari, Psikiater dan Guru
Besar FK-UI penyembuhan trauma bagi korban DOM ini akan
memakan’ waktu yang sangat lama. Bisa berbulan-bulan, ‘ber-
tahun-tahun, bahkan seumur hidup. = :

Dari uraian terdahulu dapat distmpulkan bahwa polltlk
Pemerintahan Orde Baru terhadap Aceh telah- menimbulkan
kekecewaan yang ‘mendalam bagi rakyat Aceh serta hilangnya
kepercayaan terhadap Pemrerl'ntah‘ Pusat. Kebijakan Pemerintah
Orde Baru —khususnya penerapan DOM- telah pula meni'nggalkan_

‘kesan pahit dan dendam yang sulit d|lupakan pada sebagian
keluarga korban DOM. Hal ini mulai terlihat setelah dicabutnya

DOM dari Aceh dan mulai terkuaknya semua informasi di era
reformasi tentang’ kejahatan. oknum _militer selama pem-
berlakuan Opera5| Jarlng Merah. tersebut

Tomerere

Wajalah Ummat, 7 september 1998
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KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH
TERHADAP ACEH DI ERA REFORMASI

Operasi Jaring Merah atau DOM secara resmi dicabut

pemberlakuannya pada masa. pemerintahan  Habibie.: Pangab

Jenderal TNl Wiranto dan kunjungannya ke Lhoksemawe 7
Agustus 1998 secara resmi mengumumkan pencabutan tersebut..
Pada kesempatan itu, Wiranto juga -meminta maaf atas‘tindakan

oknum ABRI vyang menyakitkan hatl ‘masyarakat. ‘se'Eam'a _
pemberlakuan DOM. o ‘ ]

Pencabutan DOM dan permohonan maaf ini mendapat

.. tanggapan baik dari masyarakat Aceh. Meski kedua hal ini saja.
tentu belum cukup untuk mengobatl luka hati masyarakat Aceh;,
L Karena haru5>d|bareng| dengan penegakan supremas: hukum dan -

- ‘pemberian kompensasi bagi para.korban. Namun: setld_akn_ya;
~.upaya pemerintah ini dapat ditafsirkan sebagai good. will

pemerintah untuk memulai era baru hubungan pemerlntah pusat,
dengan rakyat Aceh. - E

Good will pemerintah juga terhhat dan dltenmanya ustil
inisiatif anggota DPR (Tim Pansus Aceh) oleh pemerintah untuk

‘merealisasikan keistimewaan Aceh. Hal:mana terbukti dengan

diterapkannya UU No. 44/Thn. 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Aceh yang terdiri dari 4 substansi penting berupa;
penyelenggaraan : kehidupan beragama- (Syari‘at Islam);. pe-

‘nyelanggaraan. kehidupan -adat; penyeienggaraan pendidikan;

dan peranan ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Namun
UU'ini tidak dapat berjalan efektif dan’ efisien mengingat keadaan
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keamanan yang tidak kondusif dan kondisi daerah Yang

mengalami perubahan dengan sangat cepat, akibat terbukanya'

| iklim demokrasi dan kebebasan serta akibat akses pelaksanaan
DOM yang mulai diketahui rakyat umum dan tidak pernah ter.

selesaikan secara hukum Semua ini- menghasilkan munculnya

generasi baru Aceh yang tidak mudah menerima iktikad ba;k
pemerintah. :

- Harapan baru masyarakat Aceh juga kembali harus pupus |

setelah melihat kenyataan bahwa perilaku aparat militer
terhadap masyarakat Aceh tidak pernah berubah meski- DOM
telah dicabut. Yang terjadi hanya perubahan nama sandi operasj

dan subjek pelaku. Berbagai operasi keamanan yang diambil alih

pihak kepolisian pun digelar. Seperti operasi Satgas wibawa, 1999
~dan operasi Sadar Rencong {OSR). 5000 pasukan yang diberi

nama Pasukan Penindak Rusuh Masa (PPRM)**? yang berasal dari.

kesatuan Brimob kembali dikirim ke Aceh. Uniknya, mereka tetap
dilengkapi senjata organik TNI, seperti M-16 dan jenis 5523
' Sederetan kasus pelanggaran HAM kelas beratpun

‘kembah terulang di Aceh. Pembantaian ‘terhadap warga sipil

adalah kasus yang paling menonjol ketika ‘itu. Di antara kasus-
kasus itu-adalah :** :

‘1. Peristiwa Pusong Aceh Utara (3/1/1999) Dllakukan aparat
~ TNI Yonif Para Linud 100/PS, mengakrbatkan 7 warga

tewas.dan 23 lainnya luka-luka.

2 Peristiwa Kandang, Aceh Utara (9/1/1999) Dilakukan oleh :
- ‘_-t[m Gabungan Satgas Wibawa 99 yang menangkap'-

' 'nzsumber Kontras (Tablold), No. 131, Th 1V, 4-10 April’ 2001
'mNetaS Pane, Sejarah dan Kekuatan."h177
Sumber data : Majalah Sabifi, No. 5 Th.IX, 29 Agustus 2001 h. 27—28
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dengan semena mena 40 warga snp|l menewaskan 1
orang, dan membakar 1 unitrumah,”
Peristiwa gedung - KNPI - Lhokseumawe - (9/1/1999) dj-

lakukan 50 anggota: Tim Gabungan Satgas Wibawa 99~

yang menganiaya sekitar 40 tahanan sementara’ Operasr
>atgas. Mengakibatkan 4 tewas dan 23:luka-luka berat.”
Karena mendapat sorotan tajam dari masyarakat, kasus..

ini dalam waktu cepat disidangkan_ oleh Mahkamah
Militer di Banda Aceh. Mayor Bayu selaku. dalangnya

dihukum 6 tahun penjara dan dlpecat dari: dinas TNI, -
sementara anak buahnya dlhukum masmg—masmg 4 .

- tahun.

Peristiwa Idi Cut Aceh Timur. (3/2/1999) Dllakukan' _
aparat Linud 100/PS, yang menembak: sejumlah warga-‘ '
yang baru pulang menghadiri rapat umum yang’ ‘disebut-
sebut aparat sebagai ceramah Aceh Merdeka. Akibatnya-7.
warga tewas, 6 orang {uka luka, & rumah dijarah, dan
belasan orang hilang.. Mayat-mayat. korban ditemukan-
penduduk dalam sungai Arakundo dalam keadaan terlkat'. )
dalam goni plastik. - S SR
Peristiwa Simpang KKA Krueng Geukuh Lhokseumawe :
(3/5/1999). Dilakukan pasukan Den- Rudal OOl/Pqu _
Rungkom dan Yon Infantri 113 Aceh ‘Utara, Tercatat 46
warga tewas, 156 |uka-luka dan 10 orang hilang.
Peristiwa Beutong Ateuh, Aceh Barat (23/7/1999)
Dilakukan - pasukan Yonif 131 dan 133: dldukung satu’

pleton’ pasukan’ Kostrad 328 di bawah BKO Danrem’.

011/Lilawangsa Aceh Utara. Dipimpin Letkol Inf. Sudjono, -
Ka. Sie intel Korem 011/Lilawangsa.: Peristiwa “ini juga:
dlkenal dengan perls‘uwa Teungku Bantaquah pimplnan‘_-
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pondok pesantren dimana kejadian berlangsung, 57 santrj
dan Teungku dlbantal dengan biadab, puluhan lainnya
~Juka serius. . -

7. Peristiwa Aceh Selatan (11/9/19_99). Dilakukan Brimob,
Gegana dan Pasukan TN! BKO Yon 131 Aceh Selatan, 3
warga tewas dan 242 orang menderita luka parah dan
ringan. -

8. Peristiwa Samadua, Aceh Selatan {(10/11/1999). Dilakukan
oleh Brimob dan Gegana yang menembaki para demon-
stran. 2 warga tewas dan 5 orang luka-luka,

Kebijakan pemerlntah Habibie terhadap Aceh, tercermin
darl pidatonya. ketika mengunjungi Aceh 26 Maret 1999, selain
meminta maaf kepada masyarakat dan keluarga korban operasi

militer, Habibie atas nama Presiden dan ABRI, juga menyatakan

telah menginstruksikan agar ABRI tidak melakukan tindak ke-
kerasan dan pertumpahan darah lagi. Dia juga minta pengusutan

tuntas sesuai hukum terhadap oknum ABR! maupun masyarakat

yang melawan hukum dan melanggar HAM. .
Secara lebih rinci, kebijakan-pemerintah Habibie terhadap

Aceh terurai dalam bentuk janji-janji yang disampaikan Presiden

dalam dialog dengan masyarakat dan mahasiswa di Mesjid Raya
- Baiturrahman  Banda Aceh. Janji-janji pemerintah tersebut
~adalah:*.

1 Melanjutkan program pembebasan narapidana yang

terlibat dalam aksi-politik selama tahun 1989-1998. Dalam

hal ini Pressden menyebutkan dirinya telah memberikan -

pengampunan dan pengurangan hukuman fcerhadap 57
orang tapol/napol GPK Aceh, yang meliputi grasi 41

115Serqmbi Indonesia (Harian),:27 Maret 1999
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i .orang, amnesty 9 orang, remnsu 2 orang, dan bebas
'_f'bersyaratSOrang ST TORIRNS P '
.. Pemerintah rnenfasrlltam pemakaman ‘kembali para
'_.”korban DOM. di pemakaman umoam. o
3. Memberikan bantuan - kesejahteraan dalam bentuk"'
-peasiswa. bagl anak yatlm, penyaluran kredit usaha kerja.
. atau bantuan fain kepada janda-janda, orang. cacat, dalam -
- bentuk. rehabilitasi: ekonoms 5051a| dan. lain- lain. Habibie .
- “juga bersedia: menjadi orang tua . asuh,putra putri-ber-
" bakat yang akan dibina sebagai'anak angkat Habibie.
. Membangun kembali bangunan di desa-desa, di Jokasi-
lokasi wilayah operasi- keamanan, serta rehabilitasi mental
spiritual dari semua akses: operas; keamanan.’ :
: Menlngkatkan “status" 85 madrasah . swasta ‘menjadi-
: madrasah negeri di beberapa kabupaten Aceh dan mem-
benkan bantuan guru yang, memada| untuk menlngkatkan '

mutu pendidikan. .- .

Mendirikan: I\/Iadrasah Allyah sebagal wahana pendidikan .

- ujama mtelektual Aceh dengan koordinasi Departemen -
Agama dan: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

. 4BPPT) .

~7. ‘Memperpanjang: iandasan pacu- bandara Iskandar muda

- -sebagai pelabuhan hajl yang akan dloperastkan mulai -
“tahun 2000 : ‘ -

Mengembangkan Kawasan Pengembangan Ekonoml Ter-

- padu: (KAPET) Sabang dengan potensi.unggulan: Me!:putl*-
sektor perikanan, industri dan pariwisata. Untuk itu akan
: dlbuka kembalu pelabuhan bebas Sabang mulai tahun '

2000

9. Menghldupkan kemba[uarlngan kereta ap| di Aceh
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Dari kebijakan-kebijakan di atas, poin nomor 4 dan 5‘

hingga kini belum terealisasi, sedang poin nomor '3 Meskj
sebagian sudah mulai dijalankan tapi sangat tidak memads;
Sebagai contoh, korban yang rumahnya dibakar serta anak dap
suaminya dibunuh cuma dibayar. Rp. 1 juta sampai 1,5 jutg.

Tetapi rumah yang dibakar tidak dibangun kembali. Ada jugy -
-perempuan yang cacat dan.pernah diperkosa, justru tidak
menerima apapun. Kompensasi juga.tidak merata ‘diterima gj -

semua wilayah konflik mengakibatkan para korban DOM yang
tidak memperolehnya menjadi marah. 116 Sementara bantuan
kesejahteraan lain yang dijanjikan 'dalam bentuk. penyaluran

~-pengkreditan. usaha kerja, sama sekali. tidak. berjalan. Hal ini -

antara lain disebabkan minimnya dana kompensasi yang di-
sediakan pemerintah bagi korban DOM yang hanya mencapai 2,6

~Milyar.™"" Sementara ;umlah data korban ekses DOM terlalu

banyak.

Adapun poin-poin lain dari kebuakan di atas, sudah mulai

tampak - dijalankan, meski sebagian lainnya juga menghadapi
kendala ekonomi dan regulam dalam pelaksanaannya,” seperti

proyek pembangunan jaringan kereta api-Aceh yang anggarannya
tersendat-sendat setiap tahun dan terkesan sangat tidak serius.

Pengembangan Kapet Sabang serta pelabuhan bebas Juga‘l

terhambat akibat minimnya prasarana penunjang dan regulasi

Pemerintah yang mendukung ke arah itu. Satu-satunya janji

Habibie yang sudah terealisasi sepenuhnya adalah diangkatnya

status Bandara Iskandar Muda menjadi bandara haJ| sejak tahun *

2000.

116Maualah Oposisi, No. 23, Th. |, 6-12 Januari 1999
W serambi Indonesia, {Harian), 7 November 1998
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; leenai" (OTK) dan "Provokator adalah dua :st:lah yang;
fdlmunculkan bagl pelaku kejahatan dan tmdak kekerasa' e
masyarakat yang, semuanya tidak. pernah tersentuh oleh h kum

ketidak mampuan pemerlntah untuk menegakkan suprema5|

hukum dl Bumi. Serambl Mekkah i
Tuntutan penyelesalan masaiah Aceh dengan cara

referendum ‘mienjadi”. populer seteiah “dilakukan:.:
. 1999 Tuntutan lmlah yang kemudlan tersosnahsasn ke segenap‘

Ia.ngsung 75.7,_Apr|!: 1.999. Ltunt_u_‘ta,n

T G R

o Perlode pemermtahan Hablble juga dlwarnal dengan-‘ :
Iahlrnya IStI|ah istilah baru dalam’ konﬂlk Aceh Istiiah “Orang Tak

-_Tudlng menudmg antara TNI dan GAM.terhadap suatu kasus_-_
“Kekerasan atas rakyat, telah menjadi - toritonan: seharichari - " |
masyarakat Aceh Juga ada |st||ah “Plhak Ketlga yang datuduh B
akut bermam dalam konfllk ‘Aceh:; Semua |stllah ini hadlr aklbat.- S

| kongres . -
mahas&swa dan pemuda ‘Aceh ‘se- rantau tanggal 1-4 Februari ~: -

kEIomPOk masyarakat Lalu pada kongres Thallban yang' b9r~
referendum }uga di-




deklaras:kan Tuntutan ini: Juga dlsuarakan oleh kelompok
“Dayah Aceh yang tergabung da!a_m HUDA (Hlmpunan Ul

- Dayah.se-Aceh). pada pertemua"‘ Ulama Dayah se- Aceh 13 14‘
September 1999, . . S : |
. Puncak. darr tuntutan referendum inj tercermm dan'

pelaksanaan Sldang Umum’ Masya...‘ kat Pejuang Referendum {Su.

MPR): yang- d:laksanakan oieh mahasrsw 'yang tergabung dalam'
" Sentral !nformaSI Referendum Aceh?“'(SIRA) d| Mesnd Raya Baityr.
" rahman’ Banda. Aceh 8 November 1999 ' Rapat umum ini dihadirj
B sekltar dua Juta rakyat Aceh119 yang datang darl berbagal daerah' _'
tmgkat I Aceh. tSuatu kumpulan massa terbesar sepan;ang,i
~ sejarah. Aceh ST e | e L
7 Tdntutan referendum rakyat Aceh tentu saja tldak dapat -

serta merta dlpenuhi oleh’ pemenntahan Habible Pemermtah

tidak ingin. melaksanakan kesalahan yangsama. pada kasus Timorj
Timur yang lepas dar: lndone51a setelah terjadlnya Jajak
pendapat. ‘Namun. di. sns: lain;’ pemertntah Juga“tidak ‘mampy
menunjukkan . sikap .dan’ kebuakan yang: bisa - mengemballkan_jif

: rkepercayaan rakyat Aceh kepada pUSat Sementara persoalan."‘; |

- Aceh semakm runyam,- pemenntah justru Ieblh memlkwkan-"'
bagaimana mempertahankan kekuasaan dalam S|dang umum -’

MPR-RI 1999 yang di antara agendanya adalah membahas soal

: pergant:an kepem!mpman nasional.:-

- Nalknya K.H. Abdurrahman Wahad ke tampuk pe~

| ‘merintahan,: pada awalnya telah membawa angm ‘segar- dan
'-harapan baru bagi: penyelesaian konfllk Aceh. Hal ini. dlsebabkan
' set:daknya oleh tlga hal (1) Fugur Abdurrahman wahld yang dl-

119

massa lokal, : nassonal dan. Jntefmasmnal namun tidak ada satu- kepastran

“ o berapa angka sebenarnya masyarakat yang menghadira rapat umum tersebut o
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jumlah angka dua juta tersebut dlbentakan oleh berbagm med|a

-:,kenal sebagas tokoh agama dsharapkan akan berpengaruh ter-
hadap perubahan pola pemerlntah daiam menangani; kasus‘Aceh, -
(2) Pemerlntahan yang dlbentuknya adalah pemermtahan hasut .
- em;lu pertama d| era. reforma5| Dan“(3) Abdurrahman Wamd

" yang: dtpasangkanff]d'lg- pekarangan:

" september: 1999: | |
o "*‘Harapan terselesalkannya konfhk Aceh semakm besar

ketlk‘a pemenntah RI]

berundmg, ‘dalam kerangka penyeiesalan konflik Aceh.: Langkah o

yang berartl di Iapangan

GAM' ang’ berlangsung d| Bavms Swuss “telah- menghas:lkan:‘
kesepekatan bersama yang dlkenal dengan Jomt ‘of -:Under- .
standmg'?(JoU) antara” pemermtah R_I qengan GAM. Dalam Joll,l<
yang: dlta'ndatangam tanggal® 12 "Mei- 2000+ jni, kedua: pihak: :
“sepakat untuk melaksanakan jeda Kemanusiaan (Humamtagan‘_._
‘Pause)yang bertu;uan untuk menghentlkantmdakkekerasan a; ,:.
"penyaluran bantuan kemanu5|aan bagi-para- ‘korbandi ‘daera

"konfllk Untuk melaksanakan ;eda kemanussaan m:, d:bentuk-f

: ‘daulat untuk membuka ikam selubung pamﬂet besar: referendum -
. Aasjid: Raya Baittirrahman’ L

E Banda Aceh; pada cara pertemuan&U'I'a‘ma Dayah se-Aceh 13 14 .

i bawah kepemlmplnan ‘Gus Dur,” untuk
Pertama “kalinya - mengakm ‘dan- menyadarl eksistensi- gerakan
* ‘Aceh mierdeka’ (GAIVI) sebagal satu’pihak yang: perlu untuk: diajak . .

pemermtah sudah tepat sebab- pada dasarnya’ semua Iangkah“‘.j..:j_'.
dlalog penye!esalan Kasus Aceh tanpa: melibatkan ‘GAM - ‘sebagai
~ salah satu prhak yang bertlkax, tldak akan membawa pengaruh

Perundsngan pertama antara pemermtah RI: dengan p;hak_”_



Komite Bersama Modalitas Keamanan {KBMK), Komrte Bersama.
Aksi Kemanusiaan (KBAK), Tim- Momtormg untuk masing- Masing

komite, serta forum bersama- yang “berkedudukan di Jenews,

Semua ini difasilitasi oieh sebuah. lembaga internasional Hen, ry
Dunant Centre {HDC) yang: berkedudukan diSwiss..

leda kemanusiaan ini berlaku efektif se;ak 2 Juni 2000:
Suasana Aceh yang~ sebelumnya dirasakan- masyarakat selaiu )

mencekam sedrklt demi  sedikit. - berangsur pulik. Jeda
kemanusiaan pun drperpamang tanggal 24 September 2000
hingga 15 Januari.2001.

Suasana vyang kondusif ml trdak berlangsung lama.
Keputusan-keputusan yang telah" drsepakatl dua pihak yang-
berunding, ternyata ‘mendapat kendala pada tatanan pe-

laksanaannya, baik di pihak keamanan RI'maupun GAM. Hal inj

misalnya tercermin dari. sikap - mendua. pemermtah yang pada -

satu pihak men;alankan perundmgan dengan GAM, namun di sisj

[ain tetap menjalankan operasi- operasi keamanan, dengan alasan .
untuk menegakkan hukum: dan memburu srprl yang bersenjata

yang tak lain adalah GAM itu sendrrr Operasi Cinta Meunasah

(OCM) | dan Il adalah buktr darr S|kap mendua pemerlntah‘
tersebut. :
Sikap GAM di lapangan yang mencoba menggunakanf""
momentum. Jeda Kemanusiaan -untuk mencari dukungan dan .
. menggalang kekuatan baru dari- masyarakat, juga tidak - -dapat .
dibenarkan, Akibatnya kontak senjata antara aparat keamanan:

dengan GAM marak terjadi pada: masa-

plha_kpun mencari pembenaran atas’ setrap aksr aksr mereka,

~ Rakyat Aceh harus kembali. menerima. ekses dari per-
tikaian dua kubu bersenjata tadi. ‘Sejumlah rumah, sekolah, dan -
: gedung pemermtahan menjadl sasaran pembakaran oleh se-‘
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Masing-masing .

kelompok ”Orang Tak Drkenal” yang seharusnya wa“b dikenali
.if‘karena seringnya- kejadlan tersebut terulang PengungSIan warga
“secara besar—besaranpun marak terjadl di- hamprr seluruh wilayah
' Aceh kecuahSabang, Smgkll Slmeulu dan Aceh. Tenggara Semua
ini membuat program Jeda kemanusraan t:dak seefektrf yang
dlharapkan semua: prhak khususnya masyarakat Aceh

Akhrrnya dengan pertlmbangan pemerrntah RI bahwa
;.prhaknya mendapat keruglan ‘terus. menerus’ selama pem-
',berlakuan Jeda Kemahusraan maka dalam perundrngan fanjut di

""‘selesal dan untuk sementara menggantrkannya ‘dengan Mora-
“torium. kekerasan selama satu bulan SEjak 15 Januarr htngga 15 |
Februari 2001, SRS R . -
Meskrpun .Ieda dan ‘;Moratorrum ftelah dranggap selesa| ;
'namun pintu. penyelesaran Aceh melalw dralog sebenarnya belum
Wtertutup Pada. juru’ rundmg darl kedua plhak pada tanggal 9
. Januari 2001 telah mencapar kesepakatan bersama bahwa untuk
menye!esmkan persoalan Acehrke depan tldak lagi dengan cara»
. "i' kan: tet Ap,:;m’elalm mekanlsme dlalog, yang
: pokok bahasan. Yaitu;: proses demokrasi,-Hak_
‘hikur “kemanusnaan pembangunan sosial
,ekonoml dan pehgaturan stem keamanan Dalam perundmgan‘
: tanggal 15- 16 Februarr 2001 Juga d|sepakat| suatu ‘mekanisme
- baru perundsngan dengan'nama Damal Melalur Dlalog (DMD)'_
- Aceh. it : ‘ P W

o 'L.Sayangnya DMD: yan ‘yga drfasrhtasroleh Henry Dunantﬁ :
: Centre (HDC) trdak dapat___ jalan: efektif dlkarenakan perubahanﬁk
-5isrkap pohtlk pemermtahan Abdurrahman Wahrd dafam me-

-:rnanganl per

"*Jenewa tanggal 6-9° Januarl 2001 Jeda Kemanu:;laan d:nyatakan: o

oalan Aceh.’ Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang .
1':. selama ini: sangat d|posrsrka' sebagar m:tra dlalog pemermtah T

L MUnARAFAHMIRAZaU-103



~ bahkan Presiden Gus Dur sehwpat'"menyebut GAM sebagai

saudara, pada tanggal 12 Maret 2001 dltetapkan pemerantah
sebagai gerakan separatis.

Puncak dari perubahan 5|kap pohtlk pemertntah Abduyr-.
rahaman Wahid adalah pemberlakuan Aceh sebagai daergh
Operasi Militer Terbatas (OMT), yang setelah mendapat berbags;

kritikan, diubah dengan nama Operas'i‘Keamanan Dan Penegakan
Hukum (OKPH). Operasi ini mulai berlaku  sesaat setelah

d!keiuarkannya Inpres No.4/tahun 2001 tertanggal 11 April 2001,

yang berintikan 6 langkah komprtrehens_if pemerintah. dalam

menangani masalah Aceh.

Keluarnya Inpres No. 4/2001 dan diberlakukannya OKPH
di Aceh, pada dasarnya mengmd:kasrkan masih kuatnya peran
dan pengaruh militer dalam pemerintahan Abdurrahman Wahid,

Kepala Staf Umum TNI, Letjen Djam_afi Chaniago pada tanggal 8 |

Maret 2000 mengungkapkan bahwa gerakan separatis Aceh
harus diposisikan dalam kerangka hukum, sehingga bisa dirumus-

kan pula bentuk penindakan yang tepat terhadap keiompok |

penuntut kemerdekaan ini. Selain. itu ‘Menteri . Pertahanan
Mahfud MD juga mengatakan pemerintah sudah lelah mengikuti
_pola dialog antara delegasi Rl dan GAM, sebab sejak berdialog

sebelas bulan, GAM tak kunjung menggeser kemgmannya untuk -

merd eka.t?°

menyelesalkan konflik Aceh.

12"Kontms (Tabloid); No. 131 th. |v 4- 10 Aprﬂ/ZOOl h. 4 _
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2001 adalah sebagai berikut:

!npres No. 4 yang duadxkan payung hukum oleh aparat,
keamanan TNI/Polri. dalam menumpas Gerakan: Aceh Merdeka,
memang. tidak hanya berisi langkah pemulihan keamanan dan :
penegakan hukum. Inpres ini juga"menyebutkan" lima langkah =
komprehensif {ain yang akan menjadl agenda pemermtah dalam "

Enam langkah kompg«ihensif dari Inpres No.4 / tahun
1. Bidang Politik
Pemerintah akan secepatnya mengeluarkan UU tentang
otonomi khusus bagi Aceh. Pemerintah juga akan memutuskan
~dan -menyetujui tentang usul. Nanggroe' Aceh -Darussalam
(NAD) Selain ity, memperluas dialog penye[esa:an masalah
‘Aceh antara pemermtah dan se[uruh masyarakat Aceh,
termasuk GAM. :

» 2. Bidang Ekonomi

Bidang ini-mencakup semua sarana, kepentmgan umum yang
‘sudah habis terbakar. Pemermtah ‘juga akan memperbaiki
perekonomian rakyat yang sangat terpuruk aklbat ‘konflik .
berkepanjangan. T

3. Bidang Sosial : C .
Rehabilitasi terhadap harta benda maupun . keadaan
masyarakat secara fisik dan mental. Dan GAM akan dltawar!
amnesti (pengampunan) umum.

‘4. Bidang Penegakan Hukum, Keamanan dan Ketertlban

Bidang ini dilakukan oleh kepolisian, berupa penegakan hukum
. kepada semua yang melanggar hukum tanpa terkecuali. Bidang
ini mencakup aspek yang. luas, tidak hanya pada pihak
separatis tapi juga penegakan hukum dalam masalah korupsi,
penyimpangan dan penyelewengan yang dllakukan s:apa saja.

5. Bidang Pemulihan Keamanan

Selamutnya disebut Operasi Keamanan Dan Penegakan Hukum

. {OKPH). Bidang ini dipercayakan penanganannya pada pihak

TNI dengan sasaran terpilih. o . :
6. Bidang Informasi

pid b, 5
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Penyampaian informasi secara benar kepada' publik, baijk

secara nasional maupun internasional. Informasi mencakup
apa yang sedang, apa yang akan dilakukan dan apa hasil yang
dicapai. Tidak ada manipulasi_data, sehingga tldak terbentuk
opini yang salah,

Sayangnya dari enam langkah di atas, terllhat hanya
langkah kelima yang menonjol dan dominan dalam pelaksanaan-
nya. Sementara lima langkah lain semakin menambah panjang
list janji-janji pemerintah Rl yang tak terpenuhl kepada rakyat
Aceh. _

inpres No. 4/tahun 2001 yang di antara isinya menugas-
kan aparat. keamanan TNI/Polri untuk mengatasi dan me-
nanggulangl gerakan separatis bersenjata dengan ~sasaran
terpilih, dalam prakteknya jarang terlaksana. Rakyat Aceh justru
sering diposisikan sebagai musuh dalam per]akuan kesehanan

_aparat terhadap masyarakat.
Pemberiakuan OKPH juga dinilai te!ah mengubah pola '
penanganan konflik Aceh dari- cara-cara -dialog .dan persuasaf 5 |
kepada cara-cara militeristik dan represif, sebagalmana yang"
pernah dlterapkan oleh pemerintahan sebelum Preslden Abdur-
rahman. Wahid. Akibatnya rakyat kembali harus menanggung

resiko dari ekses negatif yang selalu dltlmbulkan oleh suatu

~ -operasi militer.

“Dalam perkembangan berlkutnya di- era pemermtahan

o Megawatl, langkah pertama  (Bid. Politik) . sudah tampak.m'-
" dijalankan dengan,dikeluarkannya UU. No. 18.th. 2001 tentang -
~otonomii khusus bagi Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh - -
Darussalam meskl da]am beberapa hal ‘masih terdapat ke-:-_-_"_u-,_
: Iemahan - : Lo
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Semua orang sadar, bahkan Presiden Megawati dalém

| pidato kenegaraannya (16/8/2001) mengakui, bahwa per-

masalahan yang timbul di Daerah Istimewa Aceh adalah akibat
dari berbagai kebijakan nasional yang tidak tepat pada masa
lampau. Sayangnya pemerintahan Megawati sendiri justru
kembali terperangkap dalam pola. kebijakan lama yang me-

ngedepankan aksi-aksi militer dalam menangani persoalan Aceh.

Hal ini tercermin dari semakin bertambahnya jumlah pasukan

yang dikirim ke Aceh dan diperpanjangnya masa- berlaku Inpres

No. 4/2001 dengan Inpres No.-7/th. 2001, dan terakhir masih
diperpanjang dengan Inpres No. 1/tahun 2002.

Secara  umum pola kebajakan pemerintah Ri terhadap
persoalan Aceh selalu sama sejak fnasa Orde Baru. Pemerintah
selalu- memandang masalah-Aceh- sebagan persoalan instabilitas.

- Akibatnya operasi militer selalu. menjadi dominan dalam pe-

nyelesaian konflik Aceh. Padahal setelah sekian lama operasi itu
dlgelar dengan berbagai. nama - dari DOM.  hingga OKPH,

‘persoalan Aceh tidak menjadi selesa| justru bertambah runyam

dengan timbulnya ratusan kasus: baru pelanggaran HAM. dan

| tindak kekerasan terhadap warga sipil. Sementara rasa ketidak- |

adllan dalam- segala hal yang menjadi faktor dasar mstabllltas

_daerah seakan sengaja dimarjinalkan.

-Pola penanganan konflik Aceh pada masa Pemermtahan'
SBY-JK mengalami perubahan yang signifikan -terutama pasca
tragedi gempa dan tsunami yang memporak-porandakan Aceh 26

- Desember 2004. Berbagai perundingan digagas dan lobi-lobi yar’tg‘ :

alot dan intens dilakukan oleh Wakil Presuden Jusuf Kalla bersama
tlmnnya yang langsung dlplmpm Menteri Hukum- dan HAM Dr.
Hamid Awaluddin dengan para tokoh Gerakan Aceh Merdéka.
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Akhnmya sebuah upaya perundmgan yang: dtmedlas: 0|Eh‘

mantan Presiden Finlandia Martti ‘Ahtisaari membuahkan “has;)

‘dengan disepakatinya Memorandum Of- Understandmg {Mouy,

antara pihak Gerakan'Aceh -Merdeka dengan Pemerintah-Ri Yang

berlangsung di Helsinki Finlandia pada 15-Agustus. 2005. Suaty,.

ke_sepakatan ‘bersama yang dlprakarsa; oleh- _Lembaga_ Inter-
nasional Crisis Management Initiative (CMI) ini ditanda- tangani

oleh  Malik Mahmud dari GAM dan-. Hamid Awaluddin darj
Pemierintah RI, Kedua belah plhak sepakat mengakhiri pertlkalan' '
den konflik bersenja_ta selama 30 tahun-dan memulai era bary
hubungan Aceh dengan Pemerintah Jakarta dalam s'uet_u format

Otonomi  Khusus - dalam kerangka NKRI. Kesepakatan - inj
kemudian dituangkan dalam. sebUah payung hukum bernama
- Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

{(UU-PA). ‘Meski_oleh sebagian . pihak UU-PA dinilai belum
sepenuhn‘ya sejalan dengan kesepakatan MoU -Helsinki, akan- -

tetapi rasa aman dan damai yang nilainya. sangat berharga _itu

sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh. rakyat Aceh. Sehinggaf.
apapun ke-kurangan dari pasal-pasal: UU- PA diharapkan. dapat

- diselesaikan dengan jalur dlplomaSl dan negosiasi- damai. tanpa
“harus kembali mempertaruhkan nyawa rakyat Aceh dalam suatu

suasana yang bukan hanya tidak diharapkan terulang oleh semua. e

orang di Aceh, tetapl juga dllarang oleh Syarlat

ronanG
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_proklamasmya 21 September 1953 men=

MOTIVASI GERAKAN KEMERDEKAAN

Bertolak dan pengamatan terhadap sejarah munculnyaf'?'f‘ '

'kedua gerakan kemerdekaan di- Aceh dan ‘misi perjuangan‘c"
masing- masing gerakan Jeias terhhat adanya perbedaan motivasi’

antara’ keduanya Perbedaan motlva5| Juga terllhat dan ung— '

'kapan ungkapan para tokoh kedua gerakan tersebut

, Gerakan Darul fs!am yang d:plmpln Teungku Daudi-f
Beureueh Iahlr darl suatu motlva5| “untuk mewu;udkan pe~_

merintahan IsIam di Buml Aceh. Bentuk pemenntahan Islam |tu_'..'::_‘ e

sendiri- daiam konsep Daud BeureUeh sa.ngat fleksnbe% tldak"?_
terikat’ pada suatu bentuk Ha terhhat darl sejarah.:__
perkembangan gerakan DI/TlI etik:

Indonesia - (NI} - 'yang - telah 'dlproklamlrkan oteh Imam'"'

,Kartosuwwyo ‘dan’ menyatakan Aceh_-sebagal bagian dan w;layah' R
- NIl tersebut Selanjutnya dalam kongres ,yang“ mereka adakan,._";,‘-; o

“pada 23 September 1955, Aceh T
“Bagian Aceh (NBA) darl sebuah

wilayah (provm5|) dart NII Terakh

_tokoh DI/TH daerah lain. dl Indonesna teieh berhaSII dlfumpas dan
'_gerakan gerakan [aln yang ketlkajlt s me

jadf s'ekutu DI/TEI tldak--

T '_; RA Fatii RAZALI 7*09’1

 awal "
_.ung'TNegara Istfam -~




lagi mampu melanjutkan perjuangén, maka Daud Beureueh
mengumumkan lahirnya Republik Iskam Aceh (RIA).

‘Dengan demikian, sepanjang sejarahnya DI/TIl Aceh jt'elaﬁ'

tiga kali mengalami perubahan bentuk pemerint'ahan', yang

kesemuanya didasari atas keinginan untuk mewujudkan syariat '
Islam dalam bentuk sistem pemer:ntahan yang Islama di daerah”

Seramb: Mekkah tersebut

Daud Beureueh pernah berkata : ”Sudah ratusan tahun
Syariat Islam berlaku di -Aceh. Tetapl hanya beberapa tahun

, bergabung dengan Rl, sirnahukum.Islam di Aceh. Oleh karena
itu, saya akan pertaruhkan segalanya demi tegaknya syariat Islam
di Aceh # 122 sajak itu, lahirlah Gerakan Darul Istam di Aceh dan
Daud Beureueh menjadl motor penggerak perlawanan rakyat
Aceh terhadap pemermtahan Soekarno.

Sementara itu, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau Acheh

Sumatera National Liberation Front (ASNLF) -sebagaimana nama
yang dideklarasikan.oleh Hasan Tiro pada 4 Desember 1976,

memiliki- motlvaS| yang berbeda dengan gerakan Darul Islam E
Daud Beureueh. Juru runding ‘gerakan tersebut Sofyan Ebrahlm'
Tiba, kepada penulis mengungkapkan bahwa motivasi per--
juangan GAM adalah .untuk menegakkan . kembali kedaulatan *
negara Aceh. 123 gyatu kedaulatan yang menurut GAM masih sah
dimiliki oleh kerajaan Aceh hingga saat ini, namun telah terjadi- .

tumpang tindih {over fap) kedaulatan dengan Republik Indonesm

' Motivasi senada juga diungkapkan oleh.para tokoh militer
GAM di Aceh. Mantan Panglima Besar AGAM Teungku- Abdullah-,;:--
Syafi'ie menyebutkan motsvasmya berjuang adalah- untuk: mem-_f :
pertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Bangsa Aceh. Ser-n-_\.;'i _

Neta'S. Pane, Sejarah dan Kekuatan.., h.64 -
Wawancara dengan penulis, Banda Aceh 15 Juni 2001

122
123
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mentara itu, Teungku Tanzura -Panglima AGAM wilayah Aceh
Rayeuk, termotivasi masuk GAM untuk membebaskan Bangsa
A'c'eh'_.dari penjajahan. la juga deng'an tegas menolak anggapén
bahwa dirinya berjuang dengan motivasi balas dendam, karena
menurutnya tidak ada anggota keluarganya vyang disakiti.
Kalaupun ‘ada, ia tidak akan melakukannya karena balas dendam
dilarang dalam Islam.*** :

Berjuang untuk mengemballkan kedaulatan Aceh juga
menjadi-motivasi Abu Said -Gubernur GAM wilayah Pase, dan

Teungku Darwis ‘Djeunieb -Panglima AGAM wilayah Batee lliek.

Sementara itu, Ishak Daud, Panglima wilayah Peureulak ter-
motivasi untuk mengembalikan  hak-hak bangsa Aceh dan
menegakkan Hukum Islam. 125

“Motivasi lain yang dapat membuat seseorang ikut
berjuang bersama GAM adalah karena melihat penderitaan
rakyat Aceh. Hal ini diutarakan oleh Teungku Kamaruzzaman -
anggota’ Komite ‘Bersama Aksi Kemanusiaan (KBAK) mewakili
GAM, “coba saja lihat, penduduk yang tinggal bersebelahan
dengan Zona Industri Aceh Utara, rata-rata miskin. Ini kan
kontradiksi, Seharusnya mereka terimbas kemakmuran dengan
ditemukan kekayaan alam di-daerah tersebut... Tidak ada jalan

L lgin untuk mengembalikan harkat dan martabat bangsa Aceh,

kecuali merdeka.”**®

Tidak dapat dipungkiri, -sebeharnya banyak yangf ber-
gabung dengan GAM pada akhir tahun sembilan puluhan (Pasca

_ _DOM)"_adalgh karena motivasi untuk menuntut keadilan atas

14 ihats “Awak GAM Bicara Motivasi”, Kontras (Tablo:d), No. 125, Th. IV,

~ edisi 21-27 Februari 2001, h.5

Bhid .
hid,
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kedzaliman yang mereka terima atau keluarga mereka. Hal in;
terlihat dari ramainya anak-anak usia remaja, bahkan janda Para
korban DOM yang saat itu ikut serta berjuang bersama GAM
Motivasi tersebut kemudian menyatu dengan motivasj ke-
merdekaan serta mengembalikan kedaulatan Aceh yang menjad;
tujuan dasar GAM.

Sedangkan sebagian dari pejuang GAM yang lain berjuamg
dengan motivasi untuk menegakkan Hukum Islam, meski hal ity
bukan merupakan motivasi utama dari gerakan ini. Sebagaimang
hal tersebut diakui oleh Sofyan Ibrahim Tiba yang mengutarakan
bahwa mendirikan negara Istam untuk saat ini tidak dalam target
GAM. Menurutnya GAM berjuang dalam dua tahap. Untuk tahap
pertama, berjuang tidak menonjolkan Islam, sebab secara ke-
kuatan politik Internasional saat ini sangat dipengaruhi oleh
peran Amerika Serikat yang notabene adalah Yahudi. Sedangkan
untuk mendapat dukungan dari negara-negara Islam, me-

nurutnya tidak mungkin. “Tapi, nanti setelah ada negara (tahap-

kedua), memang kita (Aceh) masyarakat Islam, kalaupun
dikatakan' tidak, akan bertentangan dengan kondisi masyarakat,
Jadi, untuk tahap awal, bukan berarti berteman dengan Yahudj,
penuturan Juru Runding GAM.*?’

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi
Gerakan Aceh Merdeka pimpinan Hasan Tiro terdiri dari motivasi
primer (dasar) dan motivasi sekunder (pendukung). Motivasi

tetapi berjuang jangan sampai Yahudi sakit hati.” Demikian

primer dari ‘gerakan ini- adalah untuk mewujudkan kembali -

kedaulatan Aceh. Sedangkan motivasi sekunder yang muncul
dalam perkembangan GAM selanjutnya adalah untuk mem-
bebaskan rakyat Aceh dari penderitaan dan kedzaliman, motivasi

27 Wawancara di Banda Aceh, 15 Juni 2001
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Y

ekonomi, dan juga sebagian termotivasi untukme_negakkan

~ gyariat Islam.

Selain motivasi-motivasi di atas, tidak juga dinafikan
kemungkinan adanya motivasilain yang dapat menarik seseorang
berjuang bersama GAM, atau untuk mengaku dirinya sebagai
GAM. Seperti motivasi untuk balas dendam, atau untuk mencari
Keuntungan sesaat (opportunist). Para pejuang GAM yang

. opportunist ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan “Ggm

Cantoi” (GAM Gadungan). Mereka tidak segan-segan melakukan

~ pemerasan terhadap rakyat, pengambilan paksa kendaraan
. pribadi, pembajakan mobil angkutan dan hal-hal lain yang dapat

mendatangkan keuntungan bagi mereka dalam waktu sekejap
dengan mengaku diri sebagai pejuang GAM. Padahal, mereka
adalah para “rampok jalanan”, preman dan pengangguran yang
ingin mencari keuntungan dalam konflik Aceh yang ber-
kepanjangan ini. ' ' '

rargr
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UPAYA MEMAHAMI KONFLIK ACEH

Bila ditelusuri dehgan;_cermat akar masalah pergolakan di
Aceh dari gerakan Daud Beureueh hingga sekarang, maka akan
ditemukan satu kata kunci, yaitu keadilan. Ketidak-adilan -ini
mulai dirasakan sejak Pemetintahan Soekarno mengkhianati
komitmennya sendiri bagi rakyat Aceh untuk menjalankan Syariat
Islam yang telah menjadi identitas budaya mereka. '
Kondisi ini makin dlperburuk oleh sikap pemerlntah Orde
Lama yang membubarkan status Provinsi Aceh serta menjadikan-
nya sebuah Keresidenan dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara.
Suatu sikap politik yang dinilai masyarakat Aceh sangat tidak
adil, setelah apa yang mereka lakukan sebelumnya sempat
disebut sebagai “modal” bagi berdirinya Republik ini. '
Oleh karenénya, apa yang menjadi tuntutan. masyarakat
~ Aceh ketika. itu, menurut penulis, bukanlah suatu hal yang
berlebihan atau tidak masuk di. akal sebagaimana digambarkan
oleh Mr; l-’ta,rdi.128 Tuntutan -Aceh . agar diberi hak untuk
menyusun rumah tangga sendiri sesuai”dengan Syariat Islam
¢ adalah sangat wajar, apalagi- sebelumnya Soekarno - memang
~ telah menjanjikan hal.tersebut. :
- Masyarakat:Aceh adalah masyarakat yang telah’ mewaras; o

~dan’ ‘menjadi kebanggaannya ‘Mereka juga- telah. “mewarisi .
kehldupan agama yang menjadl :dentltas kebudayaan dan

128Lihat Harda, Daerah Ist.'mewa Aceh h 163 166
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meninggikan martabat mereka. Bahkan, perjuangan rakyat Aceh
melawan bangsa bangsa Barat pra-kemerdekaan, pada hak;kat
nya. adalah perjuangan melawah musuh-musuh agama dain
negara. Sebagai ilustrasi; ‘para pejuang Aceh selalu ‘menyebyt
Kolonial Belanda dengan sebutan “Kaphe-khape Belanda” (Kaﬂr
Belanda).

Atas dasar- dasar ini, maka penuhs berpendapat bahwa
tuntutan rakyat Aceh ketika itu sangat pada tempatnya. Ketika
aspirasi tersebut tidak direspon dengan baik oleh pemerintah
Soekarno, malah disikapi dengan sikap arogan melikuidasli
Provinsi Aceh, maka reaksi selanjutnya yang muncul dapi
masyarakat Aceh juga merupakan sesuatu hal yang wajar; Tgk.
Daud Beureueh tampil ke depan memimpin perlawanan.

Dikembalikannya status Provinsi, pfus Daerah Istimewa
bagi Aceh tidak membawa pengaruh langsung terhadap ke-
sejahteraan rakyat Aceh. Keistimewaan Aceh hanya kata-kata
tanpa makna, karena selaly terbentur dengan kebijakan-
kebijakan pusat yang sentralistis.

Rasa ketidak-adilan kembali muncul bahkan cenderung |

meningkat pada dekade pertama Pemerintahan Soeharto.
Penguasaan sumber daya alam Aceh secara berlebihan tanpa
memberikan imbalan kepada ekonomi lokal telah melahirkan
kekecewaan baru dan meluasnya rasa ketidak-adilan. Rakyat
tidak han_y'a ‘merasa dimiskinkan dari sisi ekonomi, tapi juga dari
sisi kekayaan budaya dan agamanya. Aspirasi-aspirasi-masyarakat
yang menentang kebijakan politik sentralisasi Pemerintah Orde
Baru seakan angin lalu dan tidak pernah ditanggapi secara serius.

Terlepas dari tinjauan sisi agama yang akan dikemukakan

di depan menurut hemat penulis, munculnya sikap perlawanan -

.. rakyat Aceh terhadap kebijakan-kebijakan miring pemerintah
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tersebut adalah sangat lumrah bila ditinjau dari sisi hukum
rasional “Sebab—Akibat”. Permasalahannya hanya tinggal me-
nunggu waktu.yang tepat, kapan dan siapa yang akan meng~

gerakkannya?.
Dalam situasi seperti ini, Hasan Tiro didukung para tokoh'

 eks DI/Til Aceh, muncul ke depan mengumumkan perlawanan

terhadap Pemerintahan - Rl. Namun, dalam kenyataannya'
kemudian, Hasan Tiro ttdak hanya, memanfaatkan situasi
emosional kekecewaan rakyat, tapi-ia juga berhasil mengarahkan
motivasi perjuangan kepada 'suatu faktor sejarah Aceh yang

. memang memiliki celah- celah yang dapat digunakan untuk ke-’

pentingan yang dimaksud.

Persoalannya menjadi semakm rumit, ketika Pemerintah
Soeharto menyikapi gerakan perlawanan: ini dengan kekuatan
militer yang berlebihan dan sama sekali tidak mau berdialog
dengan mereka. Berbagai operasi digelar hingga akhirnya Aceh

" ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (1989-1998). Suatu

operasi yang bukannya berhasil menumpas gerakan bersenjata,
tetapi malah menambah rumit . persoalan karena makin
bertambah banyaknya orang yang kecewa kepada pemerintah
akibat pelanggaran HAM yang dideritanya.

' Sayangnya, kesalahan pola penanganan konflik Aceh terus
terulang Pasca DOM di masa beberapa pemerintahan selanjut-
nya. Sepertinya pemerintah tidak pernah mau belajar “dari
pengalaman sejarah. Problematika Aceh kala itu selalu dinilai _
sebagai persoalan instabilitas keamanan, sementara persoalan
keadilan dan kesejahteraan rakyat sering termarjinalkan. '

| 'Rakyat'Acéh memang tidak pernah menang mutlak dalam

* perang melawan penjajahan Belanda. Namun suatu. hal yang

harus diakui, rakyat Aceh Juga tldak pernah dapat dltak!ukkan
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Belanda. Kiranya perlu dipertimbangkan sebuah rekomendag;
yang pernah dikirimkan ke kerajaan Inggris oleh Stamford Raffies,
seorang pejabat Kolonial Inggris di Penang pada tahun 1805
Rekomendasi itu menyebutkan: “Dalam sudtu negeri sepertj
Aceh, jika operasi militer yang dipilih, maka kita akan kehilanggn
segalanya dan takkan pernah kembali.”**

Meski terlihat rumit, penyelesaian konflik di Aceh pada
dasarnya sederhana dan bukan suatu yang mustahil. Penyelesaj-
an hanya mungkin terwujud bila analisis tentang sebab diterima
secara jernih. Oleh karena itu, ketika pemerintahan SBY-JK secara
~ serius menangani- masalah Aceh melalui jalur diplomasi dan
negosiasi, kesepakatan demi kesepakatan awal pun dapat dilahir-
kan, hingga akhirnya MoU Helsinki sebagai wujud kesepahaman
bersama untuk mengakhiri konflik Aceh-Jakarta dapat direalisasi-
kan pada 15 Agustus 2005.

Untuk melanggengkan perdamaian yang telah dicapai di

bumi Serambi Mekkah saat ini, selain dukungan moril dari

seluruh rakyat Aceh juga dibutuhkan. keikhlasan, kejujuran,
kejernihan hati dan pikiran dari para pihak yang sebelumnya
pernah bertikai. Kedua pihak harus berani mengintrospeksi
kesalahan pandangan dan sikap mereka pada masa lalu, dengan
terus mengedepankan kepentingan rakyat Aceh di atas segala
kepentingan yang lain. Karena tanpa itu, posisi tawar yang telah
menjadi solusi konflik dikhawatirkan takkan dapat abadi.

P

29 kontras (Tabloid), No. 131, th. IV, 4-10 April/2001, h. 9
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PERGOLAKAN ACEH
DALAM TIMBANGAN SYARIAT

Dalam kajsan hukum pidana Islam (Figh Jinayah),
pergolakan melawan pemerintah sering diistilahkan_ dengan
Bughah. Kata tersebut berasal dari akar kata Bagha-Yabghi-
Baghyan. Dalam “Mu’jam al Wasith” terbitan majma’ al lughah.al
‘Arabiah Kairo, kata tersebut dijelaskan = memiliki enam
pengertaan * salah satunya yaitu melampaui batas dan berbuat
aniaya, Hal ini sebagaimana dalam firman Allah surat Al Hu;arat
O: _ . ‘
S LAl sy o W‘Wb |yl e U1 e O O 5

B L e B g @ S s Y
Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap
golongan yang lain, maka damaikanlah antara keduanya. Jika
saloh satu dari dua golongan itu berbuat aniaya maka perangilah
golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali
kepada perintah Allah. (Q.S. Al Hujurat: 9). o

130Ibrahlm Anis dkk, Mu’jam. a! Wasith, (al Qahirah: Majma al Iughah al”

: ’Arabmh),}uz 1, cet. li, tth h. 64-65
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Secara terminologi -terdapat beberapa definisi Bughgh
dalam hukum Islam. Antara lain adalah sebagai berikut:

a. Kalangan ulama Hanafiah mendefinisikan Bughah dengan+

Uﬂbj L},JUL P Lany (3 cpeledl il styrz,w oA

P__z,j\p) C)UJ-K r_@.al.}/xp- |}J.9‘)J§.u-\;d ‘}Jls—j D)Ulu»o-.u.; Ul_;
“Suatu kaum yang memiliki kekuatan dan senjata,
menentang kaum muslimin pada sebagian hukum kareng
adanya suatu ta'wil, mereka menguasai suatu daerah dan
melaksanakan hukum-hukum mereka sendiri. Seperff
Khawarij, dil.” : '

Ibn Himam al Hanafi menyebutnya dengan :

Bl sl aell e 0 g2 Uy
“Orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada imam

yang haq.”
b. Ulama Malikiyah mendef|n|5|kannya dengan:

oty pp s VAT LN O el e ol e SRR
oy o> Pty jf aels ] J_}:n-u\.“ o O}x.::.f_}f (‘UY‘ LAP d_}:—)ﬁ_
| gy SIS gde
“Orang-orang yang berperang atas dasar suatu ta’wil

{(vang mereka pegang), seumpama golongan-golongan
sesat seperti Khawdrij dan lain-lain. Dan orang-orang

yang menentang imam (pemimpin) yang sah, atau enggan

iz;Wahbah al Zuhaili, Al Figh al Isfdmi wa Adfﬂatuhu lilid 6, h. 142
, Ibn al Himam al Hanafi, Syarh Fath al Qadir, lilid. 6, (Bairdt:: Dar al
“Fikr), t. th, h. 99

12"E’Wahbah al Zuhaili, Al Fth al Is!amr wa Adfﬂatuhu Jilid 6, h. 143
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untuk tunduk kepadanya, atau orang-orang yang meng-

halangi hak orang lain atas mereka. Seperti zakat dan

seumpamanya.” : :

Dari definisi di atas, katangan Malikiyah memberl 3.
kategori tindakan yang apabila salah satunya dilakukan oleh

sekelompok orang, maka mereka sudah dianggap. sebagaj K )

bughah Yaitu; 1). Berperang atas dasar satu ta’wil 2). Menen—
tang imam yang sah dan enggan tunduk padanya, serta. 3)_
Menghalangl hak orang lain yang ada pada mereka. Seperti

zakat.
c. Ulama Syafi’ lyah memberl definisi Bughah dengan :

“Orang-orang yang menentang kepemimpinan imam
yang adil, keluar dari ketaatannya dengan tidak
melaksanakan  kewajiban-kewajiban  tertentu  atas
mereka.” ‘
~ Kelompok ini baru disebut bughdh bila memenuhi
2 syarat. Pertama; memiliki ta ‘wil atau penjelasan ter--
sendiri yang ‘membuat mereka ber'itikad boleh me-
nentang imam atau untuk tidak melaksanakan suatu
kewajiban. Kedua; kelompok ini memiliki kekuatan senjata
dan sejumlah pendukung yang setidaknya mampu me-
repotkan pemerintah untuk menumpas mereka.”
d. Ulama Hanbaliyah memberi definisi bughdh dengan:

Y mam Al Nawawi, Raudhah ol Thalibi, jlhd 7 (Balrut Dar kutub'” o

a¥ilmiyah), t. th, h. 270
1bid, h. 271-272
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“Orang-orang yang menentang imam, meskipun ia tidak
berlaku adil. Mereka memiliki ta'wil -(alasan) yang
diizinkan dan kekuatan, walau tidak memihk: seorang pe~
mimpin yang diikuti.”

Satu hal yang perlu dicatat, bahwa kata ta'wil dalam
semua definisi di atas bermakna suatu penjelasan atau alasan
yang dinilai tidak memiliki kesalahan pasti. Atau dengan kata lain,
alasan tersebut diyakini memiliki nilai kebenaran. Sedangkan
penjelasan atau alasan yang sudah diyakini kesalahannya dan
tidak memiliki nilai kebenaran sama sekali, maka tidak dapat
dikategorikan sebagai ta’'wil yang mu‘tabar (diperhitungkan) bagi
alasan suatu tindakan bugh@h.™ Yang menjadi mi‘ydr (standar)
dari benar-salahnya suatu to’wil adalah agama, bukan perasaan
akal, maupun hawa nafsu.

Dari beberapa definisi bughdh secara isthilahi diatas

terlihat ada persamaan dalam beberapa hal, juga perbed_agn.
Persamaan kita temukan pada pemaknaan kata bughgh dengan

“menentang imam/pemimpin yang sah,” serta adanya dua -

persyaratan, yaitu adanya ta’wil dan kekuatan, baik hal itu
tercantum secara tersurat (:mphsrt) dalam ta’rif, maupun secara
- tersirat (eksplisit).

Perbedaan khusus terlihat pada definisi u[ama Syafi’ lyah
dengan definisi ulama Hanbaliyah. Yaitu pada gayid kata “adil”
yang dinisbatkan kepada seorang‘lmam/pemlmpm Di mana

BSwahbah al Zuhéth Al Figh al Islami wa Adillatuhu, JHlid 6, h. 143
137Imam Al Nawawi, Raudhah al Thélibin, Jilid 7, h. 270
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| tod oy bwgpldbiadlod dide L}é“@‘u.o UE%'@JF ufwudhupigls“‘ .

ulata:Syafiljyah berpéganig padal gtiyidkata.tersébit-sermenthra
sebalaknya ulama Hanbaliyah tadak demlklan
Pehgaruh ‘Wari Petbedash “rénimbulkan dua penafsiran
-gyamg.g,betbeda-pula Eitang HughGhnBagioSyafi'ahcofani:orang
yangsmengadakaniperldwanantmenentang:imamiyang tidaksadil
atau’ zhalim;:tidak dapatdiseButrdengan: bughak;i-sementara
definisi Hanbaliyah membenarkan sebutan bughdh atasmigréka.
Sebab dalam, maahagHanball haram berperang me,lawanﬁamam
yang sah walau ia tidak berlaku adil:: -

3 Perbedaan huleurn=datam “hal- m: pada dasarnya ber-
,_sumlget pada, perbedaan, cara;gannetodologi. lstrmbatﬁy w@hkam
"-.Va’?g digunakan masing:masingdmamimh wuisd ausle. povied”

. Rasashukumoyang digunakansimenAmad pade masalzh
d| atas adalah zhahir dan umumnyaﬁmglgna};had:tsg;ikmgigs Yane
melarang kaum, muslg)mm‘gugi;uk kgm@r dagl ketaatanimam. Nash-
nash.. hadlts tersgbu tidak.. mepyebutk n:maknas;Jain,, selain
iarangan keluar dagiy ketaatar; imapy dan jamajah:kaum rayslinin.
Hadits hadits t9[§Ebl,§ gm;%r@ lqm fo-gnEio delhbe udseier 2k

SIGORGH

ey eitharbetiben pynshs rdelo sousdubibh Doy ;'W'M—‘;(F'L‘”’ °UJ
:Dam’Naﬁ,qdamme Umﬂ bﬂ*f?W%‘GﬁVﬂfiNﬂbt’SAW bersabida:
“Barang siapa mengangkat senjatmma‘sas“kﬂnw=-mal(er«:ia: bﬁk@n
dan go!ongan kami.” (H.R. r\flushmé)mE saains Hidazisd aibaH

et bt i

& a2 aRg f‘ﬂfﬁ:ﬁ'h Fﬁan‘ﬂ%ﬁfvﬁd’ﬂa‘r t‘bﬁh‘fﬂlfﬂ’ ﬁ% 1Ef3 ) ,.
mAI Imam Abu Husein Muslim bin al Hajjaj bin Muslim al Qus;falffi éﬂ

Naisabiri, Shahih Mus’hrﬁ ﬂf‘o"ff ﬁPﬁahTriﬂ‘iTsa ézl‘“fg\ab’f‘ﬁl H%Iab
Tman, h. 55 aveA Y oihl tmhw"ﬂ W dndhuo? Jewbe s i3
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140 Gg_e_ujlob__,)wu.ar%wm_)cum‘
Dari Abi Dzar RA. la berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barang :

- siapa memlsahkan diri dari- jama ah {muslimin)} "satu jengkal,
maka ia telah mencabut pemehharaan Is!am dan Iehern ya. ” (H R.

- Al Baihagi)

A._C’Uzjiuﬂcjz—uﬁ "'”‘LJ_}*”_)JU dbw&mgp_)oj:jﬁdi

_ 141(rmosjj)mumgufmu;i%uj
Dari Abi Hurairah RA. la berkata: Rasulul!ah SAW bersabdag:

“Barang siapa keluar dari ketaatan dan ‘memisahkan diri- dari

jama’ah (muslimin), kemudian ia mati, maka kematmnnya sepert;
mati jahifiyah” {H.R. Muslim)

Sedangkan imam S\/afli meski ia juga mengakui ke-

shahihan hadits-hadits di atas, namun beliau memberikan. pe-

ngertian bahwa semua makna vang dikehendaki dari hadits-
hadits tersebut adalah orang- orang yang keluar dari ketaatan dan
menentang imam tanpa ada alasan atau penjelasan/ta wil
apapun, ¥

Penafsiran Syafi'i dldukung oleh adanya hadits-hadits yang
) membolehkan kaum muslimin melakukan perlawanan terhadap

| kezhallman yang diterimanya.

" Hadits tersebut antara fain:

Wi 15AI Banhaq| A! Sunan ai Kubra, .Illld 8, {Bairut Dar Shadlr), Cet 1, 1354
7 . .

1““Mus.hm Shahfh Mushm,llhdz kitab lmarah h 135
Imam Al Nawawu, Raudhah al Thahbm,hild? h. 270"

. '] ~ . - ‘-
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B3 ol YAt s alsl 0

Dari -sa ld bin Zaid berkata Aku mendengar Rosulullah SAW
bersabda: “Barang siapa yang dibunuh karena mempertahankan
hartanya, maka ia syah:d ‘Dan barang siapa dibunuh karena
mempertahankan agamanya, maka ia syahid. Dan barang siopa
dibunuh karena mempertahankan darah (jiwa) nya, maka ia
syahid. ‘Dan barang siapa dibunuh karena mempertahankan
keluarganya, maka ia syahid.” (H.R. An Nasa-1)

J;mjww‘_}.@‘_}s-jiup%ﬁw JJMJJM JBw}A al e

'JJLB msJ,wJJLuvaMdJJMg@JJM}m

HE (s ol ) B e 3 g3 LW o i1 2l 00,
‘Dari' Abi Musa fa berkata: telah ditanyakan kepada
Rasulullah SAW tentang seorang yang berperang (untuk
menampakkan) keberanian; dan seorang yang berperang
demi membela kesukuan, dan seorang yang berperang
demf riyd’, mana di antara mereka yang berada di jalan
Allah? Maka Rasul SAW menjawab “Barang siapa yang
berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka ia
berada dalam jalan Allah (fi s,qb:l:llah" ”{H.R. Muslim) "

1“3}-\! Imam Abi. Abdurrahman Ahmad bm Syu'aib An Nasa-i, Sunan An

 Nasd-i bi Syarh Al Hafizh Jalaluddin Al Sayithi, Jilid 7, {Bairit: Dar Al.Ma’ rifah), .

1997, h. 132. Hadlst ini juga dlr:wayatkan oleh Turmudzu dari Abdul[ah bin’

Umar.
144I\/lusltm, Shahih Mushm, Jilid 2, kltab imarah h 156
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Definisi imam Syafi'i yang mengkaitkan adanya sifat ‘adj
, pada diri imam yang ditentang, juga didukung oleh definisj.
definisi lain dari kalangan Malikiyah dan Hanaflyah. Mereka juga
mengkaztkan kata “al-Hag” pada kata imam.

Imam Badruddin al ‘Aini al Hanafl mlsalnya men;

definisikan bughdh dengan:
“Kelompok bughah adalah orang-orang yang menentang imam
yang hag (sah) dengan jalan vang tidak hag (ilegal). Pen-
jelasannya: Apabila kaum muslimin telah sepakat pada ke-
pemimpinan seorang imam dan mereka merasa aman dengan-
nya, lalu satu kelompok kaum muslimin keluar {untuk melakukan
perlawanan). Namun jika mereka melakukan kezhaliman karena
kezhaliman imam atas mereka, mereka bukan golongan bughdh.
Dan wajib atas pemimpin itu untuk meninggalkan kezhaliman lalu
menasehati/menyadarkan mereka. “** :
Menurut definisi versi Mu’jam lughat ol fugahd, kata al
haqg juga dikaitkan pada kata imam:

Moot ylin g1 LYl e e b Opaded) a2l c;}f

“Keluarnya suatu kelompok dari kaum muslimin untuk
menentang imam yang hag, dimana mereka mem:hkf kekuatan
dan berpegang pada suatu ta’wil.”

Dari uraian definisi-definisi di atas, penulis berkemmpulan :

bahwa definisi imam Syafi’i tentang bughdh adalah definisi yang
paling tepat dan sempurna. Definisi beliau memberikan hak
pengawasan dan kontrol yang kuat dari kaum muslimin terhadap

“*Badruddin al ‘Aini al Hanafi, af Bingyah fi Syarh al Hiddydh Ji!id 7,

(Bairit : Dar al Kutub al ‘iimiyah), cet. 1, 2000, h, 298 .
146

al Fuqahd, (BeirGt : Dar al Nafaa-is : 1985). H. 109.
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Mohammad Rawas Qal’ah ji & Hamid Shadig Qunaibi, Mu’jam Lughat ,

pelaksanaan pemerintahan- secara- adil dan benar, dan oleh
karenanya pemerintahan itu wajib ditaati sepenuhnya.
Sebelum sebuah-Pemerintah mengambil kebijakan untuk

| memerangi kaum bughdh, maka ada tiga persyaratan dan lima

prosedur ketat yang harus diikuti. Hal ini dilakukan untuk
menghindari jatuhnya korban dari orang-orang yang tidak
bersalah, serta kemungkinan meluasnya efek negatif dari pe—
perangan tersebut.

Syarat dan prosedur ini bukanlah suatu hal yang d:buat-

“buat oleh para fugahd, melainkan hasil pemahaman mereka

terhadap nash al-Quran, hadits-hadits Rasulullah SAW. serta
perbuatan-para sahabat yang terkait dengan masalah ini. Ketiga

| syara't dasar yang telah disepakati para fugaha, sebagaimana

telah disebutkan oleh Imam al-MawardT adalah sebagi berikut:**’

a. Kelompok ini memiliki kekuatan dan sejumlah pendukung
yang tidak mungkin ditundukkan kecuali dengan diperangi.
Bila mereka hanya terdiri sekelompok individu yang tidak

- punya kekuatan, maka tidak boleh diperangi. Namun tetap
dihukum sesuai dengan perbuatannya, baik dalam
masalah hak (hugiq) maupun hudud. Imam Syafi'i mem-
beri contoh Abdur Rahman bin Muljam yang tetap
dihukum "qishas karena membunuh Ali RA. atas dasar
ta’wil dan-alasan yang dia pegang

b. Kelompok ini mendiami suatu daerah -atau kawasan
tersendiri di luar Dar Ahlu ol ‘adli. Yang dimaksud Dar Ahlu
al 'adli adalah suatu_perkampungan atau daerah di mana
masyarakat sipil biasa hidup, dan mereka tidak ikut serta

~ dalam kegiatan-kegiatan kaum bughdh. Apabila_ kaum'

17} ihat- Abul Hasan Al bify Muhammad bin Hahib-Al Maward; A! Hawr al
Kabrr de 186, {Berrut Dar al Fikr, 1994), h. 358 dst :
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_, bughah hidup atau bersembunyi dalam kawasan Dar Anjy
al ‘adli, maka mereka tidak dapat diperangi.
. Poda suatu ketika khaljah Ali RA. sedang bep.
khutbah lalu tiba-tiba seorang laki-laki bangun dgp
_berkata "Keputusan ftu hanyalah kepunyaan Allah "

dengan maksud ingin menentang kebijakan Saiding Ah-

yang menerima tahkim (arbitrase) dalam perang dengan

pihak Mu'awiyah. Mendengar itu Saidina Ali RA. Men- .

jawab dengan suatu ungkapqn monumental: "Suatu per-
katgan "yang . benar, tapi yang diinginkan di baliknyq
adalah kebalikan. Ada tiga hak kalian atas kami; kami

tidak akan menghalangi kalian untuk memasuki mesjid

Allah, kami tidak akan menghalangi kalian untuk men-
dapatkan harta rampasan perang selama kekuatan kalian
bersatu ‘a’engan kekuatan kami, dan kami tidak akan me-
mulai untuk memerangi katian, ™*®

c. Kelompok ini mengadakan pemberontakan dan pe-
nentangan terhadap penguasa atas dasar "Ta'wil Muhtamal",
Yaitu suatu penjelasan dan penafsiran yang mereka
anggap benar terhadap suatu masalah yang menjadi
sebab perselisihan. Seperti kasus Ahfu al Jamaf di Bashrah
dan Ahlu al Syam di Shiffin yang secara terpisah
memerangi khalifah Ali RA. atas dasar suatu to’wil

-muhtamal, yaitu untuk . menuntut bela atas _kematian

khlifah Utsman RA. yang syahid terbunuh.
. Di samping ketiga syarat dasar- yang-telah disepakati di
atas, ada syarat ‘keempat yang masnh terjadi ikhtilaf ulama

8 Dr, Yusuf Qardtawi, Figh Negara, terj..Syafril Hakim, (Jakarta: Rabbani

Press), Cet. Il, th. 1999, hal 201, Iihat;uga al Balhaql, A!Sunan al Kubrd, thd
- 8, h. 184
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tentangnya. Syarat tersebut adalah adanya imam atau pemimpin
di kalangan kaum’ bughah yang ditaati dan dituruti perintahnya.

' Sebagian- ulama berpendapat syarat itu merupakan suatu
keharusan, agar dapat: dibedakan antara pengikut kaum bughah

B dengan orang biasa. Namun jumhur ulama termasuk kalangan al-
Syafi’ ivah berpendapat hal itu bukanlah syarat dasar untuk me-
- merangi mereka. Pendapat ini dikuatkan oleh dalil' perbuatan -

saidina Ali RA. memerangi Ahlu al Jamal yang secara reésmi tidak
memiliki seorang pemimpin. Begitu pula beliau telah memerangi
Ahlu Shiff“n sebelum Mu’awiyah bin Abu Sofyan mereka angkat
sebagai imam.

| Walau syarat-syarat dasar di atas telah terpenuhi, namun
pemermtah yang sah belum dapat mengambil tindakan me-
‘merangi kaum bughah sebelum mengikuti beberapa prosedur

- berikut ini. Prosedur ini tak lain adalah suatu upaya dialog secara
damai untuk mencari solusi terhadap akar permasalahan yang

menyebabkan kaum bughdh mengadakan perlawanan.
Hal ini sesuai dengan perintah Allah yang. menganjurkan
Ishlah {berdamai) sebelum Qitd! (perang) juga sesudahnya

”Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmm
_berperqng maka damaikaniah keduanya. (QS Al
_HujUrét: 9)

_ _ . b,lzm&bddijb.g.wbzl‘pbu;bdb g
”J:ka golongan itu telah kembali (kepada penntah Allah}

maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan” -
ber!aku adillah." (QS Al HUJurat 9) '
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Secara terperinci, prosedur yang harus dlla!m adalah
sebagai berikut: *°

1.) Pertama sekali, pemerintah 'yang sah- harus menanyakan
kepada kaum bughdh, alasan apa yang membuat mereka
mengadakan perlawanan dan memisahkan diri dari jama ah

- muslimin yang lain.

2.) Jika mereka menyebutkan suatu kezhaliman yang mereka
terima dan derita, maka pemerintah harus menghilangkan
kezhaliman tersebut,

3.} Jika mereka menyebutkan suatu alasan atas dasar kesa!ahan
penafsiran mereka terhadap suatu masalah, maka pe-

merintah harus. menjelaskan kebenaran dan meluruskan

pemahaman mereka dalam masalah tersebut. Hal ini

_dilakukan dengan cara bermunddharah (diskusi), mengikuti

sistem munddharah yang benar. Mengedepankan kebenaran

~ di atas segalanya, objektif, jauh dari sifat curang, memper-

tahankan pendapat meski jelas tidak benar, dan sn‘at ialn d|
luar sistem diskusi yang lazim dikenal. :

4.) Selama dialog untuk damai masih berlangsung dengan benar

- serta harapan untuk membuahkan perdamaian masih ada,

maka pemerintah tidak boleh meninggalkan dlalog untuk

memerangi kaum bughdh.
5.) Namun, jika semua hujjah kaum bugh3h telah dikalahkan
“dan kebenaran sudah nyata, sementara mereka'masih tetap
“enggan untuk tunduk dan patuh pada Imam yang haq, ketika

itu dibolehkan bagi imam untuk mengambil tindakan meme- -

rangi mereka hingga mereka kembali kepada perintah Allah.
Bila kita ingin menganalisa aspek Syar’i {figh)-dari gerakan
kemerdekaan di Aceh maka faktor motivasi menjadi sangat

RN Mawardi, Al Hawi of Kabir, lilid 16, h. 359-360
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L R

penting untuk diperhatikan. Memberikan penekanan analisa
hanya dari sisi ta’rif {definisi) bughdh menurut hukum islam tidak
akan membuahkan hukum yang obyektif, khususnya terhadap
kasus pergolakan di Aceh, _

Seperti telah dijelaskan terdahulu, secara umum, ta’rif
bughdah adalah “Sekelompok orang Muslim yang melakukan-per-
fawanan térhadap kepemimpinan Imam yang hag dengan.meng-
gunakan senjata dan berpegang atas dasar suatu ta’wil (alasan).
tertentu”.”®® Atas dasar ta’rif ini, maka gerakan kemerdekaan di

~Aceh dari Daud Beureueh hingga Hasan Tiro sudah sah untuk

disebut sebagai bughdh. Padahal untuk konteks Indonesia
dengan gerakan kemerdekaan di Aceh, persoalannyatidak se-

- sederhana itu. Istilah “kepemimpinan Imam yang Hag” menjadi

suatu’ hal yang masih dapat diperdebatkan untuk sistem negara
Indonesia yang sering disebut- sebut sebagai sebuah negara yang
bukan sekuler dan juga bukan negara agama (Teokrasi).**
Apalagi jika kita memaknai definisi yang diutarakan .I‘mam
Syafi’i dalam masalah ini, dimana beliau meng-qayid-kan kata

‘adil pada kepemimpinan Imam yang. ditentang oleh kaum

bughdh, maka keadilan Pemerintah terhadap rakyat Aceh mesti-
nya masih sangat patut dipersoalkan sebelum kita mencap
gerakan kemerdekaan di Aceh dengan sebutan bughah. ,

| Oleh karena itu, dalam kasus: |n| ‘ta’wil {alasan) 'yang
duadlkan pegangan dan motivasi setiap:’ kelompok. gerakanr
kemerdekaan di Aceh menjadi sangat penting dalam menentukan

- aspek syar'i dari aksi-aksi gerakan tersebut. Apalagi, ta’wil-ta'wil

yang dikemukakan oleh para anggota gerakan ikut mengqlam‘i*

150 cif versi My’ jam Lughat al Fugaha
¥4 ihat; Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan UUD 1945 (}akarta Ul-

Press), cet. }, 1995 h. 94 dst.
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perkembangan seiring dengan situasi dan kondisi yang terjad; di
daerah konfiik itu.

Usaha menganalisa aspek syar’i dari gerakan kemerdeks”
an di Aceh dengan menilik pada motivasi mereka, didasari atag
hadits Rasulullah SAW: |

e JlesV 6L 1 5h BB gy cane JB ol e e
B2 (s ) ol )y o5 b 5,4 SIS 1,

“Bahwasanya setiap perbuatan itu berdasarkan niatnyg,
dan bahwasanya masing-masing individu (diperhitung-

kan) berdasarkan apa yang diniatkan.”{(H.R. Bukhari

‘Muslim)
~ Hadits ini menerangkan besarnya peran mat dan motivasi
dalam setiap tingkah laku dan perbuatan manusia. Niat juga
merupakan standar penentu dari sah tidaknya suatu amalan atau
berpahala dan dosanya suatu tindakan. Dalil-dalil al-Qur'an yang
menjelaskan hal ini cukup banyak. Beberapa di antaranya adalah
“firman Allah SWT. sebagai berikut:

oSl tani b STy 4y flax Tl Al (Sle
“Dan tidak ada dosa atasmu terhadap opa yang kamu
khilaf padanya. Tetapi (yang ada dosanya) apa yang di-
sengaja oleh hatimu.” (Q.S. Al-Ahzab : 5)
Dalam masalah sumpah, Allah berfirman :

oSl S e (Sl STy (SOl 3 pallly AU (Sl Y

~ AbT Abdillah Muhammad bin Ismafl al Bukhari, Matan al Bukhari bi
Hdsyiah al Sanadi, Jilid 1, (al Qahirah: Dar thya' al Kutub al 'Arabiyah), t. th,

Bab Bad'ul Wahyi, h. 5-6. Lihat juga: Al Imam Abu Husein Muslim bin al Hajjaj

bin Muslim al Qusyairi al Naisabiiri, Shahih Muslim, Jilid 2, (al Qah:rah Is3 al
Babl al Halabi), t. th, h. 157-158
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“Alfah tidak menghukum kamu'diSebabkdn sumpahmu
yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah
menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang
disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu...” {Q.S. Al-
Bagarah : 225)

Dalam masalah hijrah, Allah menerangkan

o ool s B M oSy ¢ Ay J‘ rles < o0 7 2 0

Al u.t;

- “Dan barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud

berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudiaon ke-

‘matian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang

dituju), maka sungguh- telah tetap . pahalanya di sisi

Allah...” (Q.S. An-Nisa’ : 100) :

Dari hadits dan ayat-ayat di atas,. para fuqaha me-
nyimpulkan suatu kaedah figih yang masyhur dan muttafaq .
‘alaih, atau seperti yang disebutkan-oleh lbnu Rajab dalam kitab
Jami‘al’Ulam wa-al Hikam™?: “suatu kaedah universal yang tidak
mungkin luput dar:padanya suatu perkara apapun Kaedah
dimaksud adalah: :

s slic _))AS“

“Setiap perkara berdasarkan motivasinya.”

Salah satu contoh penerapan kaedah figh ini dalam
hukum Islam terlihat jelas dalam pembahasan nikah. Hukum
dasar nikah adalah sunat. Berdasarkan sabda Rasul SAW:

Gt ot f o 5 CURE - 8 Jgny JB 1206 228ts

Lihat: Ali Ahmad al Nadawn al-Qawd‘id af quhfyyah (Damaskus Dar al‘-
Qalam) cet. IIl, Th. 1994, h. 282 283
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Dari ‘Aisyah beliau berkata: Rasul SAW Bersabda: ”N:kah
“adalah sunndbku, dan barang siapa yang tidak meiaksanakan
sunnahku, maka ia bukan dari golonganku” (H. R. lbn Majah)
Namun, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib dalam
kondisi di mana seorang laki-laki sudah sangat mendesak ke-
inginannya untuk kawin dan ia takut akan terjerumus dalam zing
jika tidak segera menikah. Sementara ia mampu untuk member;
nafkah secara lahir dan batin. Huku'm nikah juga dapat berubah
‘menjadi haram apabila calon suami berniat untuk menyakiti atay
mencelakakan istrinya dengan pernikahan tersebut atau tidak
mampu memenuhi nafkah batin dan‘lahir kepada istrinya. Hukum
“nikah juga dapat berubah kepada makruh dan mubah dalam
kondisi-kondisi yang lain.
Jika kita kembali ke persoalan dasar tentang aspek syar'i

dari kasus pergolakan di Aceh, maka sesuai motivasinya gerakan

kemerdekaan di Aceh dapat disimpulkan dalam tiga’ kategori
“hukum yang dapat dijelaskan sebagal berikut:
Pertama :
' Gerakan kemerdekaan yang dipeioporl oleh Teungku
- Daud Beureueh atau lebih dikenal dengan Gerakan Darul Islam/
~ Tentara islam Indonesia (DI/TH). Sesuai dengan motivasinya
untuk mewujudkan tegaknya Syariat Islam di bumi Aceh, maka
penulis berkesimpulan bahwa gerakan ini sama sekali tidak dapat
_ .dlsamakan dengan hukum bughdh dalam Islam.
| ' Pendapat ini dldasan atas beberapa a!asan

. 15“A1 Hafizh Abi Abdillah- Muhammad bin Yazid al Qazwaini Ibn Majah,
* Sunan lbn Majah, Jilid 1, (Balrut Dar al Ma’rifah); cet.], 1998, h. 589
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1. Menegakkan Syariat Islam di muka bumi adalah keharusan,
sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Pembahasan
mengenai -hal ini sangat luas, oleh karenanya penulis akan
mengemukakan dali-dalilnya saja  sesuai kebutuhan, agar
tidak keluar dari persoalan'semula.

Allah berfirman dalam surat Al-Ma-idah ayat 44-45 dan
47: '

05 0 on &gl Jpf e Sa d ey
“..Barang siapa tidak memutuskan menurut apa yang

diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang
ycmg kafir.” {Al-Ma-i'dah :44)

OGN o 14305 & Jfluriﬂ& o

“ .Barang siapa tidak memutuskan menurut apa yang
dfturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang
zhalim.” (A IiVIé i‘dah 45)

“..Barang s:apa tidak memu;‘uskan menurut apa yang
diturunkan. Allah, maka mereka itu adalah orang-orang
yang fasig.” (Al-Ma-i‘dah :47)
Ketiga ayat di atas menerangkan bahwa orang yang tidak

berhukum dengan hukum Allah ada tiga macam: **°
a. Karena benci dan ingkarnya kepada hukum Allah.
~ QOrang yang semacan ini kafir {Ayat 44).
b. Karena menuruti-hawa nafsu dan meruglkan orang
lain, dtnamakan zhahm (ayat 45). '

55 Al Quran dan Terjemahnya, {Madinah: Mujamma’ Khadim al Haramain
al Syarifain al Malik Fahd li Thibd’ah al Mushhaf al Syarlf), t. th, h. 168 (Foot
note). -
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c. Mereka tahu hukum Allah tetapi enggan men.

Jalankannya, dinamakan Fasiq (Ayat 47).
Ketlga ayat tadi pada dasarnya memang. menceritakap

‘perihal kaum Yahudi dan Nasram yang tidak-berhukum menuryt

-apa yang diturunkan Allah. Tetapi harus diingat, umat Islam pun
sebenarnya tidak luput dari tuntutan tersebut Bukankah kaedah
Ushal mengatakan :
' Miu.a_},\p_ﬁywi‘n}w & pall

“ibrah (pelajaran} itu d:amb:l dari umumnya lafazh

(nash), bukan dari khususnya sabab”.

Secara dalil ‘aqli (rasional) juga . patut dipertanyakan,
kalau umat Yahudi dan Nasrani saja dikecam oleh Allah dengan
sebutan kafir, zhalim dan fasiq karena tidak berhukum menurut
apa yang diturunkan-Nya, maka apakah umat Islam akan lepas
dari kecaman tersebut jika mereka tidak menjalankan ketentuan
Allah? Sementara Al-Quran yang diturunkan sebagai pedoman

adalah penyempurna bagi dua kitab yang telah diturunkan

“terdahulu; Taurat dan Injil.
Kalau dirujuk pada Sunnah, maka dldapatl Rasulullah SAW
bersabda:

w;qﬂfujwmwmdﬂ,w:J)@ﬁ;dm&o;
| 15 (s ol ) Balr T g i (3 ol o

| -’Dan Abdullah bin Umar, ia berkata: Aku mendengar Rasul
SAW bersabda: “Siapa yarig meninggal tanpa mengikat

sumpah setia (bai’ at) maka dia menmggal dalam

keadaan jah:hyah v (H R. Mushm)

: 155Musllm, Shahih Mushm Jilid 2, h. 136
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Nabawiyah yang mulia.

§

Da]am menafsirkan hadits ini, Yusuf Qardlawi men-
Jefaskan bahwa haram hukumnya bagi seorang muslim untuk
membai’at atau mengucapkan sumpah setia kepada penguasa
yang tidak komit dengan Islam. Bai’at yang dapat menyelamatkan -
seseorang dari dosa adalah bai'at yang dilakukan kepada
pengualsa vang memerintah dengan apa yang diturunkan Allah.
Bila hal ini tidak terwujud, maka seluruh kaum Muslimin: berdosa ,
sampai diterapkan. hukum islam dan terealisir bai’at yang
diinginkan, kecuali dalam dua hal:

1). Selalu menunjukkan sikap tidak setuju terhadap situasi
yang menyimpang dan bertentangan dengan syariat
Islam, walaupun hanya dalam hati karena belum mampu
melakukan perubahan. _

2). Selalu berusaha  menggairahkan kehidupan Islam yang
lurus yang dibina atas hukum Islam yang benar. Usaha itu
harus dilakukan secara. kolektif antara sesama kaum
Musl:mln saling bahu membahu seperti sebuah bangunan
yang sebagiannya menopang bagian yang lain. 157 _
Selain dari.ayat-ayat dan hadits diatas, masih banyak iagl

" nash-nash aI‘Qur an dan Sunnah yang menunjukkan keharusan'_

menegakkan hukum Islam,”® sebagaimana hal tersebut juga

dapat d|paham| dari karakter hukum Islam itu sendiri dan Sirah
159

o Lihat: Yusuf QardlawT, F[qh Negara ter; SyafraI/Hallm, (Jakarta:

Rabbani Press), Cet.ll, 1999, h.7 . _
1585 eperti: 'Q.S. An-Nisd’ : 60-65, Al-Ma-idah : 48-49, An-Ndr: 47-51, 55,

Al-Ahzab: 36, Al-Jatsiyah: 18, dan lain-lain
159Untuk lengkapnya, lihat: Yusuf Qardlawu, Figh Negara h. 3-25
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2. Alasan tersebut didasari atas hadits-hadits Rasul yang
memberikan kemungkinan untuk melakukan perlawanan
demi tegaknya syariat Allah. Hadits dimaksud antara lain : «

CYIINIDS PRESY IR N

| (e o g g G A o

Dari abi Misa, dari Nabi SAW Beliau bersabda: “Barang

siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah,

maka ia berada dalam jalan Allah (fisabilillah) h!ngga ia
kembali” (H.R. Muslim)

“Kalimat Allah” yang dimaksud dalam hadits tentu tidak
hanya terbatas pada pengucapan dua kalimat syahadat, tapi juga
termasuk menjalankan Syariat Islam secara kaffah dan benar,
sebagai bentuk implementasi dari dua kalimat syahadat tersebut,

Makna hadits di atas juga dldukung oleh hadits lain dari
Mu'ddz : :

O A Of YT iy pum - 1w.,u RF NS SN R og Yi
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Vfﬂﬂfrﬁwx_\afub crf_}ldrﬁwdp crﬁdyaig'ﬁbwf)’
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_ 161(&[)}&” OUJ) f\ﬂ doxa

**Muslim, Shahih Muslim, Jilid 2, kitab Imarah, h. 156

151Dlrlwayatkan oleh Ish@q bin Rahawih dalarn musnadnya dari Suweid
bin Abdul Aziz, dia adalah perawi lemah, Sementara Ahmad bin Munta
- mengatakan bahwa para perawinya adalah Tsigdt (dapat dipercaya) seperti

138~ PERGOLAKAN ACEH DALAM PERSPEKTIF SYARIAT

“Ketahuilah bahwa roda Islam selalu berputar, makq
berputariah kalian sesuai dengan putarannya. Ketahuilah
bahwa sesungguhnya Al-Qur’an dan Sulthan (kekuasaan)
akan terpisah- (suatu saat}, maka (kef:ka itu) Janganiah
kalian menmggalkan al-Kitab " (Al-Qur'an). Ketahuilah

bohwa akan memrmpm kalian para pemimpin - yang

memperlakukan dirinya bukan seperti memperlakukan
diri kalian. Bila kalian membangkang kepada mereka,
mereka akan membunuh kalian, bifa kalian mentaati
mereka, maka mereka akan menyesatkan kalian. Para
Sahabat bertanya : “Apa yang harus kami lakukan wahai
Rasulullah ?” Beliau menjawab : “Lakukaniah seperti apa
yang dilakukan oleh para pendukung Isa bin Maryam ;
mereka dibelah dengan gergaji dan dibawa ke atas kayu
(tiang gantungan). Mati- dalam ketaatan kepada Allah
lebih baik dari pada hidup dalam kemaksmtan kepada‘
Nya. ” (H.R.At-Thabrani) = .

- Sepanjang. sejarah Islam dari . masa Rasufullah hmgga,‘
runtuhnya daulah Turki Witsmani, kaum Mushmm tidak mengenal’
pemisahan antara agama dan negara dalam sistem pemerintahan
mereka, -meski setelah masa khulafa’ af rasyidin, khalifah
diwariskan dengan sistem kerajaan. Pemisahan itu baru dikenal
setelah kolonialisme dan sekularisme Barat melakukan ekspansi-
nya ke wilayah- w;]ayah Islam. Hal m:!ah yang teiah dtperlngatkan

yang juga dikatakan oleh Al Bushiri dalam buku."Al Athaf “. Lihat: A-Mathdlib -

- al-“Aliyah oleh Ibnu Hajar, Tahgig: Syaikh Habib. ar- Rahman al-‘Azami. Diterbit-- ‘
kan oleh Departemen Wakaf Kuwait, Jilid IV, hadits no. : 4408. Diriwayatkan

oleh’ oleh Thabréni. Di dalamnya terdapat Yazid bin. Mirtsad yang tidak
mendengar dari Mu’adz, lbnu Hibban dan lainnya mempercayainya. Namun,
jam@’ah menganggapnya ‘lemah, sisa perawinya adalah tsigdt (dapat

“dipercaya). Lihat Majma’ al-Zawdid oleh al HaitsamT.(5/238)
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Rasulullah dalam hadits di atas, dan beliau memerintahkan untyj
' melawannya o

Satu hal yang penting dicatat, bahwa. makna hadlts -hadity
ini sama sekali tidak bertentangan dengan hadits-hatits lain yang
_menyeru kaum muslimin untuk tidak menentang penguasa meskj
‘fa berlaku jahat. Sebab, penguasa yang dimaksud dalam kedua
kefompok hadits itu berbeda. Penguasa yang dilarang untuk
dilawan adalah penguasa {Imam) dari sebuah pemerintahan
Islam yang sah dan benar-dan mengakui Al-Qur'an dan Sunnah
sebagai pedoman hidupnya. Pemerintahan ini tidak boleh
ditentang, meski -ia mungkin belum tentu- baik, sebab pe-
nentangan tersebut dikhawatirkan akan melahirkan fitnah vang
lebih besar, seperti pertumpahan darah sesama kaum muslimin,
pelanggaran kehormatan, harta dan sebagainya. Sementara, para
pemimpin yang dimaksud oleh hadits dalam poin kedua ini
adalah mereka yang tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai
pedoman hukum dalam bernegara. Dengan kata lain tidak me-

nerapkan Islam sebagai sistem dalam kehidupan bernegara.
Pemimpin seperti ini boleh ditentang dengan cara keluar dari

ketaatannya. :
Perlawanan terhadap pemimpin -seperti ini dapat di-
lakukan apabila memenuhi sekurang-kurangnya tiga syarat:
a. Terlebih dahulu mengajak pemimpin tersebut untuk
kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan penuh
hikmah dan mau‘idhah hasanah serta’ ber-mujadalah

(diskusi) dengan cara-cara yang baik. Sebagaimana Allah.

juga t_ell_ah ‘memerintahkan Musa dan Harun untuk ber-
dakwah kepada Fir'aun dalam firman-Nya:

ot S A LYY A ) e ) La
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T T b AL R R T T

“Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya ia
telah melampaui ‘batas. Maka berbicaralah kamu berdua
| ‘kepadanya dengan kata-kata yang. lemah lembut,
mudah-mudahan ia mgat atau takut.” (Q.S. Thaha 43-

- 44) -
'b. Dapat diperhitungkan‘ tidak akan membawa kepada
mudharat yang lebih besar. Hal ini berdasarkan kaedah

Figh: '

él..,a.u g..«l>- O L.;_,‘) qul'u D.)
“Mencegah muafsadah leb:h diutamakan dari mencari

mashlahah.” , .
Dan juga kaedah : ' :

(,.LLF }TL@.L.AJ‘ S8 N d'u .L‘»_,ﬂ.n Jwlall YJ.)
“Mencegah mafsadah_disyaratkan tidak membawa ke~

pada mafsadah serupa atau kepada mafsadah yang lebih

besar.” . :
“¢.. Mempunyai kekuatan yang dapat dlgunaka'n untuk
“mencegah kemungkaran ‘penguasa tersebut. Di zaman
moderen kekuatan itu rnermhk: tiga format: %
1). Kekuatan militer
2). Kekuatan legislatif (DPR) yang mampu mengeluarkan
' undang-undang dan merubahnya sesuai dengan
keputusan  mayoritas yang berlaku dalam sistem
~ demokrasi. L
-3). Kekuatan massa yang mlrip dengan konsensus ummat B
~ Mereka yang tidak memiliki salah satu dari tiga kekuatan.
tersebut per!u bersabar sambll menylapkan diri. Mereka hanya

~ "2jhat : Yusuf Qardlawi, Figh N_egara, h. 158:
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dituntut melakukan pencegahan dengan lisan, dakwah dap

pengarahan maupun tulisan, sampai terbentuk opini-umum yang

kuat yang menuntut perubahan. Di samping itu, mereka juga“®
d:tuntut mendldfk generasi muda Mukmin yang akin me-
ngemban tugas pencegahan tersebut di masa yang akan datang,

_ Menurut penulis, Teungku Daud Beureueh dan gerakan
DI/TII di Aceh telah mempertimbangkan dengan matang, bahwa
mereka telah memenuhi ketiga persyaratan di .atas, maka
merekapun memproklamirkan dukungannya terhadap berdirinya
Negara Islam lndon951a (NIl sebagasmana telah duelaskan ter-
dahulu. o :

3. Alasan ketiga didasari atas pemikiran bahwa mehegakkan
syariat Islam di bumi Aceh bukan sebatas tuntutan, tapi
merupakan ' hak yang telah dijanjikan Soekarno kepada
rakyat Aceh melalui Daud Beureueh sebagai syarat untuk

. mendukung perjuangan revolusi Indonesia, dan oleh karena-
‘nya mesti dipenuhi oleh Pemerintah RI. Atas dasar ini, maka
_perlawanan rakyat Aceh untuk menuntut haknya tidak dapat
dlsebut sebagal tmdakan bughah.

Kedua :

Gerakan kemerdekaan yang dtpeioporl oleh’ Hasan Tiro
tahun 1976 yaitu Acheh Sumatera National Lrberanon Front
(ASNLF). _ _
~ Siapapun yang menganalisa sejarah lahirnya gerakan ini
akan segera mendapat kesan fanatisme kedaerahan yang cukup
kental dalam motivasi utama dan visi perjuangan gerakan
tersebut. Hal tersebut nyata terlihat dari motivasi utama mereka
yang. ingin mengembalikan kedaulatan Bangsa Aceh. Kalaupun
motivasi menegakkan Syariat 'Islam dijumpai pada sebagian

142~ Prreol AKAN ACEH DALAM PERSPEKTIE Svyarm! AT

% .
g
i

pejuang gerakan ini, namun tidak pernah menjadi alasan utama
lahirnya gerakan tersebut. Bahkan kesan Islam seolah sengaja
ditutupi dalam upaya mencari dukungan’ internasional sebagai-
mana diungkapkan mantan Juru runding GAM terdahulu Sofyan '
tbrahim Tiba.

_ ‘Ashabiyah atau fanatisme kedaerahan adalah suatu hal
yang dilarang dalam rIs_lam,‘ apalagi jika sampai menyulut pe-
perangan atas dasar itu, kar:ena_ resikonya adalah mati dalam
keadaan jahiliyah. Cukup banyak hadits-hadits yang menerang-
kan hal tersebut. Diantaranya‘séb‘da Rasul SAW :

bl G,y aslall o ot o 1 J6 T BB D e i e ol e
oy o Aan) Coiay gas B o BB ey Bl B ol ol
G ol o g oy el i i Bas iy f Res )
G el codge dge ) iy Vs Lae n Bl Vg Ly Loy

163 ( P‘l““" g din el

Dari Abu Hura:rah dari Nabi SAW beliau bersabda:
~ “Barang siapa keluar dari ketaatan dan remisahkan diri
dengan joma’ah (kaum Muslimin), falu mati, niscaya ia
mati dengan kematian seperti pada masa jahiliyah. Dan
barang siapa berperang di bawah panji buta (kesesatan)
dengan marah demi suatu ‘asabah, 164 menyeru kepada

suatu asabah atau mendukung suatu asabah Ialu mat:- S

- 1 Mustimi, Shahih Musfim, Jilid 2, h. 135. tihat juga: Imam Ahmad. 'bm'
Hanbal, 4/ Musnad lilid 2, (Bairut Al Maktab Al lslaml an Dar Shadtr) t. th, h.

488 .
%%/ 4sabah daiam hadits ini dimaknai dengan suaty kelompok kaum,

~ suku atau bangsa.
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(dalam memperjuangkan hal itu), niscaya ia mati dalom
keadaan mati jahiliyah. Dan barang siapa keluar atgs
umatku (melakukan pembangkangan), dengan memukyt
yang'baik.maupuh yang jahat, tidak menjauhkan (me-
melihara) tindakannya dari kaum mukmin, serta tidgk
menepati janjinya pada pemimpin (dengan taot), maka ig
bukan dari golonganku, dan akupun bukan dari golongan-
nya.” (H.R. Muslim) :
Juga sabda Rasul SAW

Ao (Je BB on be oy dadl df (o0 r e
GE(DJl.Dﬁf”JJ‘)WL;U"DL‘o”'WM;

‘Dari Abdullah bin Sulgiman, dari Jubair bin Muth’im,
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Bukan dari

golongé_:m kami orang yang menyeru kepada ‘Ashabiyah,--
dan bukan dari golongan kami orang yang berperang

atas dasar ‘ashabiyah, dan bukan dari golongan kami
orang yang mati {dalam memperjuangkan) ‘ashabiyah.”
{H.R. Ab11 Daud) |
, Hadits-hadits ini menunjukkan keharaman menyeru
kepada sesuatu yang bersifat ‘ashabiyah, apalagi berperang atas
namanya. ‘Ashabiyah dapat diartikan sebagai “kuatnya ikatan
seseorang terhadap gplohgan atau kelompoknya, diiringi

51 Imam al Hafizh AbQ Daud Sulaiman bin Al ‘Asy’ats bin ishaq Al Azdi

Al SijistanT, Sunan Ab Ddud, Jilid 2, (aI Qahirah: Musthafa al Babi al Haiabl), _

1952 h 625
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: kesungguhan dalam mempertuhankannya serta. berpegang teguh- '

pada prinsip-prinsipnya.” 166

Atas dasar motivasi gerakan Hasan Tiro yang ingln me--
wujudkan -kedaulatan bangsa Aceh, maka -dapat ‘dls;mpulkan}' :
“bahwa gerakan ini adalah gerakan yang berjuang atas. dasar’ -
’Ashabiyah suatu hal yang dilarang tegas dalam Islam ber-a
~ dasarkan hadits-hadits terdahulu.

Sementara untuk menyimputkan mereka sebagai bughah‘
_sangat tergantung penilaian kita terhadap sah atau t:daknya'

kepemmpman pemerintahan Indonesia menurut pandangan

~Islam. Bila kita menilai Pemerintah Rl.sah untuk disebut sebagai -
Pemerintah Ulil Amri Islam- walaupun. secara- “Dhariri bisy.
syaukah”167 sebagaimana diistilahkan sebagian kalangan ulama;
maka Gerakan: Aceh Merdeka Hasan Tiro dapat dikategorikan:
dalam hukum bughdh dan oleh karenanya dapat ditumpas:
“setelah melalui persyaratan dan prosedur ketat yang telah di-
gariskan dalam Syariat islam, dan bukan dengan cara-cara,
~ militeristik yang telah- ditempuh selama ini. f *

166 ihat : Lotiis Ma’lif , Af»Munjrdﬂ al Lughah (Betrut al Mathba’ah al- ‘

Katstilikiyah), 1965, h. 508
Yang dimaksud dengan “Ulil. Amri Dharﬁn‘ bisy Syaukah” adalah pe-
merintahan yang memiliki kekuasaan untuk sementara waktu (Pemerintahan

- Masa Transisi), hihgga‘te'ybent'uknya Pemerintahan islam yang sah dan benar.
Pemerintahan ini. oleh sebagian ulama dianggap sah - selama tidak kafir .
. pemimpinnya dan tidak mengingkari keberadaan hukum-hukum Syanat ‘baik . .
secara i'tigdd (kepercayaan), ‘indd {pembangkangan) atau Istihzd’ (menghlna- -
hukum Islam) meskipun mereka tidak menerapkan_ sebagian hukum Islam S
Mereka * harus menyadari bahwa hal tersebut adalah dosa; ‘dan tldak"‘
menghalalkan perbuatan mereka yang tidak menerapkan hukum-Allah. (Fatwa™
Alm. Tgk. H. Syech Muhammad Wali Al Chalidi- seorang tokoh -ulama Aceh”
tempo dulu yang dikutip dan beberapa kltab F:qh Asy-Syafl wyah tertanggal;' -

14 Oktober 1957) .
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‘Sementara apabila kita menila Pemerintahan"jnd

tidak sah untuk disebut sebagai Pemerintahan Isllam ohesia
Gerakan Aceh Merdeka Hasan Tiro tidak dapat disebyt ;; ma}(:a
tetapi tindakan mereka yang berjuang atas prinsip }aShugi.mﬁ'
juga tidak dapat dibenarkan. = | : ' @biyah

‘Ashabiyah tidak hanya terbatas pada fanatisrhe

daerahan, tapi juga fanatisme kebangsaan dengan ko e
nasionalisme yang sempit. Analisa ini didukung oleh de?‘sép-
‘ashabiyah terdahulu dan hadits-hadits Rasul yang menje i
makna sesungguhnya dari.kata ‘ashabiyah. askan

Hadits dimaksud adalah Sabda Rasul SAW
Vel b J ey b i Wbl e Wl w3 e

R CY I IO 2 e dle s s of Ui

Darir Binti Watsilah bin al-Asqa’, bahwasanya ia men-

dengar ayahnya berkatq: ”Wahaf"Rasuluﬂah', apakah

yang dimaksud dengan ‘Ashabiyah?” Rasulullah men-

jawab: “Bahwa engkau membantu kaummu untuk me.
lakukan kezhaliman.” (H.R. Aba Daud) o

Dalam hadits ini, kata ‘ashabiyah dimaknai oleh Rasul

dengan dukungan seseorang terhadap suatu prihsip atau. ke-

_ d.zailman yang dilakukan oleh kelompoknya. Rasa hormat dan

_f:ln'ta yang berlebihan kepada kelompoknya telah membuat orang

_ r‘fu mendukung apa saja yang mereka lakukan tanpa memper-

timbangkan kebenaran. Inilah makna hakiki dari sebuah sikap
‘ashabiyah. | -

Makna ‘ashabiyah berbeda d‘engan _makna mencintai

tanah air sebagaimana yang dianjurkan Islam. Sebab, mencintai

W68, o
Abl Daud, Sunan AbG Ddud, Jilid 2, h. 625
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tanah air, keluarga, dan lain sebagainya tidak boleh melebihi

cinta kita kepada kebenaran yang dibawa Istam. o
Allah SWT. berfirman dalam surat Al Ahzab : 65:
o o b OSSOVl gy 5 bl 3 13 Ara g Wy pn sl O Ly
. o e
“Dan tidaklah patut bagi 'Iakiflaki yang mukmin dan tidak
(pula) bagi perempuan yang: mukmin, apabila Allah dan
' Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada
bagi mereka pilihan (yang lain} tentang urusan mereka."
Juga firman Allah SWT. datam'surat At Taubah : 24

Jigds @M) o Sorlysly (Sosly (Saly (S 08 o) Jﬁ

B bt U Sy oluS 055 E )5 a3l

e st Y Al el B gl g Ve Bl 3 slgry gy
“Katakanlah: “Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-.
squdara, istri-istri, kaum (keluarga) mu,. harta kekayaan
yang kamu usahakan, perniagaan. yang.f kamu khawatir-
kan kerdgiannya,’_ dan rumah-rumah 'fempdt' tinggal yang
kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan
Rasul-Nya, dan (dari) berjihad di jalan Nya, maka tunggu-
lah sampai Allah mendatangkan keputusan Nya. Dan
Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.”.

- Rasulullah SAW juga mengisyaratkan perbedaan makna:

‘ashabiyah dengan cinta kepada bangsa/tanah air. Beliau ber-:

sabda: ' ' : S
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Dari Fasilah binti Watsrlah bin al-Asqa’ ia berkata “Aky

mendengar ayahku berkata: “aku telah bertan va kepadg

Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah termasuk

(makna} ‘ashabiyah seseorang yang mencintai kaum-

'nya?” Rasul menjawab;  “Tidak, tapi yang termasuk

. ‘ashabiyah adalah seseorang yang membantu kaumnya

untuk berlaku zhalim.” (H.R. Ahmad}

Dalam hadits ini, Rasulullah secara jelas membedakan
antara cinta tanah air yang dianjurkan oleh agama, dengan sikap
cinta berlebihan kepada kelompoknya yang dapat membuat
seseorang mendukung apa saja . tanpa mempert:mbangkan
kebenaran, termasuk mendukung kezhaliman. '

Menurut analisa penulis, Pemerintahan Indonesia secara
hukum agama dan internasional berhak mempertahankan ke-
utuhan Bangsa dan Negara ini, namun tidak :dengan cara-cara

.kekefasan apalagi dengan kezhaliman. Sebab, apabila cara- C'ara-

_itu yang diterapkan, maka tidak mustahil Pemenntah RI juga
- dapat disebut Pemerintah yang ’Ashab:yah
Ketrga '

. Gerakan Aceh Merdeka yang Iahlr daﬂ motivasi dan'

;alasan untuk menentang kezhaliman- penguasa- terhadap mereka. -

'-Motlvam ini dominan terlihat pada para pejuang GAM yang ber-
. :‘gabung pada.periode Pasca DOM di Aceh

™ Ahmad bin Hanbal, Al Musnad, Jili 4,'h. 107
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Secara hukum syar'i, mereka belum dapat disebut
bughah, selama keadilan yang mereka tuntut atas kezhaliman pe-
nguasa terhadap mereka maupun keluarga mereka belum di-
tegakkan. Bila pemerintah telah menghilangkan kezhaliman dan
menegakkan hukum atas nama pelaku kejahatan kemanusiaan:
yang dilakukan terhadap rakyat yang tidak terlibat dalam gerakan
bersenjata, maka ketika.itu, jika mereka masih menentang pe-’
merintah, mereka sah disebut bughah, dan atas dasar itu dapat
d:tumpas sesuai ‘prosedur yang berlaku dalam Islam.

, "~ Satu hal yang penting - dungat bahwa hukum fislam
i memang menafikan adanya tuntutan hukum dan kewajiban-
; dhamén’ (jaminan ganti rugi) bagi ahlu al ‘adli maupun ahiu af
~ baghyi atas semua pembunuhan’ dan pengrusakan harta benda
yang terjadi langsung pada masa peperangan bughdah, tetapi
Islam mewajibkan hukum hudud dan dhamdn bagi siapa saja
yang melakukan hal-hal tersebut di luar masa perang maupun:

-yang banyak sekali terjadi di Aceh pada‘masa DOM. Oleh karena-
nya, wajar kalau dukungan rakyat terhadap GAM kala itu relatn“

o ‘semakln besar, bukan semata.karena alasan ingin meWUJudkan‘
- kedaulatan' Aceh. Tetapi, lebih disebabkan. alasan mencari ke-
-adilan.dan: mempertahankan dlrl dari kezhaliman. ' ‘

: !slam membenarkan seorang Musfim untuk melakukan

o pembelaan diri atas segala bentuk kezhahman yang dldentanya S
v Rasulu]!ah SAW bersabda -

- ™iihat kembali halaman 37-40 dariBab I

L MLmARAFAHMlRmu-»M?

atas penduduk sipil yang. tidak berdosa.” 7% Hal-hal seperti inilah’ -
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Dari Sa’id bin Za:d berkata: Aku mendengar Rasulullah
SAW bersabda: “Barang siapa yang terbunuh kareng
mempertatignkan hartanya, maka ia syahid. Barang siapg
yang terbunuh karena mempertahankan agamanyag,
maka ia syahid. Barang siopa yang terbunuh kareng
mempertahankan darah (jiwa) nya, maka ia syahid. Dan
Barang siapa yang. terbunuh karena mempertahankan
 keluarganya, maka i ia syah.rd ” (H R. An Nas&-1)

Dalam ‘ menjelaskan makna hadits tersebut, Sa’ld
Ramadhan al-BUthi menyebutkan bahwa termasuk juga dalam
hal ini {(pembelaan diri) adalah, pengusiran umum terhadap kaum
muslimin‘dari negeri mereka sendiri dengan tujuan untuk meng-
‘hancurkan kehidupan, menginjak-ginjak kehormatan, atau me-
rampas harta kekayaan mereka. Pada saat itu, setiap kaum

muslimin berkewajiban untuk melakukan perlawanan sekuat.

tenaga dan dengan berbagai macam cara.t’?

- Dalam hadits lain, Rasulullah SAW secara tegas meng-
isyaratkan kebolehan merubah suatu kezhaliman jika kaum
muslimin memiliki kemamp‘uan untuk melakukannya.

YAl Imam AbT Abdurrahman Ahmad bin Syw’aib An Nasi-, Sunan An
Nasa-i bi Syarh Al Hafizh Jaldluddin Al Sayithi, lilid 5, (Bairit: Dar Al Ma'rifah},
. 1997, h, 132, Hadits ini juga dlrlwayatkan oleh Turmudzl dari Abdullah bin
Umar.

Ghofar (Jakarta Pustaka An- Nabﬁ’) Cet. 1, 2001, h. 113
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172Muhammad sa’id Ramadhan aI Buthi, - Frqrh thad terj. M. Abdul

WSSt A L@Jb : u&gdlj Ao of S Jis duwup
o o5y (Sl (Ko Gnige st o Ugniay 231 el 05,5
Ufjmuﬂusui;dﬂ?‘%@ﬁwu);xuyJu.(ﬁme;, |
o5 e JBy lin mw of cmj\ IRV AR IR
¢ oWl 48 Jom 15 on Lot sk B Jpe) e s ein

ol 4 ;) laxy m“sd.!bir..g.mg Of&ﬁtﬁ Vi ij_ag N f‘ g of Glﬁdj_)uug

7 . 173 (J _5!3 JuT
Dan Qms ia berkata: Abu bakar RA. berpidato —setelah
memuji Allah-: “Wahai manusia, sesungguhnya kalian
(sering) membaca ayat ini, (namun) kah'dn‘ menempatkan-
nya ‘di luar dari makna yang sebenarnya” (Atasmu,

~ tanggung jowabmu, tidalke akan memudharatkanmu
‘orang-orang yang sesat- jika. kamu telah memperoleh
Hidayat)). Berkata {rawi} dari Khalid: “Sesungguhnya kami
telah mendengar Nabi SAW bersabda:. “Sesungguhnya
manusia -_jika- mereka- melihat- orang yang zhafim,
kemudian mereka tidak mencegahnya ‘maka- ditakutkan
Alflah -akan menimpakan azab atas mereka semua.
Berkata ‘Amru dari Husyaim: Aku mendengar Rasulullah

- SAW bersabda: “Tidak ada satu kaum pun, dimana ke-
“maksiatan telah merajolela, dan mereka mampu untuk .
mefubahnya, namun’ mereka tidak mau:-merubahnya, '
kecuali ditakutkan Allah akan menimpakan azab . atas
“mereka semua. (H. R. Abl Daud)

" Y Abi Daud; Sunan Aba-Daud, Jilid 2, h. 436
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_ Namun demikian, Rasulullah SAW dalam hadits-hadits
vang lain justru lebih menganjurkan kaum Muslimin untuk ber-
sikap sabar dalam menghadapi penguasa yang zhalim. Hal inj -
sebagaimana diungkapkan Imam Nawawi-, lebih dikarenakan
untuk menghindari berbagai macam fitnah yang akan timbul,
per-tumpahan darah, serta berbagai kerusakan, sehingga
mafsadah-nya lebih besar dari manfaatnya. :

Hal ini terlihat seperti dalam hadits Rasul SAW kepada
Abu Dzar RA. :

.L&JJL_)LA.{(._)D{J JbﬁﬁiyﬂiJjﬁnJO‘i&dﬁ‘ng))di
i GRSl gy B S s e 0 STy 3,
L)ﬁk_ljj\?'_}bbLglﬁk_}Jb ‘YJUJ“A‘L_G"‘-JJ*"J@”L“@L‘
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Dari Abu Dzar RA. bahwasannya Rasul SAW bersabda :
“Wahai Abu Dzar, apa yang {akan) kamu perbuat pada
pemimpin-pemimpin - yang  menahanmu  (untuk
mendapat-kan hak) dari harta rampasan perang (Fa’i) ini
?” Abu Dzar menjawab :@ “Demi (Dzat) yang telah

mengutusmu dengan kebenaran, akan kuangkat pedang

atas pundakku dan memy_kulnya {berperang) sampai aku
menemuimu (mati).” Rasul bersabda: “langan, ‘maukah
engkau ku-tunjuki pada hal yang lebih baik dari itu ?

- Bersabarlah -hingga engkau menemu:ku (mati).” (H.R.
Ahmad)

YiMuhammad NajT'b aI-MuthT‘i, Kitab al-Majmi’ Syarh-al-Muhazzab i Al-
- Syairazr, jilid 17, {Jeddah : Maktabah al-Irsyad), t.th., h. 557
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Kata “lebih baik dari itu” dalam teks hadits di atas me-
nunjukkan bahwa apa yang akan dilakukan Abu Dzar sebelumnya
tidak sebaik apa yang dianjurkan Rasul SAW Artinya kedua hal ity
baik, namun ada satu yang lebih baik dari yang Iam Yaltu
bersabar.

Dalam hadits lain, Rasul saw malah berpaling dan tidak
mau menjawab ketika ditanya mengenai sikap -seorang Muslim
terhadap penguasa yang tidak mau menyerahkan hak-hak rakyat-
nya. . ' - .
el Of A gy g B B g, i) Ay o dede JL
Ao ¢ s 5ol 8 U0 L i Oty pgim Uy sl Lle
L JBy e o el w3 U o Sl § s o e
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Salamah bin Yazid al-Jo’fi bertanya kepada Rasul SAW :
“Wahai Nabi Allah, bagaimana pandanganmu jika {nanti}
muncul pemimpin-pemimpin yang meminta haknya pada
kami, sementara mereka menghalangi hak kami (pada
-mereka), maka apa. yang harus kami lakukan ?” Rasul
berpaling darinya (penanya), kemudian ia bertanya lagi
urituk keduo atau ketiga kalinya. (Ketika itu) Asy’as bin
Qais menariknya (si penanya) dan berkata: “Tunduk dan
taatlah. Sesungguhnya atas mereka apa yang mereka
perbuat, dan atas kalian apa yang kalian Iakukan ” (H.R.
Muslim) ‘
Hadits ini menggambarkan suhtnya ‘posisi yang harus- dn—'
ambil seorang Muslim jika berhadapan dengan penguasa yang

A5Muslim, Shahih Mustim, Jilid 2, h. 134
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seperti itu. Di satu sisi, hak-haknya ditindas, dan di sisi lain ia
harus taat kepada pemimpin dalam suka maupun benci, selama
tidak menunjukkan kekufuran yang nyata. Posisi terbaik dalam
hal ini adalah tetap sabar dan taat seperti diakui Rasul SAwW
dengan diamnya ketika Asy’as menjawab pertanyaan Salamah
bin Yazid tersebut. ;

Kedua hal ini (taat dan sabar) belum tentu cukup untuk
merubah situasi tersebut. Untuk itu perlu dibarengi dengan
tindakan dakwah bil hag kepada para pemimpin, menasehati dan
menegurnya dengan baik. Sebab Rasul SAW memerintahkan kita
menolong orang yang zhalim dengan menghentikan kezhaliman-
nya dan juga membantu orang yang mazhlim (teranianya),
dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir :

O3 el & il agads Ul O™ 0f cbe e o Ulls stoe] o J1 juand
78 (o o1 3) o s Lol OIS

“Hendaklah seseorang kamu menolong saudaranya yang

zhalim maupun (terzhalimi). Jika ia orang yang zhalim,

‘hendaklah dicegah kezhalimannya, sesungquhnya itulah

bantuan baginya. Dan fika ia orang yamg madhlum (ter-

aniaya), hendaklah ia d;bantu (agar tidak teramaya)

{H.R. Muslim) '

Dari riwayat muslim yang lain, secara tegas Rasul SAW
bersabda

5 ol (Saetl Gl 1 JB EE A sy e Al oy e e
A yang ol (St by eede Ophaty (Sle Ol (S

"Ibid, Kitab af Birru wal Shilah wal Adab Bab Nashrul Akhi Dhaliman au

Madhluman, Hadits nomor 2584.
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Dari ‘Auf bin Mdlik, dari Rasul SAW bersabda: “Sebaik-
baik pemimpin kaum adalah mereka yang kamu cintai
dan mencintai kamu, mereka yang mendo’akan kamu
dan kamu mendo‘akan mereka. Dan sejahat-jahat
pemimpin kamu adalah- mereka yang kamu benci dan
membenci kamu, mereka yang kamu laknat dan mereka |
melaknat kamu,” seseorang bertanya: “wahai Rasulullah,
Apakah kami boleh menebas {lehernya) dengan pedang?”
Rasul menjawab: “Tidak, selama mereka mendirikan
shalat bersama kamu. Dan jika kamu melihat sesuatu
yang tidak kamu sukai dari pemimpin, maka bencilah
perbuatannya dan jangan menarik tanganmu (keluar)
dari ketaatan.” (H.R.Muslim).
Rasul SAW juga bersabda :

et ol o 5Ty o 106 ) o Lo B0 i ol o
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Dari thnu ‘Abbds RA. dari Nabi SAW beliau ber-sabda:

“Barang siapa melihat sesuatu yang di benci pada pe~

mimpinnya, hendaklah ia bersabar.” (H.R.Muslim)

Sikap sabar terhadap pemermt_ah yang zhalim adalah
pilihan berat, namun tetap terbaik, yang diperintahkan Rasul

ipid, h. 138
ipid, h. 136
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~ SAW dalam menghindar: tlmbulnya fitnah yang lebih luas, sepert;
timbulnya' fenomiena takfir (pengkaﬂran), pertumpahan darah

dan lain sebagainya. Jugéa untuk memelihara agar tidak terpecah- -

nya kalimat (persatuan) kaum- muslimin. Tetapi juga perlu diingat,
tingkat kesabaran manusia berbeda-beda dan punya batasnya,
Hal inilah yang pernah terjadi di Aceh. Sebagian rakyat tidak lagi
mampu bertahan dari semua derita yang- diterimanya dan
merekapun melakukan perlawanan atas kezhaliman tersebut.
Akibatnya fitnah dan kehancuran terus meluas dan persoalan
Aceh seakan tidak lagi dapat diketahui ujung-pangkalnya. Ibarat
induk ayam dengan telurnya.

Meski demikian .penulis tetap berpendapat, sikap per-
lawanan . terhadap kezhaliman tidak dapat disebut sebagai
bughdah, selama kezhaliman itu tidak disingkirkan dan hukum-
hukum belum ditegakkan. Demikian menurut hukum Islam.

Selain dari itu, tidak termasuk dalam kategori hukum
bughah adalah mereka-mereka yang bergerak dalam gerakan
~ sipil di Aceh, seperti para mahasiswa, thaliban, ulama, kaum
intelektual yang memperjuangkan penyelesaian- Aceh melalui
referendum damai, ataupun mereka yang mendukung aspirasi
merdeka dalam batas wacana dan tidak turut melakukan
perlawanan bersenjata. Kesemuanya tidak dapat disebut sebagai
bughah sesual hukum islam, karena khalifah Ali RA membiarkan
seorang Khawarij menentangnya ketika sedang berpndato dalam
mesjid, sebagaimana beliau juga membiarkan kelompok Khawarij

tinggal dengan tentram di Nahrawan sampai mereka membunuh
" Abdullah bin  Khubab, wali yang diutusnya untuk wilayah

tersebut.’®

, 79 ihat: Yusuf Qardlawi, Figh Negara..., hal. 201, lihat juga: al Baihagi, Al
~ Sunan al Kubrd, Jilid 8, h. 184 '
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Demikianlah tiga kategori hukum syara’ yang dapat di-
simpulkan dari hasil analisa penulis terhadap alasan dan motivasi -
gerakan kemerdekaan di Aceh. '

Di.samping itu juga, masih ada satu kategori hukum-lain
bagi mereka yang tidak digolongkan dalam gerakan kemerdekaan
maupun pembela Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun
mereka ikut bermain dalam memanaskan atau bahkan
menciptakan suasana konflik di Aceh. Kelompok ini sering disebut
dtengan istilah “Orang Tak diKenal” (OTK). Pada dasarnya mereka’
adallah.kelomp'ok bersenjata yang memiliki motivasi untuk men-
cari keuntungan sesaat dalam situasi konflik Aceh. Kelompaok-ini
dikenal dari aksi-aksi brutal mereka, seperti pembunuhan secara
keji terhadap rakyat sipil, peramipasan harta benda, penembakan
d'an_pembajakan-«angkutan umum, pembakaran rumah, gedung-

gedung sekolah' maupun kantor, penculikan dengan motif me-

minta tembusan uang, penghadangan di jalan raya dengan
menebang pohon-pohon dan tindakan-tindakan lain yang me-
nyebabkan terjadinya instabilitas  keamanan secara umum
dengan tujuan mencari keuntungan dalam situasi daerah yang
tidak aman tersebut.

Menurut Syariat Islam, semua tindakan di atas dikategori-
kan dalam hukum hardbah (perusuh) atau gathi‘u af tharig {pe-
rompak jalan). Siapapun yang melakukannya, dikenakan sanksi
had hardbah atau gqathi’u al tharfg, yaitu dibunuh atau disalib
atau dipotong tangan dan kaki secara bersilang, atau dlbuang ke'
luar daerah, 1% :

Di antara perbedaan mendasar antara “hukum harabah/
gathi'u of thariq dengan bughéh adalah adanya ta'wil muhtamal'
{alasan yang dianggap benar) pada kelompok bughah yang me-

*ihat Q.. Al-Ma-idah : 33
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‘hyebabkan mereka melakukan perlawanan terhadap Imam. Se-
‘mentara ta'wil muhtamal tidak terdapat pada harabah/qéathi’'u al
tharig, melainkan semata-mata ingin memperoleh keuntungan
secara zhalim dan paksa.

_ Adanya ta’wil muhtamal pada kelompok bughdh tidak
lantas memberikan hak bagi mereka untuk melanggar hukum-
hukum syara’ yang lain. Penegakan hudud dan penuntutan
dhaman hanya dinafikan dalam situasi konfrontasi langsung
(perang) antara bughdh dengan pasukan ahlu al ‘odii
{Imam/Pemimpin). Di luar situasi tersebut, semua pelanggaran
hukum syariat, terutama hukum jinayat (pidana) akan-dikenakan
sanksi hudud sesuai dengan prosedur yang ditetapkan syara’.
Atas dasar ini, maka siapapun yang melanggar hukum dan HAM
di Aceh di luar situasi perang terbuka, harus dikenakan sanksi,
baik dari kelompok GAM maupun TNI/Polri.

Harus diakui untuk mengetahui motivasi hakiki setiap.

orang adalah pekerjaan sulit, karena kita tidak mungkin me-

ngetahui isi ‘hati manusia. Tapi, untuk memberi penilaian yang -
obyektif terhadap suatu masalah, kita harus menganalisa semua

sisi hukum termasuk alasan dan motivasi. Hal itu dapat diketahui
dari pernyataan-pernyataan yang mereka ungkapkan atau dari
tindakan yang mereka lahirkan. Sebab, tindakan dan ucapan -
secara umum, dapat dijadikan cerminan dari apa yang ada dalam
hatimanusia.£ : '
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; 'PERSOALAN LAIN MENYANGKUT PERSOALAN
BUGHAH DALAM PERSPEKTIF SYARIAT

1. Hukum Tawanan Bughéh ‘
Dalam hadits Rasulullah SAW. secara tegas melarang 4 hal
' menyangkut kelompok bughah :

bw‘_ﬂ‘dﬁ?aﬁ\ﬂlokﬁuﬁuﬁmﬁ “m\"—{;‘uﬂ-‘;)ﬂfgbwdtﬂ

1s1w5c\)))ww‘ﬁjﬁ.4ﬁgbwm ‘)’j(...hj«,u .

Dari Ibnu Umar RA. berkata : berkata Rasuluﬂah__ SAW.
kepada Abdullah bin Mas'ad: Wahai anak Mas'tid apakah
engkau tahu bagaimana hukuman Allah bagi mereka yang

memberontak dari ummat ini?” la menjawab: “Allah dan -

Rasul-Nya lebih mengetahui”. Rasulullah bersabda: “Se-

sungguhnya hukum Allah bagi mereka adalah; yang lari

tidak boleh dikejar, yang ditawan tidak boleh dibunuh,

*®Al Baihadi, Al Sunan al Kubra, ilid 8, h. 182
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“sehingga hukum hudud tidak bisa dilaksanakan.

yang cedera tidak boleh dihabisi, dan harta rampasan dari

mereka tidak boleh dibagi. (H.R. Baihaqi)

Hadits ini menjelaskan bagaimana seharusnya sikap dalam
memerangi kaum bughdh. Hal ini pula yang telah diprakiekkan
ofeh Khalifah Ali RA. dalam perang Jamal dan Shiffin. Berdasarkan
dalil ini, maka bila seseorang membunuh tawanan kaum bughah,
para ulama menyepakati wajib atasnya membayar diyﬁrtﬂ.lgf2
Namun mereka berbedd pendapat tentang kewajiban gishash
terhadap si pembunuh,. Sebagian ulama berpendapat wajib
gishash, karena ia telah membunuh jiwa yang terfarang untuk

“dibunuh, dan sebagian yang lain mengatakan tidak wajib q:shash

karena adanya unsur syubhat yaitu ta’wil dalam masalah ini,
183

Islam juga mengajari bagaimana seorang tawanan bughéh

~ diperlakukan. Secara umum tawanan dapat dikIaSIftkamkan dalam

2 golongan.
a. Golongan ahlu af jihad. Yaitu; iakl laki, merdeka, dan bahgh
“Bila mereka tertawan, pemerintah harus mengajak mereka
untuk taubat dan kembali membai'at iman dan taat kepada-
" nya. Jika ajakan tersebut dipenuhi, maka tawanan itu harus di-
lepaskan tanpa syarat apapun. Namun Jlka ajakan tersebut di-
tolak, ia boleh ditawan sampai perang usai. Penahanan ini di-
maksudkan untuk melemahkan posisi kaum Bughah. 7
b. Golongan tawanan yang bukan dari ahlu ol fihad. Yaitu;
wanita, hamba sahaya, dan anak-anak. Golongan ini- tldak.-
dapat ditahan atas dasar tidak mau membai'at imam, karena
ttdak Wajlb ba: at atas wanrta dan hamba ‘sahaya kecuall bal at

Bpiyat adaiah Pembayaran sejumlah harta karena suatu tmdak p:dana

.terhadap suatu jiwa atau anggeta badan.

18| ihat: Al Mawardi, Al HawT ol Kabir, Jilid 16, h, 378
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terhadap Islam, sementara jihad tidak diwajibkan. atas
mereka. Adapun anak-anak sama sekali tidak memiliki ke-
wajiban apapun atas mereka Para. fuqaha berbeda pendapat +
tentang kebolehan menawan mereka untuk melemahkan
posisi kaum bughéh.

Dalam segala kondisi- di atas, seluruh tawaﬁan bughdah
harus dliepaskan apabila peperangan telah usai. Demikian
menurut imam Syafi'i. Namun jika wanita, hamba sahaya dan
anak-anak ikut berperan aktif berjuang bersama ahlul Bughah
memerangi ahiul ’ad!;‘,' maka mereka boleh diperangi sebagai-
‘mana golongan ahlu al jihad, tapi tetap tidak boleh dikejar atau
dibunuh bila mereka keluar dari medan pertempuran atau
"melarikan diri.***

2. Hukum Kewajiban Dhaméan {(Jaminan Ganti Rugi) -

Hal lain menyangkut hukum kaum Bughah adalah ke-
wajiban dhaman (jaminan ganti rugi) atas jiwa yéng mati ataupun
harta yang rusak selama peperangan berlangsung.

Para fuqaha sepakat bahwa tidak wajib atas Ahlu al ‘adli
untuk memberikan dhaman kepada ahluf bahgyi atas tindakan
yang mereka-lakukan selama memerangi Bughah. Baik kerugian

itu berupa hilangnya nyawa atau rusaknya harta kaum Bughah. -

Hal ini berdasarkan dalil surat al-Hujurat : 9.

Ayat tersebut memerintahkan golongan yang berseteru
untuk berdamai secara adil. Bila salah satu enggan berdamai, ber-
laku zhalim dan kesewenang-wenangan, maka mereka. diizinkan
untuk dlperangf hingga kembali kepada jalan Allah. Dalam situasi
tersebut Allah kembali memerintahkan untuk berdamai dengan
seadil- -adilnya. Dengan kata lain, dalil ini hanya mengindikasikan

b rahTm Istail bin Yahya Al Muzani,, Mukhtasar of Muzani ‘ald al-Um,

{Beirﬁ_t : Dar al-Kutub al-limiyah, 1993}, h. 272
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perintah darmai antara sesama golongan yang berseteru sebelum
maupun sesudah peperangan,.tanpa menyebutkan perintah lain,
seperti dhamdn nyawa maupun harta. dari ayat ini para fugaha
memahami bahwa kewajiban ganti rugi menjadi gugur dalam
masalah ini. Karena izin untuk memerangi bughah menafikan
dhamdn pada saat yang sama. ‘

Namun para fugaha berselisih paham tentang ada tidak-
nya kewajiban atas Ahful bahgyi untuk memberikan dhaman bagi
Ahlu al ‘adli atas tindakan pembunuhan yang mereka lakukan
selama pertempuran.

1). Pendapat Imam Malik dan goul gadim dari Syafi'i bahwa
Ahlul bahgyi wajib memberikan dhaman kepada Ahlul
‘adli®® Pendapat ini didasari atas perintah Allah yang
menyuruh untuk berdamai dan melarang berlaku se-
wenang-wenang. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh
bughah selama peperangan itu menjadi tanggung-jawab
mereka. Hal ini serupa dengan hukum peminum khamar
yang melakukan suatu tindakan kriminal, di mana ia ber-
tanggung jawab atas segala resiko dari tmdakannya
tersebut dalam keadaan mabuk.

2). Pendapat Abu Hanifah dan gaul jadid dari Syafi'i bahwa .
tidak ada kewajiban dhaman atas ahlul baghyi bagi Ahlu al
'adli menyangkut tindakan pembunuhan dan pengrusakan
yang mereka lakukan dalam masa perang.*®®
Pendapat kedua ini lebih rajih karena Allah t!dak me-

nyebutkan hal lain selain perdamaian dalam al-Hujurat: 9 yang .
merupakan dalil utama hukum bughah datam a[ Quran.

¥ Mawardi, Al Hawi af Kabir, Jilid 16, h 362
Y5¢pid., h. 363 .
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Pendapat ini juga dikuatkan oleh sebuah atsar yang di-
riwayatkan oleh Abu Bakar RA. Beliau berkata kepada salah se-
orang yang telah taubat dari ahlu al riddah yang diperanginya:

;}uré% s U Aot b Y e 4 JUB LSS (o Y5 DB 04
187.f<4}4[®cdﬂ16l9r&)_9>}4ﬂ

"Kalian harus membayar diyat atas yang meninggal dari
kaum kami, namun kami harus tidak membayar diyat atas
yang meninggal dari kaummu." Lalu Umar RA. Berkata
kepada Abu Bakar: "Kita tidak (boleh) mengambil diyat atas
yang meninggal dari kaum kita, karena mereka bekerja
(berperang) untuk Allah, dan hanya Allahlah yang (berhak)
memberi. pahala kepada mereka. Abu Bakar RA. pun diam

(sebagai tanda setuju dengan pendapat Umar RA.

Begitu pula yang dilakukan oleh khalifah Ali RA. dalam
perang Jamal. Beliau tidak mengambil dhaman apapun dari ahiul
baghyi atas pembunuhan yang mereka [akukan = maupun
pengrusakan harta benda. Padahal beliau tahu siapa saja yang
terbunuh dan siapa pembunuhnya. Tindakan Ali RA. seperti ini di

tengah  kesaksian para sahabat yang lain, menurut Said bin.

Musayyab dan Imam al-ZuhrT adalah suatu bentuk ijma’ sahabat
atas gugurnya kewajiban dhamén bagi jiwa dan harta selama
peperangan bughah berlangsung.

. Berdasarkan dalil-dali} di atas, maka tidak ada kewajiban
dhaman (jaminan ganti rugi) bagi ahlu al 'adli maupun ahlul
bahgyi atas semua pembunuhan.dan pengrusakan harta benda
yang terjadi dalam peperangan memerangi Bughah, bila
perdamaian telah terwujud.

187 Al Baihagi, Al Sunan al Kubrd, Jilid 8, h. 183-184
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“melakukannya

Namun satu hal yang penting - dicatat, -bahwa .bila
pembunuhan dan"’"pengljusakan-'harta benda itu terjadi di luar
masa perang -baik sebelum - atau sesuda'hnya maka  seluruh
ulama sepakat tindakan tersebut dikenakan hukuman hudud

maupun dhaman (jamman ganti rugi) bagi siapa saja ‘vang
188 S

Firman Allah SWT.: o :
MJJJWU:?;-LAFJJUAJ%Y& Lﬁjﬂ‘-},du uﬁjlol.{."l.ﬂj
j.mjc_ij}.lprjswdlf dbﬁym of vy sl ) dodows 443y As o

WMMULMWJV&M(JAJAUL{QUMJAMJJJWUA}A

'“”‘uﬂwwwdwrw’*‘%ww;ﬂ%fﬁj P

LS L&.:Loml o5,

"Dan tidak layak bagi seorang Muslim membunuh seorang
Mukmin (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak fsquaja}.
Dan barang siapa membunuh seorang Mukmin karena
tersalah (hendaklah) ia - memerdekakan seorang hamba
sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan
kepada keluarganya (si terbunuh) kecuali fika mereka
(keluarga terbunuh} bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari
kaum yang memusuhrmu padahal ia mukmin, maka
hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang

mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang'-"adq :

perjanjian (damai} antara mereka dengan kamu, ‘maka
(hendakiah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan

kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya .

158 Al Mawardi, Al HGwT af Kabr, Jilid 16, h. 362.
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ydng .m'ukmin 'Bdrang 'siapa yang' tidak memperolehnya,
maka. hendaklah  ia (si- pembunuh) berpuasa- dua -bulan

| . ‘berturut—turut sebagai cara bertaubat kepada- Aﬁah -Dan +

.adalah AHah Muoha Mengetahui lagi Buaksana 1Q.S. An-
Nisa'92) - '
Firman Allah SWT.:

u,l..p.jiduahp_ﬁj r.i‘lcu{‘y'ld.ij'l\.g_"lb
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
gishash berkenaan dengan orang-orang yang dfbunuh” {(Qs.

Al-Bagarah: 178)
-Dan firman-Nya:

umj uuﬁlb wﬁ)ij oy oy iy i of Lg_@ e L,sj
oAb gy el el 039

"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Al-
Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan
mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan
gigi dan luka-luka {(pun) ada gishashnya. (Q.S. Al-Maidah: 45}

Juga berdasarkan sabda Rasul SAW.:

B (3 FE A g, JG mmdu al cast de o Wil e

VI ps.bxﬁb oSpaly 057 elas o 5 Lai g 2L BOL gl
ol ) M (54 B e Sl 3 e (S S Lk

_Darl Wagid bin Muhammad, aku mendengar ayahku Abdullah
 berkata: Rasul SAW. bersabda pada haji wada': "...Sesungguh-
- nya Allah’ TabGraka wata'ala telah mengharamkan darah

1867 Abdiilah Muhammad bin Ismail al Bukhari, Matan af BukharT bi
Hasyiah al Sanadf, thd 4 (al Qahirah: Dar lhya' al Kutub al 'Arabiyah}, t.th, h.
72 . :
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kamu, harta kamu, dan kehormatan kamu, kecuali atas
haknya, sebagaimana (Allah telah mengharamkan per-
tumpahan darah) pada harimu ini (‘Arafah), pada negerimu
ini) Mekkah), ‘dan dalam -bulanmu ini (bulan haji)." (H. R.
Bukhari)
' Dan sabda Rasul SAW. sebagaimana dikeluarkan oleh fmam al
Mawardi dalam Al Hawi af Kabir :

190 | 1t ) 4y ol OFp de 3 Ale Wt o p - i1 O
"Sesungguhnya Allah telah . mengharamkan dari seorang
Muslim harta dan Ddarah (jiwa} nya, serta tidak menduganya
kecuali-dengan-kebaikan.

Adapun dalil dari Sirah adalah ketika kaum Khawérij di
Nahrawan menentang kebijakan Ali RA. dan memisahkan diri,
maka Ali RA. mengutus Abdullahbin Khubab sebagai wali wilayah
di sana. Setelah. terjadi dialog, mereka pun kembali taat kepada
Ali RA. Namun tak fama berselang, mereka membunuh utusan Ali
tersebut. Men-dengar berita itu, Ali mengirim surat kepada
mereka yang berisi permintaan agar “pembunuh  Abdullah
diserahkan kepadanya untuk di-gishash. Mereka menolak
permintaan tersebut dan menjawab: "Kami semua pembunuh-
nya." Mendapat -jawaban seperti itu, Al berangkat bersama
pasukannya untuk memerangi mereka dan membunuh semua
yang terlibat dalam pembunuhan Abdullah bin Khubab ***

Hal ini-menunjukkan bahwa apabila terjadi pembunuhan
di luar masa peperangan maka tindakan tersebut tetap dikenakan
sanksi. qlshash meski pelakunya adalah sekelompok orang. Apa- ,

A Mawardi, AlHaw.' al Kobir, lilid 16, h 362 e
“Upid, h. 371
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. lagi bila dilakukan_oleh‘individu;Seper’ti Abdurrahman bin Muljam .

yang di-gishash karena membunuh khalifah Ali RA.
3. Hukum Bagi yang Meninggal dalam Peperangan Bughdah
, lslam juga mengatur bagaimana seorang yang mati dalam
‘peperangan bughah seharusnya diperlakukan. Baik yang mati dari
_pihak Ahfu ol adli maupun dari pihak Ahlu af bahgyi. .
~ Jumhur ulama sependapat tentang hukum seorang baghr
yang mati dalam médan pertempuran bahwa ia tetap dimandi-
kan, dikafankan, dlshalatkan dan dikuburkan sebagaimana mayit
muslim lainnya. A
Namun Abu Hanifah berbeda pendapat dalam masalah ini.
Beliau memandang apabila seorang baghi mati, maka tidak di-
mandikan dan tidak dishalatkan sebagai tanda penghinaan dan
‘hukuman atas pelanggaran syari‘at yang mereka lakukan,
sehingga sama dengan hukum mayit dari ahlul harbi.
Namun pendapat Abu Hanifah lemah dan tidak dikuatkan
“oleh dalil, sebab Rasulullah SAW. berpesan

caﬂﬁ‘:}id!‘}lgjbwt}p\}l‘p dl“d).w_)d'l_% JDJAJ:UJ\UG

192 (&L_E}UL& ob_)) AM Wi di‘}fbeu.l:‘-\}Lp)

Dari Ibn Umar- berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “"Shalat-
kanlah olehmu orang yang telah mengucapkan "L@ ildha
iltallah”. Dan shalatlah kamu di belakang (menjadi makmum)
orang yang telah mengucapkan "La :Iaha iltallah".
(H. R. ad Dar al Quthni) _
Sebagalmana Rasulullah SAW. juga bersabda:

- 15-’25yaikh al Islam al Im&m al Hafizh Ali bin Umar ad Dar al Quthni, Sunan
ad Ddr ol Quthni, lilid 2, (Maltan-Pakistan: Nasyr al Sunnah), t. th, h. 56
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19 gy Lple Dhaally lipe Jok o o 23
“Diwajibkan atas umatku, memandikan mayit, menshalatkan
dan menguburkannpya.”

Sikap bughah walau ditarang, namun tidak mengeluarkan
orang tersebut dari keimanan. Sehingga bila ia mati, ia masih
dalam keislaman dan berhak diperlakukan seperti hukum Islam,
meski ia telah melanggar suatu aturan dalam Isfam. Hal ini sama
dengan. hukum orang yang mati dirajam sebagai hukuman zina
atau orang yang mati di-gishash. Keduanya tetap dimandikan dan
dishalatkan meski ia fdsig, karena melakukan dosa besar.

' Tidak memandikan, menshalatkan mayit baghi dengan
alasan sebagai penghinaan adalah tidak benar, sebab kita tidak
boleh menghina makhluk deﬁgan mengabaikan kewajiban yang
telah Allah tetapkan, karena hukuman seperti hudud, menjadi
gugur bila orang itu telah mati.

Jika yang mati dalam peperangan Bughah dari golongan
ahlu af ‘adli, maka terdapat perbedaan pendapét ulama tentang
syahid tidaknya mayit tersebut."®*

Sebagian berpendapat bahwa kematiannya adalah seperti
mati syahid karena ia berperang dalam perang yang benar dan '
diizinkan oleh Allah. Seperti halnya perang jihad melawan
musyrikin. Oleh karena itu diperlakukan sebagaimana orang yang
mati syahid; tidak dimandikan, tidak dishalatkan, serta dikafankan
dengan pakaian yang melekat padanya ketika ia syahid.

Pendapat ini didasari atas beberapa atsar, diantaranya:

93| Mawardi, Al Hawr al Kabir, Jilid 16, h. 394. la tidak menyebutkan
perawinya, meski hadits tersebut dlnukﬂkan beberapa kali d: beberapa bab
dalam buku tersebut.

ibid.
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Dari Abdurrahman bin Ali Laila dari Sa’id bin ‘Ubaid, bahwasa-

nya ia berdiri dan berpidato: “Sesungguhnya kami akan syahid
besok, maka jangan kalian mandikan kami, dan jangan-kalian

kafankan kami kecuali.dengan pakaian yang melekat pada |

© tubth kami.” (H.R. Baihaqi}

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa ahlu al 'adli
yang mati dalam peperangan bughdh tetap dimandikan,
dikafankan dan dishalatkan, seperti syariat yang umum berlaky
bagi kaum muslimin. Karena yang mati syahid sesungguhnya
adalah yang meninggal dalam perang jihad melawan kafir
“musyrik. Mereka memberi contoh Umar, Utsman, dan Ali yang
~-semuanya syahid terbunuh, namun tetap dimandikan dan
dishalatkan. Karena mereka terbunuh bukan.dalam perang jihad.
4. Hukum Pembunuhan Antar Sesama Orang yang Punya

Hubungan Darah dalam Peperangan Bughah

Di antara hukum- lain- menyangkut peperangan Bughah
adalah makruh hukumnya seorang ahfu al‘adli membunuh
dengan sengaja seorang dari pihak ahlu al baghyi yang memiliki

‘hubungan darah dengannya Seperti anak membunuh ayah atau -

sebaliknya.
Karena Allah berfirman:

By me Wl Legboy

1951 Baihaqi, Al Sunan al Kubrd, §ilid 8, h.186
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.. Dan pergauhlah keduanya di dunia dengan baik.” (Q.S.
Luqman 15)

Juga karena Rasul SAW. telah mencegah Abu Huzaifah bin o

‘Utbah bin RabP'ah untuk®membunuh ayahnya dalam perang
Badar. Sebagaimana Beliau juga melarang Abu Bakar untuk
membunuhnya anaknya dalam perang Uhud. Hal ini untuk
memelihara diri dari sifat kedurhakaan dan menjaga hak-hak yang
harus di-hormati dalam sebuah ikatan kekeluargaan. -
Namun jika terjadi pembunuhan antar sesama orang yang

| punya hubungan darah dalam sesuatu peperangan bughdh, ter-
dapat silang pendapat fugaha tentang hukum warisan antara

mereka ; 1%

a) Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ahfu al ‘adli dapat.

mewarisi dari ahlu af baghyi dan tidak sebaliknya. Dengan
alasan; pembunuhan terhadap baghi dibolehkan dan
pembunuhan terhadap Ahlu al ‘adli adalah kezhaliman.
~ b). Pendapat Abi Yusuf dan Muhammad bahwa kedua mereka
- dapat saling mewarisi, karena keduanya berperang atas
dasar penjelasan (ta’wif) yang mereka yakini benar.

c). Mazhab Maliki berpendapat bila pembunuhan itu secara

sengaja, maka keduanya tidak saling mewarisi. Namun jika
- tidak sengaja, maka keduanya dapat saling mewarisi.
d). Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa kedua-duanya tidak
“dapat saling mewarisi. Atas dasar umumnya hadits Rasul
SAW. :

197 (Lg.lﬁ)...“ 01_9_)) (W) YJJL&” JU%GAM

19 Al MawatdT, Al Hawr af Kabir, Jilid 16, h. 397
- 197 Abi 153 Muhammad bin 1sd bin Saurah. at Turmudn al Jam: al Shahfh
Wahuwa Sunan at_Turquzr Jilid 2, (BairGt: Dar al Fikr), Cet 3, 1978, h. 288
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Dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW., beh’du b.ersabda:“?‘idak
ada warisan bagi pembunuh” {H.R. At Turmudzi} -

5. Hukum: Memmta ‘Bantuan Non Musllm dalam Memerangl o

Bughah

Hal lain menyangkut hukum bughah adalah bahwa lIslam
meEarang suatu pihak yang berseteru memlnta hantuan dari
kaurmn musyrikin atau kafir dhimmi (kafir yang punya perjanjian
damai dan hidup bersama dalam komunitas mustim) untuk
memerangi golongan muslim yang lain.

Larangan ini dapat dlpahaml dari nash-nash al- Quran,
seperti

o Wﬁ“ e u’fw b J"ﬂ 2
“Dan Allah sekali-kali tidak ‘akan memberikan jalan kepada

orang-oranyg kafir untuk memusnahkan ‘orang-orang yang
beriman.” (Q.S. al-Nisd": 141)

OF 0 gd it gl 095 o sl BN gdss ¥ Vgl Wl
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“Hai orang-orang yang beriman, janganiah kamu mengambil
orang-orang kafir menjadi wali (pelindung atau penoclong)
dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu
mengadakan alasan yang nyata bag: Allah (untuk menyiksa-

mu)?"(Q.S. An-Nisa’:144)

Islam juga melarang satu pihak 'yang bertikai untuk

meminta bantuan.dari kaum muslimin lain yang berpendapat
boleh memerangi bughgh dalam semua kond|5| baik dalam
medan tempur atau di luarnya. _

Namun sebagian ulama membolehkan hal tersebut bila
kaum Bughsah telah bertindak di luar batas, sementara Ahlu al
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‘adli tidak lagi mampu memeranginya. Dalam kondisi ini,

meminta bantuan mereka dibolehkan, selama terpenuhi 3 syarat:
198

(1) Tidak ada bantuan selain mereka

(2.) Mampu diawasi dan dicegah bila melanggar aturan
peperangan. _ i '

(3) Diyakini tidak akan melanggar syarat-syarat yang telah di-

tetapkan, seperti tidak mengejar yang lari atau membunuh
yang cedera.

6. Hukum Kesaksian Bughah '
Seperti yang telah dijelaskan terdahulu bahwa tindakan

melawan pemerintahan atas dasar suatu ta’wil tidak menyebab-

kan pelakunya keluar dari Islam (kafir). Namun para fugaha ber-
selisih paham untuk menyebut mereka fasig. Atas dasar ikhtilaf
ini mereka juga berbeda pendapat dalam hal diterima tidaknya
kesaksian dari seorang bagh. ' ‘

Imanmi Abu Hanifah menilai mereka fasig. Tapi bukan fasiq
akibat perbuatan, melainkan fasiq dalam hal keyakinan. Oleh
karenanya kesaksian kaum bughdh dapat diterima selama mereka
bersifat adil dalam perbuatan, melaksanakan syariat dan tidak
melanggar larangan. Sebagaimana Abu Hanifah juga menerima
kesaksian dari kafir dhimm7 dengan syarat adil.

Imam_ Malik berpendapat mereka adalah fasiq. Oleh
karena itu kesak5|an mereka tidak dapat diterima.

Sedang Imam Syafi'i menerima kesaksian kaum bughah
atas dasar mereka bukan golongan fasig. Beliau berpendapat
kefasikan tidak disebabkan oleh karena seseorang punya

198 A Maward, Al Hawr af Kabir, Jilid 16, h 386
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pandangan tersendiri terhadap sesuatu masalah berdasarkan
suatu ta'wil yang diyakini benar. lmam. Syafi'i mengilustrasi-
kannya dengan orang yang berpindah pendapat dari suaty
. mazhab ke mazhab {ain dalam suatu masalah furd” ad din (figh),
atas dasar suatu dalil yang diyakini lebih kuat dan benar. Hal inj
~ tidak menyebabkan orang tersebut menjadi fasiq.

‘ Akan tetapi Imam Syafi’i menolak kesaksian bughdh dalam
dua kondisi: )

a. Bila mereka berpendapat halalnya darah dan harta siapa
saja yang menentang mereka. - '

b. Bila mereka berpandangan seperti kelompok ol
Khithdbiyah. Yaitu suatu kaum yang melakukan kesaksian
hanya bagi orang yang sependapat dengannya, dengan
tujuan untuk membenarkan orang tersebut.™*®-

Dalam dua kondisi di atas, maka bughdah tidak diterima
kesaksiannya. Karena kedua hal tersebut menjadikan seseorang
fasik dan fasik ditolak kesaksiannya berdasarkan firman Allah
SWT.:

Wlgt Lo gb b g OF L Ly 3ol o5 sl Of 1T 0l LT
“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang

fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti
agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu

kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan

kamu menyesal atas perbuatan itu. “ (Q..S. Al-Hujurdt: 6)
Demikianlah ‘Islam mengatur dengan sempurna, bagai-
' manarkelompok bughah semestinya diperlakukan, dan syarat-

Y9Al Muzani, Mukhtasar al Muzani ‘ald al-Um, h. 273
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syarat apa yang harus dipenuhi sebelum mereka boleh di-
perangi. Sebagaimana Islam juga telah mengatur semua
hukum lain yang timbul akibat aksi yang mereka lakukan. “@
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PENUTUP

Bughah dalam konsep Islam adalah aorang-orang yang
keluar dari ketaatan kepada Imam (penguasa), diiringi dengan
sikap ‘perlawanan dengan kekuatan, berdasarkan atas suatu
ta’wil (alasan) yang dibolehkan (Sa-igh), atau alasan yang

“mengandung nilai kebenaran {muhtamal). Menurut hukum Islam,

kelompok ini boleh diperangi jika melakukan tindakan ke-

sewenang-wenangan, tidak mau berdamai atau kembali ke jalan

Allah.

Islam mengatur beberapa syarat pokok dan prosedur
ketat yang harus dilalui, sebelum sebuah pemerintahan muslim-
diizinkan menetapkan keputusan. untuk memerangi kaum
bughdh. Sy‘arat—syaratpokok yang harus dipenuhi adalah:

a. Bahwa kelompok bughdh benar-benar memiliki kekuatan
senjata dan pendukung yang tidak mungkin ditundukkan
kecuali diperangi.

b. Kelompok bughah harus mendlams suatu kawasan tersendiri
terpisah dari kawasan ahlu ol ‘adli; yaitu daerah di mana
komunitas muslim lainnya biasa hidup. Bila mereka hidup
bersama ahlu al ‘adli, maka tidak boleh dlperangl tapn
_dlperlakukan sebagaimana hukum ahlu al ‘adii.

¢. - Pemberontakan kaum bughgh  mesti dldasarl atas suatu
“Ta'wil Muhtama!” ‘

Sementara prosedur yang harus dilalui setelah
terpenuhmya tlga syarat di atas adalah sebagaf berlkut
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1). Mengusahakan perdamaian dengan cara berdialog
dengan kaum bughdh mengenai sebab dan -alasan
mereka melakukan perlawanan.

2). lika sebab adalah suatu kezhaliman, maka kezhaliman
itu harus dihilangkan dan diselesaikan secara hukum

oleh pemerintah. _

3). Jika mereka menyebutkan suatu alasan yang didasari
atas ~ kesalah-pahaman mereka terhadap suatu
masalah ataupun hukum, maka pemerintah wajib
meluruskan pemahaman dan menjelaskan kebenaran,
secara objektif dengan cara munddharah {(diskusi)
yang baik. , '

4). Selama pintu dialog masih terbuka dan harapan
perdamaian masih ada, maka pemerintah tidak boleh
meninggaltkan cara dialog kepada cara militer untuk
memerangi kaum bughdh.

5). Jika semua alasan kaum bughdh telah dikalahkan oleh
pemerintah dengan kebenaran, maka wajib atas
mereka untuk kembali tunduk dan patuh kepada
Imam. Sebab bila mereka tetap enggan untuk ta'at,
Islam memberi izin kepada Imam dalam kondisi ini
untuk memerangi mereka hingga kembali kepada
perintah Allah sebagaimana dipahami dari nash Al-
Qur’an surat al-Hujurat: 9.

Wewenang untuk memerangi bughdh adalah tanggung
jawab pemerintahan Islam yang hag, atau pemerintahan muslim
yang mengakui Islam sebagai sistem hukum. Oleh karena itu,
hukum bughdh tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah non
muslim atau pemerintah muslim yang tidak mengakui Qur’an dan
Sunnah sebagai landasan hukum bernegara, khususnya dalam
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masalah al-Tasyr7 al-find’f (Undang-Undang Pidana Islam). Sebab,
hukum bughdh dalam berbagai literatur figh islam dikategorikan
dalam pembahasan Jinagyat, meski bughdh tidak.termasuk dalam
hukum Hudud. Atas dasar ini, maka pemerintah Indonesia yang
tidak berlandaskan pada Islam serta tidak menerapkan Undang-
Undang Pidana Islam (al-Tasyr? al-Jind’7) sebagai salah satu

 hukumnya, tidak berwenang untuk menjalankan hukum Bughah,

meski pemimpinnya muslim dan penduduknya mayoritas Islam.
Ta'wil  (alasan} dan motivasi timbulnya gerakan
kemerdekaan di Aceh sepanjang sejarahnya tidak sama dan
selalu mengalami perubahan sesuai perkembangan kondisi
daerah Aceh. Atas dasar ini, maka hukum syara’ yang timbul dari-
gerakan-gerakan tersebut juga.tidak dapat disamakan. Gerakan
kemerdekaan yang dipimpin Daud. Beureueh dengan motivasi
mewujudkan “Darul Isldm” dan menuntut janji-janji Soekarno

- bagi rakyat Aceh, sama sekali tidak dapat disamakan dengan
‘gerakan bughdh - dalam hukum Islam. Begitu pula anggota

kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berjuang dengan
motivasi mempertahankan diri dari kezhaliman penguasa dan
mencegah kesewenang-wenangan mereka terhadap rakyat, tidak
dapat disebut sebagai bughdh. Sementara itu, gerakan Hasan
Tiro dengan “ASNLF’nya lebih tepat disebut sebagai gerakan
yang berjuang atas dasar ‘ashabiyah dari pada bughah secara
hukum Islam. Gerakan ‘Hasan Tiro juga lebih tepat disebut
gerakan ‘ashabiyah karena motivasi perjuangan mereka adalah
mewujud-kan kembali kedaulatan kerajaan Aceh, - di mana

“menurut Hasan Tiro, ia merupakan pewaris sah dari kedaulatan

tersebut. Di samping itu semua, . ada juga. kategori hukum
Harabah (perusuh) atau Qathi’u al Tharig {perompak jalanan)’
bagi mereka yang melakukan berbagai tindakan kriminal dan
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tefor demi mencari keuntungan pribadi dalam kondisi keamanan
yang tidak stabil tersebut. Dari ketiga alasan dan motivasi
~ Gerakan Kemerdekaan tersebut, tidak: satupun yang dapat persis
disamakan dengan hukum bughdh dalam syaria’t (figh) islam:
Ap'alagi, jika kita mengacu pada standar ta’rif Bughadh yang
mensyaratkan adanya sifat adil pada pemerintah yang ditentang,
" maupun sahnya pe-merintahan ditinjau dari pengakuan dan
penerapannya terhadap hukum-hukum Isiam.

Para fugaha berbeda pendapat tentang hukum berperang
“melawan penguasa yang zhalim, atau untuk menuntut hak-hak
yang hilang; Sebagian besar fugaha mengharamkannya ber-
dasarkan dominannya hadits-hadits Rasul yang melarang hal
tersebut. Juga berdasarkan tingginya resiko fitnah dan mafsadah
yang mungkin timbul dari sikap tersebut. Sedangkan sebagian
fugaha lain membolehkannya berdasarkan hadits-hadits Rasul
yang menganjurkan untuk mencegah kemungkaran dan
mempertahankan diri dari kezhaliman. Dalam hal ini, penulis
cenderung memilih pendapat kedua selama. terpenuh} beberapa
syarat :

a. Kemungkaran dan kezhaliman yang dilakukan ada!ah
sesuatu yang jelas diharamkan agama. ‘
Kemungkaran dan kezhaliman itu muncul dengan nyata.

c. Para penguasa yang zhalim itu telah lebih dulu diberi
nasehat berkali-kali dengan dakwah yang baik “bil hikmah
wal mau’idhatil hasanah”. :

d. Adanya kemampuan untuk. mengubah kemungkaran dan -

- kezhaliman. :
e. Tidak menimbulkan- kezhahman serupa atau yang lebih
besar
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Bila seorang ohlu al baghyi mati dalam peperangan
dengan penguasa lIslam, ia tetap mati dalam keislaman dan
berhak diperlakukan sebagaimana hukum Islam; dimandikan,
dikafankan, dishalatkan, dan dikuburkan.~Demikian pendapat
jumhur ulama, kecuali Abu Hanifah yang menyamakan hukum
mayit seorang baghr dengan mayit ahlu a! harby sebagai tanda
penghinaan dan hukuman atas pelanggaran syariat yang mereka

lakukan. Sementara bila yang mati dajam peperangan Bughah

adalah pasukan dari ahlu of ‘adli (pemerintah Islam), para ulama
berbeda pendapat tentang syahid tidaknya mayit tersebut.

Pendapat yang rdjih adalah mayit tersebut tetap dimandikan,

dikafankan, dan dishalatkan, seperti Syariat yang umum berlaku
bagi kaum muslimin, karena yang mati syahid sesuﬁgguhnya
adalah yang meninggal dalam perang melawan kafir musyrik
{perang jihad). Adapun yang mati dengan memperoleh pahala
syahid -sebagaimana disebutkan Rasul, adalah mereka yang mati
dalam mempertahankan jiwa, harta, keluarga, atau agamanya
dari suatu kezhaliman. Termasuk dalam kategori ini adalah rakyat
sipil kaum muslimin Aceh. yang tidak ikut serta dalam konflik
Aceh, namun harus menjadi korban dari penindasan dan
kezhaliman, tanpa peduli siapapun yang melakukannya. @
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TENTANG PENULIS

Mutiara Fahmi Razali, lahir di Banda Aceh 9
Juli 1973, adalah Dosen ilmu Figh Siyasah
(Politik Islam) pada Jurusan Jinayah dan
Siyasah (SIS) Fakultas Syariah, IAIN Ar Raniry
Darussalam Banda Aceh, Alumni Madrasah
Ulumul Quran, Dayah Bustanul Ulum Langsa
(1991} ini menyelesaikan sarfana S-1 (Lc)
' pada Jurusan Agidah & Fifsafat, Faokultas
Ushuluddin Universitas Al Azhar, Kairo Mesir
(1995) atas beasiswa dari Al Azhar. Magister
Agama (MA) pada Fakultas Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatulloh .
Jakarta (2002} bidang Konsentrasi Figh Siyasah, atas beasiswa
Depag RI. la juga tengah menyelesaikan Disertasi 5-3 nya pada
Fakutas Darul Ulum, Cairo University Mesir dalam bidang yang
sama. Diantara Karya Tulis yang telah dihasilkannya adalah: Tim
Penulis Buku Panduan Ke-Mesir dan Al Azhar (1995), Wanita
Muslimah  (Tetjemahan), Cairo (1998), Agama  Nasrani
(Terjemahan), Cairo (1998), Konsep Bugh@h Menurut Islam: Studi
Kasus Terhadap Gerakan Kemerdekaan di Aceh, tesis UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta (2002), Buku Ensiklopedi Pemikiran Ulama
Aceh (Tengku Haji Muhammad Hasan Krueng Kalee: Dari Tarekat
Haddadiyah Hingga Fatwa Syahid Membela Kemerdekaan)
(2005),Tim Penulis Buku Teungku Haji Muhammad Hasan Krueng
Kalee (1886-1973) : Ulama Besar dan Guru Ummat (2010), dan
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berbagai makalah dalam bahasa Arab dan Indonesia di beberapa

ceminar dan Jurnal. Selain meneliti dan menulis, suami dari

Nurhayati Ali Hasan ini juga aktif berperan sebagai Interpreter
bahasa Arab dan Moderator dalam berbagai konferensi dan
seminar internasional. Diantaranya Konferensi Internasional

mslamic Shari’ah and the Challenge of the Global World”(2007)

yang dihadiri Prof. Dr. Abduh Imam dari Mesir dan Prof. Dr.
Abdullahi Ahmed An Na’'im dari Sudan; Seminar Internasional
“tslamic Value-Based Education”(2008) yang dihadiri Prof. Dr.
Musthafa Rajab dari Mesir; dan Seminar Internasional tentang
“penguatan Mazhab Sydfi'ie Sebagai Sumber Referensi Utama
Bagi Legalisasi Hukum di Aceh” (2012) yang dihadiri oleh Prof. Dr.
Wahbah Al Zuhaily dari Syiria. Ayah empat anak ini juga pernah
menjabat sebagai Mudir Ma’had Dayah Darul thsan Teungku Haji
Hasan Kreung Kalee (2002-2006) sebelum kemudian diangkat
menjadi salah seorang anggota Dewan Mustasyar/ Penasehat di
sana hingga sekarang.™ :
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2. Salinan Naskah Surat Pernyataan Kemerdekaan Aceh’ vang

~disampaikan oleh Dr. Hasan Tiro pada 4 Desember 1976,
ditulis dalam Bahasa Aceh. Berikut adalah terjemahannya:

SURAT PERNYATAAN KEMERDEKAAN ATJEH

Kepada Bangsa-bangso Dunia.

Kami Bangsa Atfeh, Sumatra, dengan hak kami untuk
menentukan nasib sendiri yvang telah diakui oleh dunia, dan
dengan hak kami atas tanah leluhur yang tidak boleh diganggu,
dengan ini kami nyatakan kepada dunia, bahwa kami telah

memerdekakan diri dari penjajahan Jawa yang mencoba untuk

~menggantikan Belanda.
Negeri Atjeh adalah sebuah Negeri yang merdeka dan

berdaulat di persada dunia sepanjang masa. Cobaan penjajahan
juar telah dimulai di sini sejak 26 Maret 1873. Hari dimana
Belanda menyatakan perang atas Negeri Atjeh, hari dimana
tentara Belanda —dan Sipa’i Jawa- mendarat untuk memerangi
Kuta Radja. Pada tanggal 23 April 1873, hasil dari percobaan itu
telah masyhur terdengar di seluruh dunia. Sebagaimana ditulis
dalam surat kabar Inggris The London Times, 23 April 1873: “
Sebuah kejadian yang cukup menarik dalam sejarah penjajahan
baru, telah kita dengar dari kepulauan Hindia Timur. Sebuah
tentara Eropa yang besar telah memperoleh kemenangannya
yang terakhir. Musuh Atjeh ini tidak hanya kalah, tapi terpaksa
lari terbirit-birit.” Dalam surat kabar Amerika The New York

! sumber: M. Isa Sulaiman, Aceh Merdeka, Ideologi, Kepemimpinan dan
Gerakan, (lakarta: Pustaka Al Kautsar), Cet. [, 2000, h. 155
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Times, 6 May 1873 tertulis: “Serangan Belanda telah dibalas oleh
tentara Atjeh dengan menyembelih ribuan serdadu Belanda.
Seorang Jendral Belanda juga terbunuh, sementard serdadu yang
masih hidup terpaksa melarikan diri,” Perbuatan leluhur kami
tersebut telah mengguncangkan dunia pada masa itu. Sehingga
Presiden Ulydisses G. Grant dari Amerika Serikat merasa perlu
untuk menerbitkan sebuah pernyataan resri, dimana disebutkan
bahwa Amerika Serikat akan mengambil sikap benar-benar netral
dalam perang antara Belanda dengan -Atjeh, agar tidak
menimbulkan perang dunia. Semua ini menjadi bukti pentingnya
posisi Atjeh dalam dunia sebagai sebuah Negeri yang merdeka,
dan diakui, serta dihormati seluruh dunia.

Setahun setelah kekalahan tersebut, Belanda -dengan
Sipa’i Jawa- kembali untuk mengadakan perang penjajahan
sekali lagi atas kami bangsa Atjeh. Maka dengan itu terjadilah
apa yang telah ditulis oleh surat kabar Amerika Harper’s
Magazine : “Perang seratus tahun dalam masa/abad ini.” Sebuah
perang kolonial yang berlumuran darah dan terpanjang dalam
sejarah dunia. Pada masa itu, setengah dari lefuhur kami telah
memberikan nyawanya dalom mempertahankan kedaulatan
Negara Atjeh yang mulia ini. Perang tersebut berlanjut hingga
menjelang pecahnya Perang Dunia ke I, Delapan orang leluhur
dari pemilik tanda tangan dalam surat pernyataan inj, telah
terguling mati syahid dalam mempertahankan perang tersebut.

' Semuanya sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang Negeri

Atjeh yang merdeka dan berdaulat,
Hindia Belanda -dinyatakan telah selesai, tetapi suatu
Kerajaan tidak dapat dinyatakan selesai/hilang bila kesatuannya:
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masih dipelihara. Tanah pusakd kami tidak diserahkan kepada -

kami Bangsa Atjeh sebagaimana mestinga menurut hukum
!nternas:onal Tetapi Negeri Atjeh ini telah diberikan oleh Belanda
kepada Bangsa Jawa, Sipa’‘i-nya. Bangsa Jawa hanya memiliki
hubungan sejarah, politik, ekonomi, budaya, kepentingan
gtaupun tanah dengan Bangsa Jawa. Ketika hasil-hasil dari
penjajahan Belanda teloh dipelihara dan dijaga, lalu kemudian
semuanyd diserahkan kepada (Bangsa) Jawa, menempati posisi
Kerajaan penjajahan (lalu) yang dilakukan oleh orang Belanda.
(Baik) orang Eropa yang berkulit putih, ataupun orang Jawa, Asia,
yang . berkulit merah, tidak mungkin bagi kami Bangsa Atjeh
untuk menerima (penjojahan mereka).

Menurut Hukum International dan aturan Perserikatan
Bangsa-Bangsa, wajib atas Negeri Belanda untuk menyerahkan
kedaulatan Negeri Atjeh ini kepada kami Bangsa Atjeh. Belanda
tidak memiliki hak untuk menyerahkan kedaulatan Atjeh kepada
Jawa atau “Indonesia”, sebab “Indonesia” itu adalah sebuah
nama yang dibuat-buat sahaja, agar dapat menutupi penjajahan
Bangsa Jawa. Sejak bumi ini ada, tidak pernah ada satu bangsa di
Asia Tenggara yang bernama seperti itu. Begitu pula menurut
limu Bangsa-Bangsa (Ethnology), llmu Bahasa (Philology), limu
Asal-Usuf Budaya (Cultural Anthropology), limu Sejarah (History),
limu Masyarakat (Sosiology), tidak ada suatu “Bangsa Indonesia”
di Asia Tenggara. “Indonesia” tidak lain daripada sebuah merek

baru dalam bahasa asing, yang tidak memiliki hubungan sejarah, -

bahasa, budaya, terutama dengan kepentingan kami Atjeh,
Sumatra. Belanda menggunakan merek baru “indonesia” sebagai
ganti dari nama “Hindia Belanda” yang telah dibenci orang.
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Kaum kolonialisme Jawa juga sangat merasa beruntung dengan
nama buatan tersebut untuk menutupi kolonialisme Jawa, dan

untuk mendapatkan pengakuan dunia luar yang tidak mengerti

tentang sejarah kepulauan Asia Tenggara ini.

Kalau penjajahan Belanda tidak dapat dibenarkan dan
salah, maka penjajohan. Jawa yang secara terang-terangan
dibangun atas posisi penjajahan Belanda itu juga salah. Dalam
Hukum Internasional disebutkan: Ex Inuria jus non oritou,
Keadilan tidak dapat lahir dari kejahatan, Perbuatan yang benar
tidak boleh didasari atas perbuatan yang salah.

Walau - demikian, Bangsa Jawa masih juga mencoba
membangun sistem kolonialis mereka atas kami Atjeh, Sumatra.
Padahal semua Negara-negara kolonialis Eropa seperti Belanda,
Inggris, - Perancis, Spanyol dan Portugis, tidak lagi dapat
melakikan hal tersebut pada abad ini. Dalom masa tiga puluh
tghun terakhir, kami Atjeh telah melihat bagaimana tanah
pUsaka leluhur kami dirampok, dirusak, dihancurkan oleh
penjajahan Jawa: harta pusaka Bangsa kami telah dicuri,

pekerjaan kami telah dihifangkan, orang-orang pandai kami '

diusir dari Negerinya. Bangsa kami diikat dengan rantai
kezhaliman, dimiskinkan dan tidak dipedulikan. Rata-rato
panjang usia Bangsa kami 34 tahun, bagaimana jika kita
bandingkan dengan rata-rata usia masyarakat dunia (yang
mencapai) 70 tahun. Inipun makin sehari makin menurun,
padahal Atjeh, Sumatra, menghasitkan lebih dari 15 milyar Dollar
Amerika- pertahun kepada kolonialis Jawa, dimana digunakan
untuk kepentingan mereka saja.
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: Kami (orang) Atjeh tidak mencari-cari perkara dengan
mém_usuhi Bangs'a Jawa jika mereka tetap befdfam di Negeri
mereka, jika mereka tidak datang menjajah kami dan berlagak
seperti Tuan dalam rumah kami. Mulai hari ini, kami bermaksud
untuk menjadi pemilik. dari rumah kami sendiri. Kalau (tidak)
demikian, hidup. ini tidak berguna. Anda dapat membuat hukum
dan aturan sebagaimana kepentingan yang anda kehendaki dan
bukan sebagaimana kepentingan (Bangsa) Jawa, yang merasa
dapat menjamin kemerdekaan oanda. Padahal kami {Bangsa
Atjeh) juga lebih dari mampu, sebagaimana leluhur kami selalu
demikian. Pendek kata, merdeka dan berdaulat atas tanah
pusaka leluhur sendiri.

Perjuangan kemerdekaan kami ini penuh dengan
keadilan. Kami tidak merampas Negeri orang. Tanah kami telah
Tuhan berikan penuh dengan kekayaan yang melimpah, Kami
bermaksud memberikan buah tangan yang bermakna kepada
masyarakat dunia. Dan kami menanti pengakuan dari Bangsa-
Bangsa yang beradab, Kami ulurkan tangan persahabatan
kepada semua Bangsa dan semua Negara di persada dunia.

Atas nama Bargsa Atjeh yang merdeka dan berdaulat.
Atjeh, 4 Desember 1976
: Ttd. ‘
Teungku Hasan Muhammad Di Tiro
(B.S, MA, Ph. D, LL.D)
Ketua Angkatan Atjeh Merdeka
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